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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti 
Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dan mengetahui apa yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasif, 
wawancara semiterstuktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019, yang dimana penenaman nilai-nilai anti 
korupsi diinsersikan (disisipkan) dalam tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. 
Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang 
memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat, 
partisipasi aktif siswa, regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang jelas, media dan metode pembelajaran yang 
menarik, adanya workshop berjenjang yang dilakukan oleh dinas pendidikan 
untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, penerapan sudah 
dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan 
antar satu guru dengan guru yang lain. Kemudian terkait dengan faktor 
penghambat dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan adalah minimnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi 
keluarga yang kurang mendukung, lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang 
baik, membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan 
mengsinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang diampu, 
adanya pemberitaan di madia yang kontadiktif dengan yang disampaikan oleh 
guru. 
 
Kata kunci : Implementasi kebijakan, insersi, pendidikan anti korupsi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Beberapa tahun terakhir ini banyak terungkap kasus korupsi di Indonesia 
yang pelakunya kebanyakan berasal dari pegawai negeri. Tindakan korupsi sudah 
menjadi hal biasa di kehidupan masyarakat indonesia, dari kalangan pejabat 
sampai masyarakat biasa. Korupsi menjadi salah satu permasalahan serius 
dinegeri ini dan butuh penanganan khusus. Kasus korupsi sudah tidak terhitung 
lagi jumlahnya. Berkembang dengan cepat, cangkupannya meluas, menggunakan 
sistem yang sistematis dan memanfaatkan teknologi modern.  
Korupsi berasal dari kata latin Corruptio atau Corruptus. Korupsi diartikan 
sebagai dorongan untuk memperoleh sesuatu yang bersifat menguntungkan 
dengan metode pencurian dan penipuan.3 Korupsi mempunyai arti 
penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk 
kepentingan pribadi. Menurut Jonhson korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan 
peran, jabatan, sumber publik untuk menguntungkan diri sendiri.  Dari definisi 
diatas, dapat disimpulkan ada empat komponen yang menyebabkan suatu 
perbuatan dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan (abuse), publik (public), 
pribadi (private), dan keuntungan (benefit).4 
Seseorang atau kelompok yang melakukan korupsi adalah menyalahgunakan 
kekuasaan atau wewenang publik yang dimiliki, kemudian digunakan untuk 
 
3 Mansur Semma. 2008. Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 32 
4 Handoyo Eko. 2009. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: Kerjasama FIS UNNES dan Widya 
Karya. Hlm 16 
 

































memenuhi kepentingan pribadi, setelah bejalan lama maka akan digunakan 
sebagai ajang mencari keuntungan. Hal seperti ini sudah tidak asing lagi di 
masyarakat bahkan sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik. 
Menurut Klifaar, korupsi dipandang sebagai tingkah laku menyimpang dari 
tugas resmi suatu  jabatan negara karena memiliki keuntungan status atau uang 
yang melibatkan pribadi (perorangan, keluarga, kelompok) dan melanggar aturan.5 
Bracking memberikan definisi korupsi sebagai berikut: “Korupsi dibagi dalam 
konteks administrative corruption atau bureaucratic corruption, petty corruption, 
dan graft. Korupsi administrasi birokrasi diartikan sebagai pembayaran haram 
yang diterima oleh pegawai negeri dari pengguna (masyarakat) dalam menerapkan 
peraturan, kebijakan, dan hukum. Petty corruption diartikan sebagai tindakan-
tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri. Graft diartikan 
sebagai pemanfaatan sumber-sumber publik untuk kepentingan individu atau 
pribadi”.6 
Mahzar berpendapat bahwa istilah korupsi secara umum sebagai berbagai 
tindakan gelap dan tidak sah (illicit or legal activities) untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi atau kelompok. Beliau menambahkan bahwa dalam 
perkembangannya lebih akhir dari pengertian korupsi, terdapat penekanan yakni 
penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.7 
Dari sudut pandang hukum, secara garis besar tindak pidana korupsi 
mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum 
 
5 Handoyo Eko. 2009. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya 
Karya. Hlm 18 
6 Ibid. Hlm 18 
7 Mansur Semma. 2008. Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 34 
 

































(penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana); memperkaya diri 
sendiri, orang lain atau korporasi; merugikan keuangan atau perekonomian 
negara; selain itu terdapat beberapa jenis korupsi yang lain. Jenis korupsi tersebut 
adalah menerima hadiah (penyuapan), penggelapan, pemerasan, dan menerima 
grafitasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). 
Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari 
berita tentang korupsi muncul diberbagai media. Bahkan korupsi dianggap biasa 
sehingga masyarakat sulit membedakan nama perbuatan korupsi dan mana 
perbuatan yang tidak korupsi. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, faktanya negeri ini 
menduduki rangking teratas sebagai negara terkorup nomor 80 di dunia dan Jawa 
Timur menduduki peringkat ketiga provinsi terkorup di Indonesia:8 
Contoh kasus korupsi diantaranya adalah korupsi yang dilakukan oleh 
bendahara KPU Kabupaten Lamongan terkait korupsi dana hibah Pilkada 2015 
sebesar Rp 1 Miliar dan korupsi yang dilakukan oleh salah satu pegawai bank 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) di kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang 
menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp 1,5 Miliar.9 Dan juga kasus 
korupsi di Kota Malang yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang, tahun 
2018. Jumlah ini mampu mengalahkan korupsi masal di Sumatera Utara yang 
melibatkan 38 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.10 Dan berbagai 
 
8https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-
indonesia.html/amp diakses pada 2 Januari 2020 pukul 19.00 
9https://faktualnews.co/2019/09/27/kredit-fiktif-bri-lamongan-senilai-rp-1-565-m-mantan-pj-
kepala-bri-mantup-diadili/166654/ diakses pada 17 Desember 2020 pukul 21.03 
10https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4365158/gonjang-ganjing-korupsi-massal-41-
anggota-dprd-kota-malang diakses pada 19 November 2019 pukul 18.00  
 

































kasus korupsi yang melibatkan 330 kepala daerah atau sekitar 86,22% dari jumlah 
kepala daerah di Indonesia.11  
Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan 
oleh penyelenggara negara, dan antar penyelenggara negara, melainkan juga 
penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga dan para pengusaha, 
sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.12 
Alatas mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti 
berikut:13 
1. Problem kepemimpinan. 
2. Problem pengajaran agama dan etika. 
3. Latar belakang sejarah (kolonialisme). 
4. Kualitas pendidikan yang rendah. 
5. Faktor kemiskinan dan gaji yang rendah. 
6. Penegakan hukum yang lemah dan buruk. 
7. Sistem kontrol yang tidak efektif. 
8. Struktur dan sistem pemerintahan. 
Banyaknya kasus korupsi ini dapat dianalisa bahwa mental orang Indonesia 
dalam memerangi korupsi masih tidak kuat. Godaan untuk tidak melakukan dan 
menolak korupsi semakin susah untuk didilakukan. Untuk mewujudkan good 
goverment maka perlu diadakannya pendidikan anti korupsi yang diajarkan sejak 
 
11https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-
korupsi/full&view=ok diakses pada 2 Desember 2019 pukul 07.00 
12 Kompilasi Perundangan Anti Korupsi. 2010. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm 19 
13 Azhar, Muhammad dkk. 2004. Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta:LP3 UMY. Hlm 46 
 

































kecil. Tujuan pendidikan anti korupsi ini untuk menanamkan pada diri anak 
bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak 
orang dan negara. 
Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak 
kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang 
ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara 
khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut adalah 
peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak 
pidana korupsi adalah:14 
1. Delik korupsi dalam KUHP. 
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ 
Peperpu/013/1950. 
3. Undang-Undang No.24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana 
Korupsi. 
4. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
7. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 
14 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan 
Tinggi/Anti Korupsi. Jakarta: Kemendikbud. Hlm 121 
 

































8. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation 
Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. 
11. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat 
dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi. 
Upaya pemberantasan korupsi haruslah diprogram secara sistematik dan 
memiliki tolak ukur yang jelas. Kejelasan program pemberantasan korupsi akan 
membuat progam tersebut dapat diteruskan pada generasi selanjutnya. Salah satu 
langkah yang paling tepat dan efektif adalah mencegah. Strategi untuk mencegah 
korupsi yang paling mendasar ialah melalui jalur pendidikan yang dimulai sejak 
usia dini. Pendidikan formal merupakan salah satu upaya strategis dalam 
pencegahan dan antisipasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi di 
masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya 
mental korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan.15 
 
15Nuriani Laura dkk. 2014. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di 
SMP Keluarga Kudus. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, 93-102. Hlm 
94 
 

































Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:16 
1. Pembenahan informasi untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aseknya. 
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. 
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk 
melawan korupsi. 
Ada sembilan nilai-nilai yang akan diinsersikan dalam pendidikan anti 
korupsi yaitu: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, berani, serta adil.17 Pendidikan anti korupsi sebagai program untuk 
membentuk mental anti korupsi, sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yaitu 
membentuk warga negara yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. 
Kesamaan tujuan ini dapat dikolaborasnikan dalam proses pembelajaran di 
sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral. Pendidikan anti 
korupsi diinsersi (dimasukan) dalam kurikulum pembelajaran di sekolah namun 
tidak menambah mata pelajaran baru, melainkan diintegrasikan dalam mata 
pelajaran yang sudah ada.  
Dengan segala pertimbangan tersebut maka Mentri Pendidikan menganjurkan 
penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Ada  tiga  
wilayah yang langsung sigap dan cepat mengeluarkan peraturan daerahnya 
mengenai pendidikan anti korupsi. Diantaranya adalah Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah No 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di 
 
16Dharma Kesuma dkk. 2009. Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi. Bandung: Pustaka Aulia Press. 
Hlm 59 
17Agus Wibowo. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan 
Antikorupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 45 
 

































Jawa Tengah, Peraturan Wali Kota Bogor No 28 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan, Peraturan 
Bupati Lamongan No 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. 
Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Lamongan sebagai tempat 
yang akan diteliti. Pemilihan lokasi ini berdasarkan berita di beberapa media 
bahwa indeks pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Lamongan terbaik di 
Indonesia versi KPK.18 Peraturan Bupati mengenai implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di resmikan bulan Mei 2019 dan akan dilaksanakan pada 
tahun ajaran 2019/2020. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti mengangkat 
judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Pada Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, 
Kabupaten Lamongan)”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 
2019 tentang insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam 
implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang 




pemkab-lamongan-terbaik diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 07.35 
 

































C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan memahami secara aktual mengenai Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi. 
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. 
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat 
implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi implementasi kebijakan, 
memberikan sumbangan hasil pemikiran tentang kebijakan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi, serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut 
khususnya mengenai kebijakan implementasi insersi pendidikan anti korupsi. 
  
 

































2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada dinas atau 
instansi terkait di Kabupaten Lamongan sehingga dalam implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi 
para siswa di Kabupaten Lamongan. Serta dapat memberikan masukan bagi para 
pembuat kebijakan dalam mendukung terwujudnya pendidikan anti korupsi yang 
lebih tepat dan lebih baik. 
3. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Ilmu Politik dan 
menjadi referensi bahan bacaan dalam mengembangkan wawasan keilmuan di 
bidang sosial politik. 
E. Definisi Konseptual 
Dalam sebuah penelitian diperlukan penarikan batasan yang menjelaskan 
suatu konsep secara singkat dengan jelas, maka konsep dasar penelitian ini adalah: 
1. Implementasi 
Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, 
proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan 
kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 
seperti apa yang diinginkan masyarakat. 19 
 
19Affan Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hlm 295 
 

































Menurut Afan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses 
kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah aktifitas dalam 
menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 
membawa hasil yang sesuai harapan.20 
Webster dalam Solichin Abdul Wahab merumuskan bahwa istilah to 
implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying 
out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to 
(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan 
dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, 
biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah, Pemerintah Eksekutif 
atau Dekrit Presiden.21 
Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan 
bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau 
pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang dilakukan untuk tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.22 
Untuk mencapai tujuannya, terdapat dua langkah pilihan dalam kebijakan 
publik. Pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kerja. 
Kedua, berupa formulasi kebijakan (derivate) turunan dalam suatu kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah 
 
20Ibid. Hlm 295 
21Solichin Abdul Wahab. 2017. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model 
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 135 
22Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 66   
 

































adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 
dikenal dengan peraturan pelaksana.23 
Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk 
penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan 
menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, 
organisasi, prosedur dan teknik secara sinergi yang digerakkan untuk bekerjasama 
guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dihendaki. Rasionalitas atau 
alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan 
pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol 
serta tetap terjaga pada jalurnya. Sehingga, tujuan dan sasaran program kebijakan 
itu secara keseluruhan dapat dicapai. Dengan adanya Undang-Undang, 
implementasi dapat berjalan dengan aturan yang telah disepakati oleh keputusan 
bersama sehingga dapat berjalan lurus sesuai apa yang diharapkan. 24 
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang 
dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. 
2. Kebijakan 
Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan yang 
menyangkut aparatur negara dalam pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan 
yang terkait dengan kepentingan publik biasanya disebut juga sebagai kebijakan 
 
23Riant Nugroho Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi: Implementasi dan Evaluasi. 
Jakarta:PT Elex Media Komputindo. Hlm 158 
24Ibid. Hlm 133 
 

































publik. Kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the 
whole society”. Hal ini menegaskan bahwa hanya pemilik kekuasaan dalam 
sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat melalukan sesuatu pada 
masyarakat dan pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak 
dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. 25 
Dari sini jelas, bahwa dalam pengambilan sebuah kebijakan, sesuatu yang 
seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah adalah baik atau buruk, 
bermanfaat atau tidaknya kebijakan tersebut terhadap kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Seperti yang diutarakan Carl Friedrich dalam bukunya Budi Winarno 
menegaskan bahwa tujuan diambilnya sebuah kebijakan (oleh pemerintah, 
komunitas, lembaga, dll) disini harus mempunyai maksud dan tujuan tertentu.26 
Artinya sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai dalam sebuah kebijakan sudah 
mempunyai gambaran atau kerangka capaian yang jelas. 
Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 
adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengacu pada 
tujuan tertentu untuk memecahkan permasalahan publik atau  kepentingan publik. 
Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan berupa  
peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat 
yang mengikat dan memaksa.  
  
 
25Edi Suharto. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hlm 3 
26Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. 
Hlm 20-21 
 

































3. Implementasi Kebijakan 
Secara luas implementasi kebijakan diartikan sebagai tahapan dari proses 
kebijakan setelah penetapan undang-undang. Yaitu proses melaksanakan undang-
undang yang dimana seluruh pelaksana bekerjasama untuk menjalankan kebijakan 
untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai yang telah dirumuskan.27 
Menurut J. Pressman dan A. Wildavsky dalam bukunya Muh. Irfan Islamy 
dijelaskan sebagai berikut: Policy implementation is a process of interaction 
between the setting of goals and actions geared to achieve them. (implementasi 
kebijakan adalah suatu proses hubungan yang terjadi antara penetapan tujuan dan 
tindakan – tindakan yang diarahkan untuk mencapainya).28 
Sementara menurut A. O. Bowman sebagaimana yang dikutip Irfan Islamy 
implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah proses melaksanakan atau 
mewujudkan suatu keputusan negara (pemerintah) yang ototitatif.29 Ripley dan 
Franklin berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang 
terjadi setelah kebijakan ditetapkan yang memberikan program, kebijakan, 
keuntungan (benefit) atau capaian yang nyata (tangible output).30 
Menurut Dwiyanto Indiahono, implementasi kebijakan adalah tahap  
menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar 
aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes 
seperti yang telah direncanakan. Output dapat dilihat dalam waktu yang singkat 
 
27Ibid . Hlm 147 
28Muh. Irfan Islamy. 2014. Kebijakan Publik. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka. Hlm 72 
29Ibid. Hlm 73 
30Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. 
Hlm 149 
 

































setelah proses implementasi kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah 
keluarnya output atau dalam waktu yang lama setelah proses implementasi 
kebijakan telah dilaksanakan.31 
Berdasarkan pemikiran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 
implemetasi suatu kebijakan tidak hanya fokus pada perilaku dari lembaga atau 
instansi pelaksana yang bertanggung jawab atas suatu program, tetapi juga perlu 
memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi 
yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai 
pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak 
yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut. 
4. Insersi 
Metode lampiran (insersi), merupakan metode yang baru diperkenalkan 
belakangan ini. Sehingga belum banyak orang yang mengetahui metode insersi 
ini, namun cukup sering digunakan dan memiliki manfaat yang berguna. Metode 
lampiran (insersi), yaitu dengan cara menyisipkan inti sari ajaran agama dengan 
cara diselipkan/disisipkan didalam mata pelajaran umum (ilmu-ilmu yang bersifat 
sekuler). Pelaksanaan pengajaran melalui metode insersi atau lampiran ini tidak 
memakan banyak waktu, karena dilakukan pada saat yang bersamaan dengan mata 
pelajaran pokok, hanya saja ditambahkan sisipan nilai-nilai yang akan 
diinsersikan. 32 
 
31Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Yogyakarta: Gava 
Media. Hlm 143 2016/2017.  
32Andika Fitriyanto. 2017. Implementasi Metode Insersi Pada Mata Pelajaran Geografi dalam 
Penanaman Nilai-Nilai Islam di MA Manzilul Ulum Kabupaten Kudus. Skripsi Mahasiswa Jurusan 
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hlm 25 
 

































Dapat diartikan bahwa insersi adalah penyisipan atau memasukan. Yang 
dimaksud dalam penelitian ini insersi pendidikan anti korupsi adalah penyisipan 
atau memasukan nilai-nilai anti korupsi dalam beberapa mata pelajaran di jenjang 
pendidikan TK, SD, dan SMP. Insersi dilakukan karena sudah tidak 
memungkinkan untuk menambah mata pelajaran yang nantinya berkemungkinan 
besar dapat membebani para anak didik, maka pendidikan anti korupsi dilakukan 
dengan cara insersi atau penyisipan. 
5. Pendidikan Anti Korupsi 
Pendidikan merupakan proses pembelajaran terhadap manusia secara terus 
menerus dan sistematis, agar manusia tersebut menjadi pribadi yang sempurna 
lahir dan batin. Karena itu jika pendidikan menghasilkan pribadi-pribadi yang 
lemah, melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak 
bertanggungjawab, tidak bermoral, dan tidak mandiri, maka berarti program 
pendidikan itu gagal. Kegagalan dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam 
mamahami maupun manajemen pendidikan sehingga tidak sesuai dengan cita-cita 
pendidikan itu sendiri.33 
Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bagian yang penting dalam 
pembentukan karakter anak yang memiliki integritas tinggi. Hal ini sesuai dengan 
norma yang ada di UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Jika sekolah sudah mengimplementasikan 
pendidikan anti korupsi sebagai salah satu materi penting untuk anak didik, maka 
 
33Juwono Sudarsono. 2008. Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah 
Pendidikan Nasional Kita. Kompas: Jakarta. Hlm xvii 
 

































sekolah akan menjadi tempat latihan bagi anak didik untuk memiliki nilai-nilai 
anti korupsi. Sekolah tidak hanya sebagai tempat melahirkan generasi intelektual 
tingggi, tapi juga melahirkan generasi yang memiliki moral yang tinggi, hal ini 
merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi 
yang kemungkinan besar dilakukan dikemudian hari.34  
Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti 
korupsi adalah usaha yang dierencanakan untuk mewujudkan proses belajar 
mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi 
bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga 
menekan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam 




34Fira Mubayyinah. 2017. Semai: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 
Jurnal Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education Vol. 1.Hlm 224 
35Agus Wibowo. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan 
Antikorupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 38 
 



































A. Penelitian Terdahulu 
Penulisan penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian terdahulu 
sebagai bahan ataupun refersi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini 
hasil karya lain dengan permasalahan yang hampir sama: 
No Judul Keterangan 
1  
Jurnal IOP Conference 
Series: Earth and 
Environmental Science 
485 (2020) 012106. 
Yang ditulis oleh Parji, 
dan Chasanatun tahun 
2020. Dengan judul A 
view of Indonesian anti 
corruption class for 
academic orpuse.  
Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji penerapan 
pendidikan anti korupsi melalui resensi biografi 
pahlawan, efektivitasnya sebagai efek 
instruksional dan efek pengasuhan. Penelitian 
dilakukan di Universitas PGRI Madiun 
khususnya Departemen Pengajaran Konseling. 
Dengan 31 siswa sebagai sampel kelas 
eksperimen, dan 35 siswa sebagai kelas kontrol. 
Sumber data diukur secara kuantitatif dan secara 
kualitatif. Perbandingan nilai siswa dari kedua 
kelas diolah dengan uji sampel independen. Nilai 
rata-rata kelas kontrol (2,4143) lebih kecil dari 
nilai rata-rata kelas eksperimen (2.8226) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
penguasaan kelas eksperimen lebih baik dari 
 

































kelas lainnya. Data wawancara siswa 
diklasifikasikan menjadi enam kelompok. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 
Pemberantasan Korupsi Model Pendidikan 
melalui Resensi Biografi Pahlawan efektif 
sebagai skor dari kelas eksperimen lebih baik 
dari pada skor kelas kontrol; (2) teladan dan 
peran model pendidikan antikorupsi berasal dari 
masyarakat, termasuk guru, kepala sekolah, 
Pahlawan Nasional, dan juga individu itu sendiri; 
(3) ada hubungan antara lain kemampuan 
membaca, motivasi mencari informasi, dan 
penguasaan afektif dalam belajar.36 
2  IOP Conf. Series: 
Journal of Physics: 
Conf. Series 1481 
(2020) 012079. Yang 
ditulis oleh Widya, Ena 
Suna, dan Desy Eka, 
tahun 2020. Dengan 
judul Validity and 
Kurikulum 2013 direvisi dengan tujuan 
meningkatkan pendidikan karakter dan 
penguasaan keterampilan abad ke-21. Salah satu 
keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 
adalah keterampilan kritis dan kreatif. Untuk 
membangkitkan kreativitas siswa, penerapan 
model yang tepat harus dilakukan. Creative 
Problem Solving merupakan model yang dapat 
 
36 Parji, and Chasanatun. 2020. A view of Indonesian anti corruption class for academic orpuses. 
Jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 
 




































based on Creative 
Problem Solving model 




meningkatkan kreativitas siswa, karena melalui 
hal tersebut model, siswa diajak untuk 
memecahkan masalah melalui langkah-langkah 
sistematis. Belajar di kelas harus mampu 
menanamkan karakter yang memiliki pengaruh 
penting dalam pemecahan masalah bangsa hari 
ini. Salah satu masalah bangsa saat ini adalah 
korupsi. Anti korupsi sikap perlu diberikan 
kepada anak Indonesia agar Indonesia 
kedepannya menjadi negara bebas korupsi.  
Penelitian ini secara khusus membahas tentang 
kualitas bahan ajar yang dikembangkan. 
Deskripsi kuantitatif adalah analisis data yang 
digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 
bahan ajar yang dihasilkan sudah sangat baik 
kategori valid, (2) bahan ajar yang dihasilkan 
memiliki kategori sangat praktis.37 
3  Journal Empirical 
Economics. Yang 
ditulis oleh Elena 
Densolva, Martin 
Jurnal ini mengkaji bagaimana kampanye 
pendidikan anti korupsi mempengaruhi sikap 
mahasiswa Rusia. Sekitar 2000 peserta survei 
secara acak ditempatkan di salah satu dari empat 
 
37 Widya, Ena Suna, dan Desy Eka. 2020. Teaching Materials Based on Creative Problem Solving 
Model as an Efforts for the Establishment of Anticorruption Characters. Journal of Physics: 
Conference Series. 
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kelompok yang berbeda materi informasi (brosur 
atau video) tentang konsekuensi negatif korupsi 
atau ke grup kontrol. Meskipun tidak 
menemukan efek penting dalam sampel lengkap, 
menerapkan metode pembelajaran mesin untuk 
mendeteksi efek heterogenitas menunjukkan 
bahwa beberapa subkelompok siswa mungkin 
bereaksi terhadap informasi yang sama secara 
berbeda, meskipun statistik signifikansi sebagian 
besar hilang ketika memperhitungkan pengujian 
hipotesis berganda. Mengambil perkiraan poin 
pada nilai nominal, siswa yang biasanya 
menjiplak tampaknya mengembangkan sikap 
negatif yang lebih kuat terhadap korupsi setelah 
intervensi kami. Tanpa diduga, beberapa materi 
informasi tampaknya mendorong pandangan 
yang lebih toleran tentang korupsi di antara 
mereka yang lebih jarang menjiplak dan dalam 
kelompok laki-laki siswa, sedangkan efek pada 
siswa perempuan umumnya mendekati nol. 
Karena itu, para pembuat kebijakan yang 
bertujuan untuk melaksanakan pendidikan anti 
korupsi dalam skala yang lebih besar harus 
 

































meneliti kemungkinan efek heterogen (tidak 
diinginkan) di seluruh kelompok siswa.38 
4  Journal of Educational 
and Social Research 
Vol 10 No 1. Yang 
ditulis oleh Romina 
Ifeoma Asiyai, tahun 




Strategies for Its’. 
Management. 
Korupsi adalah salah satu masalah global yang 
menghambat efektivitas sistem yang telah 
merasuki pendidikan sistem di Afrika dan 
Nigeria pada khususnya. Studi ini meneliti 
korupsi di sekolah menengah negeri dengan 
tujuan mengindentifikasi bentuk-bentuk korupsi 
yang lazim, pelaku korupsi, dampak korupsi 
korupsi dan strategi administrasi untuk 
mengelola korupsi di sekolah. Penelitian ex-post 
facto desain digunakan dalam penelitian 
kualitatif ini. Persepsi 1160 responden terdiri 
dari mahasiswa, guru dan kepala sekolah dicari 
dengan menggunakan kuesioner. Statistik 
deskriptif dan inferensial adalah digunakan 
dalam analisis data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berbagai bentuk korupsi 
merajalela di sekolah menengah di negara 
bagian. Pelaku korupsi telah diidentifikasi. 
Dampak korupsi menunjukkan bahwa 
 
38 Elena Densolva, Martin Huber, Elvira Leontyeva, dan Anna Solovyev. 2020. Combining 
experimental evidence withmachine learning to assess anti-corruption educational campaigns 
among Russian university students. Journal Empirical Economics. 
 

































menurunkan kualitas belajar mengajar, 
menurunkan kualitas hasil belajar siswa dan 
merusak citra publik dari institusi tersebut. Studi 
ini mengidentifikasi beberapa strategi 
administratif untuk memberantas korupsi di 
sekolah menengah sebagai memastikan bahwa 
para guru dibayar dengan gaji yang pantas 
standar hidup bermasyarakat, pembentukan klub 
antikorupsi, reorientasi nilai yang layak, 
pendidikan karakter dan dengan memeriksa 
kawin pergerakan guru selama jam sekolah. 
Kesimpulannya, file Studi merekomendasikan 
bahwa untuk meningkatkan kesadaran siswa dan 
staf, kepala sekolah harus mendorong 
pembentukan klub antikorupsi dan mendorong 
debat dan tulisan esai tentang topik terkait 
korupsi di untuk membantu menyadarkan staf 
dan siswa tentang korupsi dan kejahatan yang 
terkait dengannya.39 
5  Journal of Physics: 
Conference Series 1254 
Korupsi menjadi isu sentral di Indonesia yang 
didasarkan pada ketelitian penggambaran data 
 
39 Romina Ifeoma Asiyai. 2020. Corruption in Secondary Schools: Administrative Strategies for 
Its’. Management. Journal of Educational and Social Research Vol 10 No 1. 
 

































(2019) 012010. Yang 
ditulis olej Mukodi, 
Afid Burhanuddin, dan 
Haryono, tahun 2019. 
Dengan judul Anti 
Corruption Perception 
And Modeling: A 
Critical Study Among 
Educational Institutions 
In Pacitan, Indonesia.  
dan informasi. Namun, tindakan yang konsisten 
harus diperhitungkan. Oleh karena itu, 
pembahasan kritis dalam penelitian ini bertujuan 
untuk; (a) menganalisis persepsi dan kesadaran 
pemahaman anti korupsi sivitas sekolah di 
kalangan institusi pendidikan di Pacitan, 
Indonesia; (b) merumuskan model yang berguna 
untuk pendidikan antikorupsi di Pacitan, 
Indonesia; (c) menetapkan strategi implementasi 
pendidikan antikorupsi di Pacitan, Indonesia. 
Selain itu, penggunaan penelitian tindakan 
merupakan metode yang mapan dalam penelitian 
ini.Peneliti mengambil data pada bulan Maret 
hingga April 2018. Jumlah responden sebanyak 
159 orang orang, terdiri dari 70 laki-laki dan 89 
perempuan, tersebar di tingkat SMP dan SMA. 
Itu temuan lebih lanjut mengungkapkan bahwa; 
(1) persepsi dan kesadaran responden tentang 
antikorupsi pendidikan sempurna, yaitu 89% dari 
mereka yang menanggapi; (2) Pengawasan 
Korupsi Remaja (TCW) adalah model yang valid 
untuk pendidikan antikorupsi di Pacitan, 
Indonesia. Itu bisa dilihat dari 87% responden 
 

































yang mengaku sangat puas dengan model TCW 
ini, dan 23% agaktidak setuju untuk sisanya; (3) 
Strategi pelaksanaan pendidikan antikorupsi 
dijalankan out melalui TCW berbasis role-play 
di institusi pendidikan Kabupaten Pacitan, 
Indonesia. Jadi, Mayoritas sivitas sekolah di 
Kabupaten Pacitan sudah paham bahwa korupsi 
itu kejam tindakan, yang ditolak dan dikutuk 
karena keberadaannya. Model TCW menjadi 
salah satunya strategi pembelajaran praktis 
dalam pencegahan, serta pemberantasan korupsi 
di dunia pendidikan institusi di Pacitan.40 
6  Journal of Applied 
Sciences 2015, 12 (6): 
445.451. yang ditulis 
oleh Kokom 
Komalasari dan Didin 
Saripudin, tahun 2015. 
Dengan judul 
Integration of Anti-
Corruption Education in 
Pemberantasan korupsi merupakan proses yang 
panjang, tidak hanya melalui mekanisme hukum 
tetapi juga membangun filosofi baru dalam 
bentuk pembibitan penalaran logis dan nilai-nilai 
baru bebas korupsi melalui formal pendidikan. 
Melalui pendidikan akan tercipta karakter anti 
korupsi seperti memupuk kejujuran, kerja keras, 
keberanian, tanggung jawab, nilai kemandirian, 
kesederhanaan, keadilan dan toleransi. 
 
40Mukodi, Afid Burhanuddin, dan Haryono. 2019. Anti Corruption Perception And Modeling: A 
Critical Study Among Educational Institutions In Pacitan, Indonesia. Journal of Physics: 
Conference Series 1254 012010 
 

































School’s Activities.  Artikelnya akan mendeskripsikan bagaimana 
pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam 
kegiatan sekolah di Indonesia, yaitu dalam 
pendidikan kewarganegaraan dan program 
pembiasaan di sekolah. Artikel berdasarkan hasil 
penyelidikan naturalistik di tengah dan SMA 
melaksanakan pendidikan antikorupsi di 
Bandung Barat Jawa, Indonesia. Sebab, muatan 
pendidikan anti korupsi materi tersebut termasuk 
dalam kurikulum mata pelajaran PKn. Anti 
korupsi Pembelajaran pada mata pelajaran PKn 
dilakukan melalui pembelajaran kontekstual dan 
pembelajaran dan pendekatan pembelajaran 
nilai. Selain itu modul antikorupsi pendidikan, 
penyesuaian nilai antikorupsi melalui kejujuran 
praktek kantin dan menciptakan iklim anti 
korupsi di sekolah.41 
7  IOP Conf. Series: 
Journal of Physics: 
Conf. Series 953 
012167. Yang ditulis 
Korupsi adalah salah satu masalah paling serius 
di banyak negara. Tujuan dari ini Makalah ini 
mengidentifikasi pentingnya bahan ajar 
pendidikan antikorupsi bagi masyarakat generasi 
 
41Kokom Komalasari dan Didin Saripudin. 2015. Integration of Anti-Corruption Education in 
School’s Activities. Journal of Applied Sciences, 12 (6): 445.451 
 

































oleh Sarmini, I Made 
Swanda, dan Ulin 
Nadiroh, tahun 2018. 
Dengan judul The 
importance of anti 
corruption education 
teaching materials for 
the young generation.  
yang lebih muda. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
angket alat pengumpulan data. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 150 guru SMP Negeri 
Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif 
dengan teknik persentase. Hasil dari penelitian 
ini adalah guru IPS di Surabaya menyadari 
bahwa bahan ajar tentang Pendidikan Anti 
Korupsi sangat penting dalam Sosial 
Mempelajari kegiatan belajar. Rekomendasi 
untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji 
antieducation bahan ajar yang mengandung nilai 
karakter anti korupsi. Dengan antikorupsi 
Pendidikan diharapkan dapat memberikan 
kesadaran dan perubahan kepada seluruh 
generasi muda memahami dan menyadari 
pentingnya bersifat antikorupsi dan dapat 
mengnglemlem di masyarakat.42 
8  Jurnal Ilmu Komputer 
dan Informatika 
Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus 
 
42Sarmini, I Made Swanda, dan Ulin Nadiroh. 2018. The importance of anti corruption education 
teaching materials for the young generation. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 
953 012167. 
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Juni 2019, ISSN: 2477-
698X. Oleh Yani 
Prihati, Sinta Tridian 







meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 
komitmen pemerintah yang direalisasikan 
melalui berbagai upaya dalam menangani 
masalah korupsi telah berada di jalur yang tepat 
walaupun belum optimal. Korupsi masih 
menjadi masalah yang serius di Indonesia karena 
masih dapat dilakukan oleh siapa saja, terjadi di 
berbagai tempat, dan dalam berbagai jenis 
perkara dengan jumlah yang cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan 
bahwa salah satu upaya pencegahan yang dapat 
dilaksanakan oleh KPK adalah 
menyelenggarakan program pendidikan 
antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan 
penting dilibatkan dalam upaya pemberantasan 
korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan media pembelajaran 
Pendidikan Antikorupsi berbasis multimedia 
untuk tingkat perguruan tinggi yang disebut 
MedPAK. MedPAK dikembangkan dengan 
mengadopsi metode Research and Development. 
 

































Hasil penilaian materi pada MedPAK 
menunjukkan rata-rata persentase 88% 
sedangkan hasil penilaian media adalah sebesar 
84% di mana keduanya termasuk kategori baik. 
Dapat disimpulkan bahwa MedPAK layak untuk 
digunakan.43 
9  Journal of Education 
Social Studies Volume 
5, Nomor 1, Juni 2016. 
Oleh Siti Ekowati 
Rusdini, Maman 
Rachman, dan Eko 
Handoyo. Dengan judul 
Pelaksanaan 
Internalisasi Kejujuran 
dalam Pendidikan Anti 
Korupsi di SMP 
Keluarga Kudus. 
Pendidikan antikorupsi menjadi sebuah jalan 
keluar bagi proses perbaikan bangsa dan Negara 
Indonesia. Situasi sosial yang ada menjadi alasan 
utama agar pendidikan antikorupsi segera 
dilaksanakan dalam lembaga pendidikan.Tujuan 
penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan 
internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan 
antikorupsi pada siswa di SMP Keluarga Kudus. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan internalisasi 
nilai kejujuran melalui pembelajaran pendidikan 
antikorupsi, Gerakan Anti Menyontek (GAM), 
program warung kejujuran, telepon kejujuran, 
pemakaian pin antikorupsi, Examen 
 
43 Yani Prihati, Sinta Tridian Galih, dan Tri Karyanti. 2019. Pengembangan MedPAK: Media 
Pembelajaran Anti Korupsi Berbasis Multimedia. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika Volume 
5, Nomor 1, ISSN: 2477-698X. 
 

































Conscientiae, serta peringatan Hari Antikorupsi 
dalam rangka menanamkan nilai kejujuran pada 
siswa. Simpulan penelitian ini adalah dengan 
pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dapat 
meningkatkan sikap jujur pada siswa yang dapat 
dilihat dalam buku transaksi warung kejujuran 
menunjukkan jumlah uang yang masuk dan 
barang yang keluar sudah sesuai, siswa malu 
untuk melakukan perbuatan menyontek serta 
siswa berani menegur teman yang berbuat 
curang.44 
10  Jurnal Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
Volume 2 No. 1 Mei 
2018. Oleh Nelvitia 
Purba,SH,M Hum, Ph 
D, Drs. H. Syafii Zaini 
,M. Pd., dan  
Enny Fitriani, S.Pd., 
M.Psi. dengan judul 
Sosialisasi 
Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu 
sentral dalam penegakan hukum.Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah di dalam 
pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan 
berbagai strategi nasional lebih-lebih di era 
reformasi, baik melalui Instruksi Presiden 
Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Dan 
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas 
PPK) 2010-2025. Di madrasah/ sekolah adalah 
 
44 Siti Ekowati Rusdini, Maman Rachman, dan Eko Handoyo. 2016. Pelaksanaan Internalisasi 
Kejujuran dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus. Journal of Education Social 
Studies Volume 5, Nomor 1, e-ISSN: 2502-4442. 
 






































Korupsi Bagi Siswa. 
merupakan salah satu cara untuk menanamkan 
nilai nilai pendidikan antikorupsi di negeri ini 
adalah dengan memberikan perhatian terhadap 
pendidikan antikorupsi sejak dini di lembaga 
pendidikan. Sebagai salah satu jalur pendidikan 
formal, keberadaan Madrasah pada dasarnya 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
siswa untuk melanjutkan pendidikan pada 
jenjang yang lebih tinggi; meningkatkan 
pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri 
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran 
Islam, dan meningkatkan kemampuan siswa 
sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 
budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran 
agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Untuk 
berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan 
pencegahan korupsi adalah dapat dilakukan oleh 
sekolah/madrasah dalam mengembangkan 
kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada 
Pendidikan Agama Islam pertama adalah proses 
pendidikan yang harus menumbuhkan 
 

































kepedulian sosial-normatif, membangun 
penalaran obyektif, dan mengembangkan 
perspektif universal pada individu. Kedua, 
pendidikan harus mengarah pada penyemaian 
strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang 
konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran 
sosialnya kelak pada saat sudah dewasa sebagai 
generasi penerus bangsa yang antikorupsi.45 
Judul penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 
18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Pada 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan 
Lamongan, Kabupaten Lamongan). Fokus penelitian ini adalah studi kasus 
mengenai implemenntasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan. Penelitian ini akan mengkaji apa saja yang sudah dicapai dalam 
implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 ini dan apa saja 
faktor pendukung dan penghambat proses berjalannya implementasi Peraturan 
Bupati tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
berdasar pada peraturan dari pemerintah Kabupaten Lamongan yang resmi 
mengeluarkan Peraturan Bupati yang baru saja dikeluarkan Mei 2019 untuk 
dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan tingkat TK, SD dan SMP di 
Kabupaten Lamongan. 
 
45Nelvitia Purba, Syafii Zaini, dan Enny Fitriani. 2018. Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti 
Korupsi Berbasis Madrasah untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa. Jurnal Pengabdian 
Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 
 

































B. Kajian Pustaka 
1. Implementasi Kebijakan 
Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 
pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para 
pejabat pemerintah. Implemetasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, 
khusunya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah 
kebijakan.46 
Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam 
pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah 
penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan 
implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang 
mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun 
sebagai suatu dampak (outcome).47 
Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi 
apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberi 
pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan 
yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi 
sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, 
seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.48 
Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, 
tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang 
 
46 Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press. Hlm 148 
47 Ibid. Hlm 147. 
48 Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar. Hlm 88 
 

































memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai output dari suatu 
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya 
“a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasi 
dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.49  
Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, “The 
Policy Implementation Process :A Conceptual Framework”. menyatakan “policy 
implementation encompasses those actions by public or private individuals (or 
group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy 
decisions” yang secara garis besarnya berarti  implementasi kebijakan merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta 
(atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam 
keputusan kebijakan sebelumnya.50 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang 
dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam 
faktor tersebut adalah: 
a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian 
mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar 
untuk mengukur pencapaiannya. 
b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan 
dalam penyusunan kebijakan yang dilaksanakan. 
 
49 Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press. Hlm 149 
50 Ibid, hlm 149. 
 

































c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin 
terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni 
peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan  
d. Dukungan para stakeholder, yakni dukungan dari berbagai pihak yang 
terkait dengan implementasi program yang di jalankan 
e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan 
pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan 
tersebut; serta intensitas sikap tersebut) 
f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan 
sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat 
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan 
publik tentang kebijakan tersebut. 
Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersbut mampu 
memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan. 
2. Konsep Korupsi dan Anti Korupsi 
Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan 
kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jonhson mendefinisikan korupsi 
sebagai penyalahgunaan peran-peran, jabatan-jabatan publik atau sumber-sumber 
untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen 
yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan 
(abuse), publik (public), pribadi (private), dan keuntungan (benefit). Seseorang 
 

































atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi mula-mula adalah 
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang publik yang telah dipercayakan pada 
dirinya, kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya semata, 
lama-kelamaan digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesar-
besarnya. Hal seperti ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat 
bahkan sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik.51 
Menurut Klifaard, korupsi sebagai tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas 
resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang 
menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau 
melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.52 
Menurut Alatas ciri-ciri korupsi sebagai berikut:53 
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 
b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. 
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 
d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 
menyelubungi perbuatannya dengan berlindung korupsi dibalik pembenaran 
hukum. 
e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik 
atau masyarakat umum. 
f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 
g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif 
 
51Handoyo Eko. 2009. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya 
Karya. Hlm 16 
52Ibid. Hlm 18 
53 Ibid.Hlm 20 
 

































h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 
mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum: 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, 
orang lain atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 
selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain diantaranya: 
menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan 
dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima grafitasi (bagi pegawai 
negeri/penyelenggara negara). 
Jenis-jenis korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 antara 
meliputi: (1) korupsi yang merugikan keuangan Negara, (2) korupsi yang 
berhubungan dengan suap-menyuap, (3) korupsi yang berhubungan dengan 
penyalahgunaan jabatan, (4) korupsi yang berhubungan dengan pemerasan, (5) 
korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, (6) korupsi yang berhubungan 
dengan pengadaan, dan (7) korupsi yang berhubungan dengan greatifikasi/ 
pemberian hadiah.  Di Indonesia budaya korupsi sudah sangat membudaya 
bahkan mendarah daging baik korupsi yang dilakukan kecil-kecilan maupun 
besar-besaran.  
Menurut Suyahmo  penyebab korupsi di Indonesia sifatnya beraneka ragam, 
yaitu:54 
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a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 
kebutuhan yang mungkin meningkat. Gaya hidup dan kebutuhan para 
pegawai negeri tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka 
cenderung malu dan minder apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 
serba mewah, karena mereka telah dipandang oleh masyarakat sebagai orang 
yang terpandang dan hidupnya serba kecukupan. Oleh karena itulah maka 
para pegawai negeri mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan cara melakukan korupsi. 
b. Kebutuhan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau meluasnya 
korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang tidak 
asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendarah daging. 
Mulai korupsi yang bersifat menyalahgunakan keuangan negara sampai pada 
tindakan suap-menyuap. Misalnya membayar sejumlah uang kepada pihak 
pegawai kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP. 
c. Modernisasi, dengan adanya modernisasi maka terjadi perubahan struktur 
budaya di dalam masyarakat kita yang sebelumnya selalu menjunjung tinggi 
nilai-nilai dan norma tradisional kemasyarakatan yang selalu mementingkan 
kepentingan masyarakat menjadi masyarakat modern yang selalu 
mementingkan kepentingan pribadinya dan selalu berkeinginan hidup 
dengan segala kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. 
Kondisi semacam ini menjadikan peluang empuk untuk melakukan tindakan 
korupsi didalam masyarakat. Kondisi semacam itu akan mempermudah 
 

































munculnya perilaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak, namun 
menguntungkan bagi pihak koruptor.  
Menurut Suyahmo akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah sebagai 
berikut:55 
a. Perilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai 
jenis keputusan. Dengan adanya korupsi maka kegiatan pemerintah yang 
telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan bias gagal dikarenakan 
dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya. 
b. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan adanya 
praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa menjadi lebih 
besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung 
tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras sembako yang aslinya 
diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, akibat adanya praktik 
korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras tersebut. Meskipun 
dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi tindakan ini sudah 
termasuk akibat dari praktik korupsi. 
c. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya 
dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan 
umum justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan praktik 
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korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan 
mana perbuatan yang tercela. 
d. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang pemimpin 
menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang pemimpin 
melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang sama. Oleh 
karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan 
korupsi karena kemunngkinan besar akan dicontoh oleh rakyat kecil. 
e. Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi 
pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya soal pajak. 
Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak 
hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh 
negara. 
f. Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan 
uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan 
keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan 
yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat. 
Menurut Suyahmo upaya pencegahan korupsi diantaranya sebagai berikut:56 
a. Pemberantasan korupsi lewat jalur preventif perlu ditingkatkan, antara lain 
dengan jalan membentuk suatu badan khusus yang bertugas memberantas 
korupsi yang meliputi usaha-usaha di bidang preventif yang represif serta 
menggunakan pendekatan normative yang melukiskan segi-segi lain dari 
masalah korupsi sebagai masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik. Salah 
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satu upaya preventif adalah telah dibentuknya suatu badan atau lembaga 
yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping sebagai upaya represif, lembaga 
ini juga sebagai upaya preventif karena lembaga ini telah mengkampanyekan 
visi dan misinya melalui media massa sepertikoran, radio, televisi, dan lain 
sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini telah masuk ke sekolah-sekolah untuk 
mengkampanyekan budaya anti korupsi. Sekarang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) telah begitu dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat 
diminta ikut serta membantu KPK dalam rangka upaya memberantas korupsi 
yang telah membudaya di masyarakat. 
b. Melalui pendidikan moral secara dini baik pendidikan formal maupun 
informal. Dengan adanya pendidikan moral sejak dini maka anak didik 
diharapkan dapat berperilaku yang baik atau bermoral semenjak pada usia 
dini. Pendidikan moral ini bisa diterapkan melalui lembaga formal (sekolah) 
maupun lingkungan informal (keluarga). Di lingkungan sekolah, bentuk 
pendidikan formal yang bertujuan untuk mencegah korupsi adalah dengan 
diberikannya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah 
tentu sangat efektif sebagai upaya edukatif untuk mendidik generasi muda 
sehingga berkarakter jujur, bermoral, dan dapat bertanggungjawab. 
Sementara untuk lingkungan keluarga yaitu sejak kecil anak selalu diajarkan 
untuk berperilaku jujur dan tidak berbohong itu merupakan perbuatan 
korupsi yang termasuk sifat tercela dan menimbulkan dosa. 
 

































c. Memperbarui undang-undang tentang tindak pidana korupsi untuk lebih 
mempertegas tindakan hukum terhadap para pelakunya. Seiring dengan 
pesatnya tindakan praktik korupsi yang terjadi di masyarakat yang beragam 
jenisnya mulai dari merugikan keuangan negara sampai pada tindakan 
grafitasi, maka perlu dibuat peraturan hukum yang baru sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat. 
d. Keikutsertaan semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya 
pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang yang 
mengendalikan pemerintah itu sendiri. Masyarakat diharapkan ikut serta atau 
berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan secara tidak langsung 
masyarakat turut serta di dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. 
e. Memperbaiki dan menciptakan birokrasi yang bermental jujur dan 
berkomitmen terhadap kepentingan rakyat, sehingga dapat memperkecil 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan adanya birokrasi yang 
jujur dan sesuai dengan kepentingan rakyat maka akan menimbulkan 
kepercayaan masyarakat terhadap citra baik pemerintah dalam 
meyelanggarakan perintahan. 
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk memberantas di 
Indonesia dapat dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan repesif. Namun 
dalam hal ini upaya preventif haruslah lebih diutamakan tanpa harus 
mengesampingkan upaya represif. Dalam upaya untuk memberantas korupsi di 
Indonesia sistem preventif  harus diutamakan dari pada sistem represif. Apa yang 
 

































sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. Korban pasti 
banyak, termasuk  koruptor dan keluarganya yang jumlahnya ratusan ribu itu. 
Tidak kurang pentingnya adalah keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, 
dimulai dengan meningkatnya kesadaran hukum, pendidikan dan penerangan 
tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas. Salah satu upaya 
preventif adalah dengan adanya pendidikan anti korupsi pada anak sejak usia dini 
baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Jika sejak dini anak didik 
sudah diajarkan tentang bahaya korupsi maka setelah ia besar menjadi orang yang 
anti terhadap korupsi.57 
Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan 
peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah 
bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan 
bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya 
korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan hukum (sistem hukum, 
sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan).58 
3. Insersi Pendidikan Anti Korupsi 
Pada hakekatnya, korupsi adalah masalah sosial yang merusak struktur 
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama jalannya pemerintahan dan 
pembangunan. Dalam prakteknya, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak mudah 
untuk diberantas. Oleh karena itu selain tindakan represif yang perlu dilakukan 
ada tindakan lain yaitu preventif. Preventif adalah tindakan pencegahan agar 
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perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi. Dan hal ini menjadi 
tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun oleh masyarakat luas. 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam 
upaya membantu pencegahan tindakan korupsi sejak dini. Sekolah dapat 
membantu pemerintah dengan cara menanamkan nilai-nilai yang membendung 
terjadinya korupsi. Dan sekolah dapat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam mensosialisasikan fungsi dan peran Komisi Pemberantasan 
Korupsi  (KPK) melalui pendekatan edukatif untuk melahirkan generasi muda 
yang memiliki karakter anti korupsi. 
Melaui insersi pendidikan anti korupsi ini diharapkan pelajar menjadi agen 
perubahan masyarakat, yang nantinya dapat merubah masyarakat menjadi 
masyarakat yang anti korupsi. Materi yang diangkat dalam pendidikan anti 
korupsi ini yaitu: 
a. Tanggung Jawab 
Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang 
terbiasa berperilaku bertanggung jawab. Seorang belum dapat memimpin orang 
lain kalau belum dapat memimpin dirinya sendiri. Menjadi seroang pemimpin 
tidaklah mudah, karena memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. 
Bukan hanya bertanggung kepada bawahannya tetapi bertanggung jawab juga 
kepada atasannya, dan yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. 
Seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali mengerjakan tugas dan orang 
yang paling terakhir mengambil hak atau bagiannya. 
 


































Disiplin adalah salah satu faktor menuju kesuksesan, sebab seorang yang 
disiplin akan memiliki sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur 
dalam kebenaran dan akan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cara 
untuk menjadi orang yang disiplin adalah dengan latihan. Karena kedisiplinan 
dibentuk berdasarkan latihan dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Jujur 
Jujur dimulai dari lingkungan terdekat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, 
kelas, sekolah, dan tempat tinggal. Pribadi jujur berawal dari keluarga yang jujur. 
Keluarga jujur membentuk lingkungan jujur. Lingkungan jujur membentuk 
masyarakat jujur. Masyarakat jujur membentuk bangsa jujur. Ciri orang yang jujur 
yaitu memiliki ketulusan. Ketulusan dibuktikan dengan kerja yang tidak 
didasarkan dari berapa uang yang didapat. Ketulusan lebih kepada pengabdian 
atau pengorbanan diri. 
d. Sederhana 
Hidup sederhana berarti hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan yang didasari 
oleh suatu sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial dan tidak sombong. 
Orang yang sederhana adalah yang sanggup membawa diri sesuai dengan keadaan 
dirinya, dengan kemampuan diri dan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. 
Menerapkan pola hidup sederhana akan menumbuhkan rasa setia kawan, jujur, 
disiplin, hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Bila seseorang dapat hidup 
 

































dengan kesederhanaan maka akan dapat merasakan kebahagiaan dan menemukan 
kepuasan batin, ketenangan dan ketentraman hati. 
e. Kerja Keras 
Kesuksesan dan keberhasilan yang kita harapkan setiap saat pastilah menjadi 
pemicu semangat kita untuk selalu melakukan suatu hal atau pekerjaan. Sifat 
pekerja keras akan timbul dari sosok yang mempunyai motivasi tinggi untuk 
berubah, pantang menyerah dalam segala keadaan. Pribadi yang pekerja keras 
dapat digambarkan dengan selalu melakukan tanggung jawab dengan sungguh-
sungguh. Melakukan segala sesuatu diupayakan dengan baik, sekuat tenaga, 
kecerdasan tinggi, dan sepenuh hati. Melalui hal ini akan mampu menahan beban 
berat, memecahkan persoalan rumit dan tidak bergantung pada orang lain. 
f. Mandiri 
Kemandirian merupakah suatu sikap seseorang yang diperoleh dari kehidupan 
yang dijalani, dimana dia akan belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 
berbagai situasi di lingkungan, sehingga pada akhirnya akan mampu berpikir dan 
bertindak sendiri. Dengan kemandirian, seorang dapat memilih jalan hidupnya 
untuk dapat berkembang lebih baik. Dengan kemandirian tersebut berarti anak 
harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat 
keputuasan, bertindak sesuai dengan keputusan sendiri serta bertanggung jawab 
atas segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian anak akan melepaskan diri 
dari ketergantungan pada orang tua atau orang dewasa secara bertahap. 
  
 


































Seseorang yang memiliki sifat adil akan menekankan pengambilan keputusan 
melalui  pertimbangan untuk menghindari dari sikap cenderung pada satu hal, dan 
mencari keputusan yang paling tepat. Anak yang memiliki sifat adil tidak 
menunggu kebenaran datang kepada mereka, mereka akan mencari informasi 
yang relevan dan mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelum membuat 
keputusan atau tindakan. Anak yang memiliki sifat adil akan bertindak netral 
dalam membuat keputusan, bukan karena pilih kasih. Anak yang memiliki sifat 
adil akan memperlakukan orang lain dengan sama, tidak mengambil keuntungan 
dari kelemahan atau menyepelekan orang lain. 
h. Berani 
Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup mewujudkan mimpi-
mimpi dan mengubah kenyataan hidup. Keberanian bisa menjadi sesuatu yang 
tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Keberanian bisa menjadikan sikap 
negatif menjadi sikap positif, lemah menjadi semangat, miskin menjadi kaya, 
gagal menjadi sukses. Dan dengan keberanian juga, kejahatan akan dapat dicegah 
dan dihalangi. 
i. Perduli 
Peduli adalah sifat yang dapat membantu segala kesulitan atau 
kekurangnyamanan yang dialami dapat dihadapi. Segala keadaan senang atau 
sedih dapat ditanggung bersama, keterbatasan pun dicarikan solusinya. Rasa 
senasib dan sepenanggungan dapat menghilangkan sifat egois dalam berpikir dan 
 

































bersikap. Dan akan menjadi sebuah pelajaran kehidupan bagi anak agar mampu 
lebih dewasa dalam menjalani hidup. Anak perlu belajar tenggang rasa, empati, 
mengenal dan memahami perasaan teman-temannya. Belajar mengelola emosi 
agar tidak mudah terpancing kelakuan teman yang dihadapi. Serta bagaimana 
memperluas hati terhadap segala kelakuan teman. Begitu juga harus belajar 
bagaimana menempatkan diri dan bersikap terhadap orang lain. 
C. Kerangka Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
Pemikiran Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan dikenal 
dengan istilah A Model of the Policy Implementation. Teori ini berawal dari 
argumen bahwa dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang 
akan dilaksanakan, karena pada setiap kebijakan memiliki karakteristik yang 
berbeda. Kemudian Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu pendekatan 
yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model 
konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Konsep penting 
dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah  
perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.59  
Model pendekatan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh beberapa variabel yang dijadikan sebagai indikator berhasilnya suatu 
implementasi kebijakan yang diuraikan sebagai berikut :60 
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Model Proses Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn 
 
Sumber: Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press 
Hlm 157  
 
1. Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut 
tepat pada apa yang telah direncanakan dan menghindari adanya multi 
interpretasi. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kinerja dari 
implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran 
(standar) dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosiokultur yang ada 
dilevel pelaksana kebijakan. Apabila ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal 
maka akan mengalami kandala atau sulit untuk direalisasikan. Menurut Van Horn 
dan Van Meter, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentu melihat 
standar dan ukuran tertentu yang dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja 
kebijakan pada dasarnya adalah penilaian atas tingkat keberhasilan tercapainya 
standar dan sasaran tersebut.  
  
 

































2. Sumber Daya 
Dalam implementasi kebijakan tentu membutuhkan adanya dukungan dari 
sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. 
Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki 
peranan yang penting dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya 
utama dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain 
sumber daya manusia, sumber daya finansial (dana) dan waktu juga menjadi hal 
yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van 
Horn menyatakan bahwa sumber daya juga harus tersedia untuk memperlancar 
implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud terdiri atas dana atau insetif 
lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang 
dan terbatasnya dana atau insetif lain merupakan faktor terbesar dalam gagalnya 
implementasi kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahap 
implementasi dibutuhkan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. 
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 
Pusat perhatian agen pelaksana terdiri dari organisasi formal dan organisasi 
informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sangat 
penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen 
pelaksanaanya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan 
diimplementasikan, pada beberapa kebijakan diharuskan para pelaksana kebijakan 
bersikap ketat dan disiplin. Dalam konteks lain juga diperlukan adanya agen 
 

































pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah 
implementasi kebijakan perlu diperhatikan dalam penentuan agen pelaksana 
kebijakan.  
4. Sikap Para Pelaksana 
Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sikap menerima atau menolak 
dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau 
kegagalan dari implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang dilasanakan bukan 
hasil dari formulasi warga yang mengetahui persoalan kebijakan yang mereka 
rasakan. Namun kebijakan publik biasanya sifatnya top down yang dimana para 
pengambil keputusan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan atau 
permasalahan yang harus diselesaikan tersebut. Terdapat tiga elemen yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan.  
Pertama, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap suatu 
kebijakan. Kedua, arah dan respon pelaksana (menerima atau menolak). Ketiga, 
intensitas terhadap suatu kebijakan. Penerimaan yang mendalam terhadap standar 
dan tujuan kebijakan oleh para pelaksana merupakan potensi besar terhadap 
keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya disposisi para pelaksana 
kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Kurangnya 





































5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-Kegiatan 
Pelaksanaan 
Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus 
dipahami oleh para pelaksana kebijakan (implementators) yang memegang 
tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan kebijakan. Karena itu standar dan 
tujuan haruslah dikomunikasikan dan dipahami para pelaksana. Komunikasi 
dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait apa yang menjadi tujuan 
kebijakan tersebut. Dengan kejelasan informasi yang disampaikan, maka para 
pelaksana kebijakan dapat memahami apa saja tahap yang harus dilakukan. Suatu 
implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh komunikasi kepada para 
pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Semakin baik koordinasi antar 
pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin kecil 
kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. 
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai implementasi kebijakan 
adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong atau mendukung 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan 
politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber maslaah dan menjadi faktor 
kegagalan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk 
mengimplementasikan kebijakan perlu memperhatikan kondisi lingkungan 
eksternal yang kondusif dan mendukung.   
  
 



































A. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 
yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut 
bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan 
dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif 
ini adalah pennggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan 
tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 
adalah dengan mencocokan antara realita dilapangan dengan teori yang berlaku 
dengan menggunakan metode deskriptif. 
Menurut M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat 
didapat dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. 
Penelitian kualitatif dapat menunjukan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 
laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.61 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan, menjabarkan kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang 
ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dan berupaya menarik realitas 
 
61 M.Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur,.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media. Hlm 25 
 

































itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 
kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.62 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus. Format deskriptif 
kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), 
tetapi memusatkan diri pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri 
yang demikian memungkinkan studi ini dapat mendapatkan data yang mendalam. 
Karena itu penelitian ini bersifat mendalam pada sasaran penelitian.63 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lamongan yang berada di Jl. Ki 
Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 18, Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten 
Lamongan. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena Kabupaten Lamongan 
merupakan kabupaten dengan indeks pencegahan korupsi terbaik, dan termasuk 
daerah yang secara cepat memngeluarkan peraturan mengenai pendidikan anti 
korupsi setelah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bogor. Pemilihan lokasi 
penelitian merupakan saran dari Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Moch. Syaifudin, SH. Waktu 
penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019 s/d Oktober 2020. 
C. Pemilihan Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam 
proses penentuan sample. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample 
 
62Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Hlm 68 
63Ibid. Hlm 68-69 
 

































dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut yang 
dianggap paling tahu atau ahli tentang apa yang kita teliti, atau mungkin dia 
sebagai penguasa (pemimpin) sehingga akan mudah menjelaskan mengenai objek 
yang di teliti.64 Dalam konteks ini, kriteria informan dalam penelitian ini yakni: 
(1) Mengetahui, peneliti memilih orang-orang yang menurut peneliti mengetahui 
secara betul proses dalam implementasi pendidikan anti korupsi. (2) Informan 
terlibat langsung dalam proses tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini 
narasumber yang ingin peneliti wawancarai antara lain: 
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. 
2. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. 
3. Guru 3 mata pelajaran yang terdapat insersi pendidikan anti korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan, yaitu: 
a. Guru Pendidikan Agama 
b. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
c. Guru Bimbingan Konseling 
4. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. 
5. Orang tua siswa SMP Negeri 1 Lamongan. 
D. Tahap – Tahap Penelitian 
1. Tahap Pra Lapangan 
Dalam tahap ini, peneliti menggali informasi mengenai implementasi 
Peraturan Bupati Lamongan 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi 
 
64 Prof.Dr. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm 54 
 

































Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Pada SMP Negeri 1 Lamongan). Langkah-
langkah yang dilakukan pada tahap pra lapangan ini adalah: 
a. Menyusun rancangan penelitian, pada tahap ini peneliti membuat proposal 
penelitian. 
b. Memilih lapangan penelitian, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
dan SMP Negeri 1 Lamongan. 
c. Mengajukan surat permohonan (kesediaan) yang ditujukan kepada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan dan SMP Negeri 1 Lamongan. 
2. Tahap Lapangan 
a. Wawancara Mendalam  
Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan interview mendalam dengan 
mencari subjek dan informan yang tepat agar diperoleh data yang maksimal. 
b. Pengumpulan Dokumen 
Setelah interview dilakukan, peneliti akan mengumpulkan data yang ada di 
lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mentracking beberapa informasi 
yang dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan proses analisis data. 
3. Tahap Pasca Lapangan 
a. Menyusun Laporan 
Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang disusun secara 





































E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 
Obsevasi nonpartisipan yang dimana peneliti hanya mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam kapasitas yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian integral dari 
sistem organisasi. Dalam observasi non partisipatif yaitu peneliti datang ke tempat 
kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 65 
Untuk meningkatkan validitas hasil observasi diperlukan beberapa alat bantu, 
antara lain kamera atau voice recorder. Kamera digunakan untuk membantu 
peneliti dalam merekam kejadian atau objek dalam bentuk gambar. Begitu pula 
dengan voice recorder, selain dipakai sebagai alat bantu interview, alat ini juga 
membantu pengamat mengingat apa yang seharusnya didengar pada saat 
observasi berlangsung.66 Alat bantu lain yang digunakan pada saat observasi 
adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan penghapus dan indikator 
observasi. 
2. Wawancara 
Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
wawancara semiterstruktur (Semistucture Interview). Jenis wawancara 
semiterstuktur ini termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana 
 
65Prof.Dr. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm 66 
66Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Hlm 117 
 

































pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari 
wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan lebih 
terbuka, dimana narasumber yang diwawancarai dapat dengan bebas 
menyampaikan pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 
perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukaan oleh 
narasumber.67 Instrumen yang digunakan dalam wawancara kali ini adalah berupa 
alat bantu atau perlengkapan wawancara, diantaranya voice recorder, bolpoin, 
pensil, buku catatan, penghapus, daftar pertanyaan, surat tugas, surat ijin, dan 
daftar responden.68 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terlalu. Dokumentasi bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau 
objek yang diteliti. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 
kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 
akademik yang ada.69 Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dilakukan 
adalah berupa catatan pribadi penulis, transkrip wawancara, foto, rekaman suara, 
dan video. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif 
kualitatif dengan menganalisis data yang sudah didapat pada saat wawancara, 
 
67Prof.Dr. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm 73 
68Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Hlm 114 
69Prof.Dr. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm 82 -83 
 

































menurut Miles dan Huberman mengatakan kegiatan pada analisis data kualitatif 
dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai 
selesai, yang kemudian data yang diperoleh datanya jenuh. Kegiatan yang berupa 
analisis data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification.70  
Gambar 3.1 
Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 
 
Sumber: Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 247 
 
Dari hal tersebut memiliki tiga aspek yang dimana aspek tersebut terlibat di 
dalam proses analisis yang juga berhubungan untuk menentukan hasil akhir dari 
suatu analisis data. Tiga aspek tersebut meliputi: 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data yang sudah didapatkan oleh peneliti di lapangan berjumlah sangat 
banyak, oleh karena itu peneliti harus mencatat dengan teliti dan secara rinci. Dan 
reduksi data merupakan data dirangkum dan juga data dipilah untuk menemukan 
poin – poin penting, serta peneliti berfokus pada tema dan pola serta memilah dara 
 
70Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm 247 






































yang tidak perlu. Dan kemudian peneliti menyusun data agar peneliti 
mendapatkan kesimpulan. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka kemudian peneliti menyajikan data yang dimana 
dilaksanakan dalam bentuk serangkaian kata yang singkat, lalu bisa diberikan 
bagan, serta hubungan antar kategori yakni flowchart maupun lainnya. Di sisi lain 
peneliti dapat menggunakan sajian data yang berupa gambar, skema maupun 
makriks, dan menggunakan narasi kalimat. Melalui penyajian data tersebut, maka 
yang sudah tertata dalam pola perhubungan, sehingga peneliti semakin mudah 
untuk memahami. Dalam penyajian data, maka akan mudah untuk mengerti apa 
yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti. 
3. Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 
Tahap selanjutnya yakni langkah kerja, yang dimana analisis tersebut 
merupakan suatu rangkaian kesimpulan dan verifikasi. Yang dimana pada awal 
kesimpulan yang akan dijelaskan hanya bersifat sementara, dan dapat berubah 
apabila tak ditemukan bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang dijelaskan di 
tahapan awal seharusnya dengan bukti yang valid ataupun konsisten pada waktu 






































G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik validitas data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian, yaitu 
digunakan dalam rangka membuktikan atas keaslian data dan membangun cara 
memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Dalam penelitian ini, untuk 
membuktikan keaslian data yang didapat, penulis menggunakan metode triagulasi. 
Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain. Menutut Denzin ada empat macam teknik triagulasi sebagai teknik 
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 
teori.71 
Untuk itu dalam memeriksa kevaliditasan data, penulis menggunakan teknik 
triagulasi sumber, metode dan teori. Yang dilakukan dengan langkah-langkah 
membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil wawancara, 
membandingkan data hasil wawancara dengan data pengamatan, membandingkan 
data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan membandingkan 
hasil pengamatan dengan dokumen. 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan 
memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Mulai Bab I 
Pendahuluan sampai dengan Bab V Penutup. Lebih jelasnya akan penulis 
paparkan sebagai berikut : 
 
71Lexy J. Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rokdakarya. 
Hlm 327-328 
 

































BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi 
Konseptual. 
BAB II KAJIAN TEORETIK yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Kajian 
Pustaka yang berisi tentang (Implementasi Kebijakan, Konsep Korupsi 
dan Anti Korupsi, dan Insersi Pendidikan Anti Korupsi), dan Teori 
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi Jenis Penelitian, 
Lokasi Dan Waktu Penelitian, Pemilihan Subyek Penelitian, Tahap-
Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 
Teknik Pemeiksaan Keabsahan Data, dan Sistematika Pembahasan. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi Penyajian 
Data, Data dan Fokus Penelitian, serta Analisis dan Pembahasan. 
BAB V  PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran 
  
 


































PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 
A. Setting Penelitian 
1. Profil Kabupaten Lamongan 
a. Kondisi Geografis  
Lamongan merupakan dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat 
ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 
45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan nair 
laut, 6º 51’ 54’’ sampai dengan 7º23’6’’ lintang selatan dan antara 112º 4’41’’ 
sampai dengan 112º 33’12’’ bujur timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas 
wilayah kurang lebih 1.812,8 km2 atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa 
Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut 
Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila dihitung 12 mil dari 
permukaan laut. 
Gambar 4.1 
Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan 
 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
 

































Batas wilayah Kabupaten Lamongan: 
• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa 
• Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik 
• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto 
• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban 
Tabel 4.1 
Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah (Km2) di Kabupaten Lamongan  
Tahun 2019 
No Nama Kecamatan Luas Wilayah (Km2) 
1. Sukorame 4,147 
2. Bluluk 5,415 
3. Ngimbang 11,433 
4. Sambeng 19,544 
5. Mantup 9,307 
6. Kembangbahu 6,384 
7. Sugio 9,129 
8. Kedungpring 8,443 
9. Modo 7,780 
10. Babat 6,295 
11. Pucuk 4,484 
12. Sukodadi 5,232 
13. Lamongan 4,038 
14. Tikung 5,299 
15. Sarirejo 4,739 
16. Deket 5,005 
17. Glagah 4,052 
18. Karangbinangun 5,288 
19. Turi 5,869 
 

































20. Kalitengah 4,335 
21. Karanggeneng 5,132 
22. Sekaran 4,965 
23. Maduran 3,015 
24. Laren 9,600 
25. Solokuro 10,102 
26. Paciran 4,789 
27. Brondong 7,459 
Jumlah 181,280 
Sumber : Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 
karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu bagian tengah 
selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari 
Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, 
Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu, kemudian bagian utara dan selatan 
yang merupakan pegunungan kapur berbatubatu dengan kesuburan sedang 
meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, 
Brondong, Paciran, dan Solokuro serta bagian tengah utara yang merupakan 
daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, 
Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah. 
b. Pemerintahan 
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam 
kawasan metropolitan Sejak berdirinya, Kabupaten Lamongan telah terjadi 
perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dalam buku 
Lamongan dalam Angka tahun 1979 tercatat jumlah kecamatan di Kabupaten 
 

































Lamongan sebanyak 22 kecamatan. Pada buku Lamongan Dalam Angka tahun 
1994 tercatat sebanyak 25 kecamatandan pada Buku Lamongan Dalam Angka 
tahun 2000 bertambah kembali menjadi 26 kecamatan. Selanjutnya dalam buku 
Lamongan Dalam Angka pada tahun 2002 hingga sekarang tercatat jumlah 
kecamatan di Kabupaten Lamongan sebanyak 27 kecamatan. 
Unit pemerintahan di Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 462 
desa dan 12 kelurahan, 1.431 dusun, 2.210 RW dan 6.965 RT. Jumlah Pegawai 
Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan tahun 2019 berdasarkan Jenis kelaminnya 
yaitu terdapat 4.902 laki-laki dan 4.210 perempuan. Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2019 berjumlah 50 orang. Sebanyak 
60%anggota DPRD berlatar belakang pendidikan S1/Bachelor, sebanyak 10% 
berpendidikan S2/Master, dan 30% lainnya memiliki pendidikan tertinggi SLTA 
sederajat. Secara organisasi, anggota DPRD terdistribusi ke dalam 9 fraksi, 
meliputi: Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi 
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat, 
Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Amanat 
Nasional. 
Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Lamongan dibentuk 4 
komisi yang masing- masing ber-anggotakan 11 orang untuk komisi A, 11 orang 
untuk komisi B, 12 orang untuk komisi C, 12 orang untuk komisi D , dan 4 orang 
untuk Koordinator/Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan.Tercatat jumlah 
instansi di Kabupaten Lamongan sebanyak 40 instansi dengan jumlah pegawai 
PNS/CPNS sebanyak 9.112 pegawai dan pegawai honorer sebanyak 289 pegawai. 
 

































c. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
1) Kependudukan 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Lamongan  





1  Sukorame 10.745 10.700 21.445 
2  Bluluk 11.298 11.633 22.931 
3  Modo 25.041 25.045 50.086 
4  Ngimbang 23.945 23.911 47.856 
5  Babat  45.307 44.423 89.730 
6  Kedumpring 30.603 30.323 60.926 
7  Brondong  36.531 36.104 72.535 
8  Laren  23.929 24.125 48.054 
9  Sekaran 22.153 22.049 44.202 
10  Maduran  17.227 17.330 34.557 
11  Sambeng  26.526 26.274 52.800 
12  Sugio  31.320 31.313 62.633 
13  Pucuk  24.515 24.292 48.807 
14  Paciran  47.818 47.374 95.192 
15  Solokuro  23.971 24.100 48.071 
16  Mantup 23.327 23.535 46.862 
17  Sukodadi  29.054 29.262 58.316 
18  Karanggeneng  22.162 22.319 44.481 
19  Kebangbahu  25.305 25.038 50.343 
20  Kalitengah  18.219 18.313 36.432 
21  Turi  27.931 27.217 55.148 
22  Lamongan  34.400 35.236 69.636 
 

































23  Tikung  22.803 22.886 45.689 
24  Karangbinangun  20.658 20.657 41.315 
25  Deket  22.622 22.452 45.074 
26  Glagah  21.433 21.202 42.645 
27  Sarirejo  12.758 12.788 25.546 
Jumlah 681.511 679.801 1.361.312 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan Proyeksi Penduduk 
Indonesia 2010-2035 yaitu sebesar 1.361.312 jiwa pada tahun 2019. Laju 
pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019 adalah 0,29%. Jumlah penduduk 
laki-laki sebanyak 681.511 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 
679.801 jiwa. Persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berturut-turut 
adalah 50,06% dan 49,94%. 
2) Ketenagakerjaan 
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Lamongan Pada Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Lamongan pada Tahun 2019 sebanyak 2.910 orang. Jumlah 
Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Lamongan Pada Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Lamongan pada Tahun 2019 sebanyak 108 pekerja tamatan Sekolah 
Dasar (SD), Pencari kerja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 
268 orang, Pencari kerja tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.687 
orang, tamatan Diploma I (DII) sebanyak 3 orang, tamatan Diploma II (DII) 
sebanyak 7 orang, tamatan Diploma III (DIII) sebanyak 156 orang, tamatan 
Sarjana (S1) sebanyak 680 orang, tamatan Magister (S2) sebanyak 1 orang. 
 
 

































d. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 
(1) Pendidikan 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Lamongan  
Tahun 2019 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Tidak/belum sekolah 300,582 
2 Belum tamat SD/Sederajat 102,288 
3 Tamat SD/Sederajat 411,882 
4 SLTP/Sederajat 252,278 
5 SLTA/Sederajat 234,756 
6 Diploma I/II 1,147 
7 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 8,312 
8 Diploma IV/Strata I 47,101 
9 Strata-II 2,917 
10 Strata-III 49 
JUMLAH 1,361,312 
Sumber : Kabupaten Lamongan dalam Angka Tahun 2019 
Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat 
mendominasi dengan jumlah terbanyak yaitu 411.882 jiwa. Jumlah penduduk 
yang belum bersekolah dan belum tamat SD, masing-masing sebanyak 300.582 
jiwa dan 102.288 jiwa. Jumlah penduduk yang SLTP/Sederajat berjumlah 252.278 
jiwa. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat berjumlah 234.756 jiwa. Jumlah 
penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana 
Muda, dan Diploma IV/Strata I, masing-masing sebanyak 1.147 jiwa, 8.312 jiwa, 
dan 47.101 jiwa. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Strata-II dan Strata-
III, masing-masing sebanyak 2.917 jiwa dan 49 jiwa. 
 


































Jumlah Sekolah di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2018/2019  




1  Taman Kanak-Kanak (TK) 2 1.023 1.025 
2  Sekolah Dasar (SD) 603 32 635 
3  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 48 110 156 
4  Sekolah Menengah Atas (SMA) 13 58 71 
5  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 6 73 79 
Jumlah 3.366 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
 
Tabel 4.5 
Jumlah Guru di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2018/2019 




1  Taman Kanak-Kanak (TK) 19 3.208 3.227 
2  Sekolah Dasar (SD) 4.917 306 5.223 
3  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.779 955 2.734 
4  Sekolah Menengah Atas (SMA) 673 743 1.416 
5  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 309 1.244 1.553 
Jumlah 14.153 






































Jumlah Murid di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
di Kabupaten Lamongan 2018/2019 




1  Taman Kanak-Kanak (TK) 152 32.359 32.511 
2  Sekolah Dasar (SD) 51.056 4.275 55.340 
3  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25.507 10.345 35.852 
4  Sekolah Menengah Atas (SMA) 11.605 8.683 20.288 
5  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5.120 15.339 20.459 
Jumlah 164.450 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
 
Tabel 4.7 
Jumlah Sekolah di Bawah Kementrian Agama  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2018/2019 




1  Raudatul Athfal (RA) 205 - 205 
2  Madrasah Ibtidaiyah (MI) 3 529 532 
3  Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2 178 180 
4  Madrasah Allyah (MA) 2 84 86 
Jumlah 1.003 






































Jumlah Guru di Bawah Kementrian Agama  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2018/2019 




1  Raudatul Athfal (RA) 626 - 626 
2  Madrasah Ibtidaiyah (MI) 282 5.498 5.780 
3  Madrasah Tsanawiyah (MTs) 181 2.179 2.360 
4  Madrasah Allyah (MA) 145 1.178 1.323 
Jumlah 10.089 
Sumber: Kabupaten  Lamongan dalam Angka 2019 
 
Tabel 4.9 
Jumlah Murid di Bawah Kementrian Agama  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2018/2019  




1  Raudatul Athfal (RA) 5.863 - 5.863 
2  Madrasah Ibtidaiyah (MI) 896 53.707 54.576 
3  Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2.375 18.569 20.944 
4  Madrasah Allyah (MA) 2.465 12.556 3.462 
Jumlah 84.818 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dibawah Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lamongan yaitu 3.366 sekolah. Jumlah 
guru dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lamongan 
yaitu 14.153 guru. Jumlah murid dibawah Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan di Kabupaten Lamongan yaitu 164.450 murid. Jumlah sekolah 
dibawah Kementrian Agama di Kabupaten Lamongan yaitu 1.003 sekolah. 
 

































Jumlah guru dibawah Kementrian Agama di Kabupaten Lamongan yaitu 10.089 
guru. Jumlah murid dibawah Kementrian Agama di Kabupaten Lamongan yaitu 
84.818 murid. Jumlah sekolah dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Kementrian Agama adalah 4.369 sekolah. Jumlah guru dibawah Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama adalah 24.242 guru. Dan 
jumlah murid dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian 
Agama adalah 249.268 murid. 
(2) Kesehatan 
Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tahun 2019 mencatat ada 
58 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, 81 Fasilitas Kesehatan Pembantu 
Keluarga Berencana yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Selain itu data 
pasangan subur di Kabupaten Lamongan dan peserta KB aktif tercatat masing-
masing 297.654 pasang dan 237.710 orang. Peserta KB aktif paling banyak 
menggunakan alat kontrasepsi metode implant sebanyak 28.900 orang. 
(3) Agama 
Tabel 4.10 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Lamongan  
Tahun 2019 
No. Agama Jumlah 
1  Islam 1.350.267 
2  Kristen Protestan 2.825 
3  Hindu 366 
4  Kristen Katolik 593 
5  Budha 68 
JUMLAH 1.354.119 
Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka Tahun 2019 
 

































Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2019, 
penduduk Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 
1.350.267 orang, diikuti Kristen Protestan 2.825 orang, Hindu 366 orang, Kristen 
Katolik 593 orang dan Budha 68 orang. 
(4) Kemiskinan 
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari 171.38 
(ribu penduduk) pada tahun 2018 menjadi 164.00 (ribu penduduk) pada tahun 
2019 dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan pada tahun 
2017 yaitu 14,42% dan tahun 2019 sebanyak 13,.80%. 
2. Profil SMP Negeri 1 Lamongan 
SMP Negeri 1 Lamongan merupakan salah satu Sekolah Menengah 
PertamaNegeri yang ada di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. SMP 
Negeri 1 Lamongan terletak di wilayah Kecamatan Lamongan yang berada di 
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 18, Kelurahan Jetis, Kecamatan 
Lamongan, Kabupaten Lamongan. Dalam catatan relief yang hampir usang tertera 
dibawah/fondasi kayu bangunan gedung sebelah Utara pada kelas di bagian Barat, 
bahwa SMP Negeri 1 Lamongan didirikan antara sekitar tahun 1924 s/d 1936.  
Bangunan SMP Negeri 1 Lamongan ini berdampingan dengan Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr Soegiri yang ketika itu tower sebelah Selatan Alun-Alun 
Lamongan hampir bersamaan pendirinya dilakukan oleh penjajah Belanda. Salah 
satu pertimbangan penjajah Belanda meletakkan letak posisi bangunan SMP 
Negeri 1 Lamongan di tempat yang sekarang ini adalah secara tekstur tanah 
 

































kondisi disitu memang relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah 
sekelilingnya.  
Hal ini menjadi pertimbangan penting penjajah Belanda karena wilayah 
Lamongan pada umumnya ketika itu masih rawan akan banjir.  Kondisi bangunan 
lama SMP Negeri 1 Lamongan yang hingga kini masih berdiri kokoh dan full 
berbahan kayu jati adalah pada sisi sebelah Selatan dan Utara, dan atas dasar nilai-
nilai historisnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan dua 
blok bangunan tersebut ditetapkan dalam Perda (Peraturan Daerah) sebagai cagar 
budaya milik Kabupaten Lamongan, artinya bahwa SMP Negeri 1 Lamongan 
harus menjadi perhatian dan perawatan serta pengawasan khususnya civitas 
akademika SMP Negeri 1 Lamongan dan dari semua pihak untuk ikut bersama 
menjaga dan melestarikan bangunan tersebut yang sangat bernilai sejarah dan 
bernilai perjuangan. Dan barang tentu untuk meningkatkan prestasi. 
 Tabel 4.11  
Nilai Akreditasi SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2016 
KETERANGAN NILAI 
Standar isi 93.00 
Standar proses 93.00 
Standar kelulusan 94.00 
Standar tenaga pendidik 92.00 
Standar sarana prasarana 94.00 
Standar pengelolaan 93.00 
Standar pembiayaan 93.00 
Standar penilaian 92.00 
Nilai akhir 93.00 
Akreditasi A 
 

































a. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Lamongan 
Gambar 4.2 
Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Lamongan 
 
 

































b. Job Description Struktur Organisasi di SMP Negeri 1 Lamongan 
1) Kepala Sekolah 
(a) Bersama Wakil Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu, dan koordinator 
bidang menyusun Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8 tahun, 
Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun  (RKS-RKAS) serta 
mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah. 
(b) Mempublikasikan rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan mutu, motto, dan 
janji layanan sekolah. 
(c) Mengimplementasikan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah: 
kemandirian atau otonomi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, 
fleksibilitas, dan sustainibilitas. 
(d) Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh wakil kepala 
sekolah dan koordinator bidang. 
(e) Merumuskan dan melaksanakan program supermonev (supervisi, 
monitoring, dan evaluasi) internal serta memanfaatkan hasil supermonev 
untuk meningkatkan kinerja sekolah. 
(f) Menciptakan suasana/budaya sekolah yang menjamin terjadinya Proses 
Belajar Mengajar yang kondusif. 
(g) Melaksanakan pembagian tugas, pemberian pekerjaan dan tanggung jawab 
yang jelas kepada warga sekolah. 
(h) Mengembangkan usaha-usaha sekolah yang mengarah kepada keuntungan 
ekonomi (Pengembangan Ekonomi Kreatif) dalam rangka peningkatan 
 

































sumber dana sekolah  untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan 
sekolah. 
(i) Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, komite, 
dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan 
memobilisasi sumber daya masyarakat. 
(j) Membangun dan mengembangkan jejaring internasional, seperti dengan 
Lembaga Akreditasi Internasional, Lembaga Penilaian Internasional serta 
dengan sekolah unggul untuk menjalin partnership program dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi sekolah baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 
(k) Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada instansi di atasnya 
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan). 
2) Wakil Kepala Sekolah 
(a) Wakasek Bidang Akademik Dan Administrasi Sekolah 
(1) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan 
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8 
tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun  (RKS-RKAS) 
serta mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah. 
(2) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan menetapkan 
Struktur Organisasi Sekolah, mekanis mekerja, TUPOKSI, pembagian tugas 
Guru dan Tenaga Kependidikan, tata tertib sekolah, serta Kode Etik Sekolah. 
 

































(3) Mereview, merevisi, mengembangkan, dan mendokumentasikan Buku I 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kurikulum 2013 serta sesuai 
dengan standar atau kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(4) Mendokumentasikan Buku II  (Silabus) dan Buku III (RPP)  secara lengkap 
sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, mengintegrasikan PLH, PEK, 
PBKL, dan  PBKG, Literasi, PPK, Pendidikan Anti Korupsi (PAK), 
Kompetensi abad XXI (6C), HOTS serta memenuhi kriteria ideal Sekolah 
Rujukan. 
(5) Mengkoordinasikan  seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu 
pendidikan, relevansi, dan daya saing, yang meliputi : bidang kurikulum, 
proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan, sesuai dengan ketentuan 
Kurikulum 2013 dan memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(6) Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi, monitoring, 
dan evaluasi internal di bidang peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan 
daya saing, yang meliputi : kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian, 
serta menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan penanganan khusus 
(7) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan 
kompetensi dan professionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai 
dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mengelola 
Sekolah Rujukan. 
(8) Berkoordinasi dengan bidang SIM dan PAS untuk mengelola sistem 
informasi manajemen yang memadahi untuk mendukung kelancaran 
 

































administrasi sekolah dan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(9) Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS (Prosedur 
Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai dengan ISO 
9001:2015 dan IWA 2007:2. 
(10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun pelajaran. 
(b) Wakasek Bidang Humas Dan Sarana Sekolah 
(1) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan 
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8 
tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun  (RKS-
RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah. 
(2) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan menetapkan 
Struktur Organisasi Sekolah, mekanisme kerja, TUPOKSI, pembagian 
tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, tata tertib sekolah, serta Kode Etik 
Sekolah. 
(3) Berkoordinasi dengan Pengurus Komite, Korbid Humas, Peran Serta 
Masyarakat dan Kemitraan 
(4) Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan  
Sekolah Berkarakter dalam rangka memenuhi standar atau kriteria ideal 
Sekolah Rujukan. 
 

































(5) Mengkoordinasikan  seluruh program kegiatan pengembangan sarana dan 
prasarana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan peserta 
didik, masyarakat, serta memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(6) Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi, 
monitoring, dan evaluasi internal di bidang sarana dan prasarana serta 
menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan penanganan khusus. 
(7) Berkoordinasi dengan Tim GLS untuk melaksanakan seluruh program 
kegiatan GLS memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(8) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan 
pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam kemasyarakatan untuk 
memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan 
(9) Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS (Prosedur 
Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai dengan ISO 
9001:2015 dan IWA 2007:2 
(10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun pelajaran. 
(c) Wakasek Bidang Kesiswaan Dan Budaya Lingkungan 
(1) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan 
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8 
tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun  (RKS-
RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah. 
(2) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan menetapkan 
Struktur Organisasi Sekolah, mekanisme kerja, TUPOKSI, pembagian 
 

































tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, tata tertib sekolah, serta Kode Etik 
Sekolah. 
(3) Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan yang berkaitan denngan 
pembinaan kesiswaan dan peningkatan prestasi sekolah dalam rangka 
memenuhi standar atau kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(4) Berkoordinasi dengan Korbid Kurikulum dan Korbid Kesiswaan. 
(5) Mengkoordinasikan  seluruh program kegiatan pengembangan Budaya dan 
Lingkungan sekolah sesuai dengan Kriteria Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 
menuju Eco School ASEAN serta  kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(6) Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi, 
monitoring, dan evaluasi internal di bidang pembinaan kesiswaan dan 
peningkatan prestasi sekolah serta menindaklanjuti hal-hal yang 
memerlukan penanganan khusus. 
(7) Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan menuju Eco School ASEAN  
dan program pengimbasan sekolah Adiwiyata memenuhi kriteria ideal 
Sekolah Rujukan. 
(8) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan 
pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam kultur sekolah untuk 
memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan. 
(9) Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS (Prosedur 
Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai dengan ISO 
9001:2015 dan IWA 2007:2 
 

































(10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun pelajaran. 
c. Daftar Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Lamongan 
Tabel 4.12 
Daftar Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Lamongan  
Tahun 2020 
No. Nama Jabatan 
1  Drs. H. Khoirul Anam, M,Pd Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
2  Kun Mardi Wibowo, M.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
3  Drs. Ali Arifin Guru Pendidikan Jasmani 
4  Dra. Suprapti, M.Pd Guru Bahasa Daerah 
5  Hindun, Machmudah, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
6  Hartono, S.Pd, M.Si Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
7  Retno Agoestini, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  
8  Purwoto, S.Pd, M.Si Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
9  Sri Merdetawati, S.Pd Guru Pendidikan Jasmani 
10  Wiwik Alkhunaidah, S.Pd Guru Prakarya 
11  Binti Nasichah, S.Pd, M.Pd Guru Bahasa Indonesia 
12  Siti Aminah, S.Pd, M.Si Guru Bahasa Indonesia 
13  Siti Hindun, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
14  Siti Aisyah, M.Pdi Guru Agama Islam 
15  Istibsaroh, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
16  Yuli Islamiyah, M.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
17  Muji Burokhman W, M.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
18  Siti Aisyah, M.Pd Guru Matematika 
19  Bisti Ekhsan, , S.Pd, M.Pd Guru Bimbingan dan Konseling 
 

































20  Lilik Nasuchah, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
21  Eny Hadijastuti, S.Pd Guru Seni Budaya dan Keterampilan 
22  Dyjah Lestari, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
23  Endang Rijati , S.Pd Guru Matematika 
24  Rr. Primastuti Admajani, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
25  Nunung Retno Handayani, S.Pd Guru Bahasa Inggris  
26  Nur Fahmi Rosyidah, S.Ag Guru Agama Islam 
27  Siti Salisa Fithrijah, S.Pd, M.Pd Guru Bahasa Inggris 
28  Machrus, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
29  Ninin Desinta Yustikasari, S.Sn Guru Seni Budaya dan Keterampilan  
30  Rininta Melati, , S.Pd, M.MPd Guru Bahasa Indonesia 
31  Dasuki, S.Pd Guru Bimbingan dan Konseling 
32  Sukardi, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
33  Sawabi, SE, MM Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
34  Buhardi Aziz, M.Pd Guru Ilmi Pengetahuan Sosial (IPS) 
35  Dwi Agustin Ambarwati, M.Pd Guru Bahasa Inggris  
36  Musriniyatik, M.Pd Guru Matematika 
37  Magfira Yuwanti, S.Pd Guru Seni Budaya dan Keterampilan 
38  Irnelia Purnamasari, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
39  Nur Aziz, M.Pd Guru Matematika 
40  Nur Fathonah, S.Pdi Guru Agama Islam 
41  Errys Susetya N, S.Pd, M.Pd Guru Pendidikan Jasmani 
42  Agustin Rachmidiyah P, S.Psi Guru Bimbingan Konseling 
43  Abdul Malik Sayyidur R, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
44  Imam Syafii, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
45  Yuli Widdiyati, S.Pd, M.MPd Guru Matematika 
46  Riska Maharani, M.Pd Guru Bahasa Inggris 
47  Elis Fitrianingsih, M.Kom Guru Prakarya 
 

































48  Nila Endah Setiawati, S.Kom Guru Prakarya 
49  Tyas Andayani, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
50  Yan Irma Sofi, S.Pd.I Guru Agama Islam 
51  Noor Ifatul Umisyatin, S.Pd Guru Bahasa Daerah 
52  Wawan Supri Hariadi, S.Pd Guru Bimbingan dan Konseling 
53  Eko Sulistiono, M.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
54  Imas Jihan Syah Su’udy K, L.C Guru Bahasa Arab 
55  Widya Fitriana, S.Pd Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
56  Fitri Nikmatus S, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
57  Nihayatul Izza , S.Pd Guru Bahasa Arab 
58  Ni’am Nuraini, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
59  Agung Setiyawan, S.Pd Guru Pendidikan Jasmani 
60  Indri Hapsari, S.Pd Guru Bahasa Daerah 
61  Sujud Sabaryanto, S.Pd, K Guru Agama Kristen 
62  Moch. Aminul Firmansyah, S.Pd Guru Pendidikan Jasmani  
63  Sumalyo, SE Karyawan 
64  Winarni, SE Karyawan 
65  Nur Dwi Rahmawati, SE Karyawan 
66  Marsono Galih Basuki, SE Karyawan 
67  Sri Iktiarmi Karyawan 
68  Suwardi Karyawan 
69  Dakelan Karyawan 
70  Erwin Indahyanti Marilyna, SE Karyawan 
71  Yulia Aily Muflichah Karyawan 
72  Supriadi Karyawan 
73  Sayidah Aisah Karyawan 
74  Akhmad Dahlan Karyawan 
75  Roelly Dwi Nurkamuni Karyawan 
76  Abdul Imam Rosyadi, SE Karyawan 
77  Edi Santoso, S.Kom Karyawan 
 

































78  Hidayatus Sholikhah, S.Pd Karyawan 
79  Nur Khasan, SE Karyawan 
80  Hanum Subhi Ninda P, S.IIP Karyawan 
81  Abdullah Umar G.W. S, S.Pd Karyawan 
82  M. Vani Yulian Nanda Karyawan 
83  Kartika Mega Silvia, S,Pd Karyawan 
Sumber: Daftar Absen Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2020 
d. Data Jumlah Siswa Per-Kelas di SMP Negeri 1 Lamongan 
Tabel 4.13 
Jumlah Siswa Kelas 1 (VII) SMP Negeri 1 Lamongan  
Tahun Pelajaran 2020-2021 
No. Kelas Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah Wali Kelas 
1  VII A 15 18 33 Juli Widdiyanti, S.Pd, M.Pd 
2  VII B 14 18 32 Yan Irnas Sofi, S.Pdi 
3  VII C 12 21 33 Imam Syafii, M.Pd 
4  VII D 16 17 33 Tiyas Andayani, S.Pd 
5  VII E 16 16 32 Elis Fitrianingsih, S.Kom 
6  VII F 15 18 33 Siti Salisa Fitriyah, S.Pd 
7  VII G 15 17 32 Sukardi, S.Pd 
8  VII H 15 18 33 Ni’am Nuraini, S.Pd 
9  VII I 11 21 32 Nur Fatonah, M.Ag 
10  VII J 17 16 33 Widya Fitriana, S.Pd 
JUMLAH 146 180 326  
Sumber: Data Jumlah Siswa Per-Kelas SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2020 
  
 


































Jumlah Siswa Kelas 2 (VIII) SMP Negeri 1 Lamongan  
Tahun Pelajaran 2020-2021 
No. Kelas Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah Wali Kelas 
1  VIII A 17 16 33 Dwi Agustin Ambarwati, 
M.Pd 
2  VIII B 18 15 33 Nihayatul Izza, S.S 
3  VIII C 18 15 33 Siti Aisyah, M.Pdi 
4  VIII D 17 15 32 Rr. Primastuti Admajani, 
S.Pd 
5  VIII E 17 15 32 Siti Hindun, S.Pd 
6  VIII F 16 16 32 Abdul Malik S. R, S.Pd 
7  VIII G 14 18 32 Nila Endah Setyiowati, 
S.Kom 
8  VIII H 17 15 32 Eny Hadijastuti, S.Pd 
9  VIII I 15 17 32 Musriniyatik, S.Pd 
10  VIII J 8 24 32 Maghfira Yuwanti, S.Pd 
JUMLAH 157 166 323  
Sumber: Data Jumlah Siswa Per-Kelas SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2020 
 
Tabel 4.15 
Jumlah Siswa Kelas 3 (IX) SMP Negeri 1 Lamongan  
Tahun Pelajaran 2020-2021 
No. Kelas Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah Wali Kelas 
1  IX A 14 18 32 Dijah Lestari Bekti N, S.Pd 
2  IX B 14 18 33 Kun Mardi Wibowo, M.Pd 
3  IX C 14 19 33 Wiwik Alkhumaidah, S.Pd 
 

































4  IX D 14 19 33 Nur Fahmi Rosyidah, S.Ag 
5  IX E 14 19 33 Nunung Retno Handayani, 
S.Pd 
6  IX F 14 19 33 Istibsaroh, M.Pd 
7  IX G 14 19 33 Riska Mahanani, M.Pd 
8  IX H 15 18 33 Machrus, M.Pd 
9  IX I 14 18 32 Irnella Purnamasari, S.Pd 
10  IX J 14 18 32 Sri Merdekawati, S.Pd 
JUMLAH 141 186 327  
Sumber: Data Jumlah Siswa Per-Kelas SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2020 
 
Tabel 4.16 
Jumlah Siswa Kelas 1,2, dan 3 (VII,VIII, dan IX) SMP Negeri 1 Lamongan 
Tahun Pelajaran 2020-2021 
No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1  VII 146 180 326 
2  VIII 157 166 323 
3  IX 141 186 327 
JUMLAH 444 532 976 
Sumber: Data Jumlah Siswa Per-Kelas SMP Negeri 1 Lamongan Tahun 2020 
 
e. Visi Misi SMP Negeri 1 Lamongan 
Visi 
Mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, berprestasi, kompetitif, berwawasan 
global, peduli lingkungan dan berimtaq. 
  
 


































(1) Mengimplementasikan dan mengembangkan 8 Standar Nasional Pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, tuntutan kemajuan zaman, 
dan lingkungan hidup. 
(2) Memberikan layanan pendidikan dan kecakapan yang bermutu, serta 
menegakkan 4 pilar belajar (learning to know, learning to do, learning to 
together, learning to be one’s self) serta mendorong siswa menjadi pembelajar 
sepanjang hayat, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan 
hidup dan tantangannya, tanggap terhadap perkembangan issue lingkungan, 
baik lokal maupun global. 
(3) Mewujudkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup disekolah yang 
bersih, nyaman, aman, asri, hijau, indah, rindang, dan sejuk serta bebas rokok, 
narkoba dan bullying. 
(4) Menanamkan kepada peserta didik karakter kecintaan terhadap lingkungan 
hidup, serta memiliki prakarsa untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan 
dan pencemaran lingkungan. 
(5) Mewujudkan kultur sekolah yang religius dan berkarakter, agar bisa menjadi 
teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti 
luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa enterpreneurial, jiwa patriot 
dan jiwa innovator. 
(6) Menanamkan ajaran agama dan keimanan yang mantap kepada siswa dalam 
rangka pembentukan insan kamil yang memiliki integritas moral yang tinggi. 
  
 

































B. Penyajian Data 
1. Kondisi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan 
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu topik yang penting dan selalu 
dicari solusi terbaiknya agar suatu negara terbebas dari tindak korupsi. Berbagai 
cara digunakan untuk menekan kasus korupsi. Diberbagai negara juga telah 
ditetapkan hukuman untuk pelaku korupsi. Mulai dari hukum potong tangan, 
memiskinkan pelaku korupsi, bahkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Namun 
ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya 
dengan cara pendidikan anti korupsi. Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Mei 
2019 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. 
Berikut adalah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi 
Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan: 
a. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Insersi Pendidikan Anti Korupsi 
Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
 

































penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 
5. Implementasi adalah penerapan/pe1aksanaan  rencana  yang  telah 
disusun secara terperinci. 
6. lnsersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, 
dan Bimbingan Konseling. 
7. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari  pendidikan 
karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan 
sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini. 
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan 
dalam rangka lmplementasi lnsersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah 
Kabupaten Lamongan. 
Pasal 3 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan  implementasi  
pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan 
Bimbingan Konseling. 
 


































Ruang lingkup Peraturan  Bupati ini meliputi : 
a. implementasi zona pendidikan anti korupsi; 
b. pelaksana implementasi zona pendidikan anti korupsi; 
c. kerjasama; 
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; 
e. pembiayaan. 
Pasal 5 
Implementasi lnsersi Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan 
Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru. 
Pasal 6 
Komponen Implementasi Insersi Pendidlkan Anti Korupsi: 
a. regulasi lmplementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat 
Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS sebagai dasar pelaksanaan 
setiap Unit Kerja Pendidikan; 
b. anggaran memadai untuk Implementasi Insersi Pendidikan Anti 
korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/ MI dan SMP/MTS; 
c. satuan Khusus atau Kelompak Kerja yang memadai dalam 
mengimplementasikan Insersi Pendidikan Anti korupsi di tingkat 
Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/ MTS; 
d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan 
 

































Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan  Dasar 
SD/ MI dan SMP/ MTS; 
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi lnsersi Pendidikan 
Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/ MI dan SMP/MTS; 
f. melaksanakan publikasi terhadap lmplementasi Insersi Pendidikan 
Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/ MTS. 
Pasal 7 
(1) lnsiatif merancang, antara lain : 
a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar 
SD/MI dan SMP/ MTS yang relevan dengan tindakan anti korupsi 
dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian 
kompetensinya  dan  menetapkan  substansi (pengetahuan-
keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan; 
b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang 
menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar 
peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten 
serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan 
masyarakat; 
c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata 
dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga 
menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; 
d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang 
akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses 
 

































pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik 
secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil 
penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang 
menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan 
pencapaian hasil belajar. 
(2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk 
melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan 
menyenangkan. 
(3) Menyiapkan jejaririg dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke 
sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui: 
a. satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan 
Bimbingan Konseling; 
b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti 
korupsi di tingkat sekolah antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling/ Guru Kelas dengan guru lain  di  satu sekolah; 
c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan 
antikorupsi antar Guru pelajaran Pendidikan Paneasila dan 
Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan  Bimbingan 
Konseling/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG; 
d. membangun sinergi antara sekolah (Guru pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
 

































Konseling/Wali  Kelas/ Guru  Kelas)  dengan orangtua/wali; 
e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; 
f. membangun sinergi antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional 
lainnya. 
Pasal 8 
(1) Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling. 
(2) Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas: 
a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat 
format sesuai kebutuhan; 
b. Membuat aktivitas yang menarik dari menyenangkan serta 
melibatkan semua indera peserta didik; 
c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi 
di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak. 
(3) Guna kelancaran Implementasi lnsersi Pendidikan Anti Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh  Kepala  Sekolah 
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan serta dimonitoring dan 
evaluasi oleh Bupati. 
 


































(1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Anti 
Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah 
Daerah. 
(2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Insersi Pendidikan Anti 
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 10 
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan lmpelementasi  lnsersi 
Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal. 
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lamongan. 
(3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat 
dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi dan/atau 
Kementerian/Lembaga. 
Pasal 11 
Dinas Pendidikan Kabupateri Lamongan berkewajiban melaporkan 
pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati 
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
Pasal 12 
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi  Insersi 
 

































Pendidikan Anti Korupsi irii dibebankan pada 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan; 
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 
 
b. Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di Kabupaten Lamongan 
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi 
Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan diresmikan 
pada 2 Mei 2019 bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional. Dan direncanakan 
akan diimplementasikan pada tahun ajaran baru yaitu Juni 2019. Setelah 
meresmikan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lamongan melakukan koordinasi untuk mendesain implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi. Kemudian juga dilakukan sosialisasi kepada kepala 
sekolah, pengawas sekolah, dan guru di masing-masing sekolah yang ada di 
Kabupaten Lamongan. 
Gambar 4.3 
Bimbingan Teknis Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Hotel 
Mahkota Lamongan 11 September 2019. 
 
Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Gambar tersrbut merupakan kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan dihadiri oleh para guru yang akan 
melakukan insersi pendidikan anti korupsi pada mata pelajarannya. Supaya 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan dapat 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, setelah melakukan sosialisasi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lamongan mengajak para guru yang memiliki tingkat Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang tinggi untuk menyusun buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi. Guru yang dimaksudkan adalah guru Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling, sesuai dengan yang ada di Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019.  
Gambar 4.4 
Bupati Lamongan Menerima Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Terkait Capaian Implementasi Pencegahan Korupsi Pada Desember 2019. 
 
Sumber: https://amp.kompas.com/regional/read/2019/12/10/12005171/terbaik-soal-
pencegahan-korupsi-ini-yang-dilakukan-pemkab-lamongan Diakses Pada 23 Januari 2021 
Pukul 12.31 
 
Kabupaten Lamongan sebagai salah satu pelopor daerah yang menerapkan 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi, juga mendapatkan penghargaan dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini di selenggarakan oleh 
 

































Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK 9 Desember 
2019. Dalam acara ini, Bupati Lamongan (Bapak Fadeli) hadir menerima 
penghargaan terkait capaian implementasi pencegahan korupsi di Kabupaten 
Lamongan.72 
c. Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan  
SMP Negeri 1 Lamongan menerapkan implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomoe 18 Tahun 2019 tentang 
Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. 
Implementasi insersi pendidikan anti korupsi ini ditujukan untuk disisipkan di 
beberapa mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Di SMP Negeri 1 
Lamongan , para guru yang mengampu ketiga mata pelajaran tersebut sudah 
sepenuhnya melakukan insersi pendidikan anti korupsi pada materi 
pembelajarannya. Berikut adalah daftar guru SMP Negeri 1 Lamongan yang 
menerapkan implementasi insersi pendidikan anti korupsi: 
 Tabel 4.17   
Daftar Guru yang Menginsersikan Pendidikan Anti Korupsi  
pada Mata Pelajarannya 
No. Nama Jabatan 
1  Retno Agoestini, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
2  Purwoto, S.Pd, M.Si Guru Pendidikan Pancasila dan 
 
72 https://amp.kompas.com/regional/read/2019/12/10/12005171/terbaik-soal-pencegahan-korupsi-
ini-yang-dilakukan-pemkab-lamongan diakses pada 23 Januari 2021 pukul 12.31 
 


































3  Sukardi, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
4  Irnelia Purnamasari, S.Pd Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
5  Bisti Ekhsan, , S.Pd, M.Pd Guru Bimbingan dan Konseling 
6  Dasuki, S.Pd Guru Bimbingan dan Konseling 
7  Agustin Rachmidiyah P, 
S.Psi 
Guru Bimbingan dan Konseling 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti 
Implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan 
lebih ditekankan pada penanaman nilai-nilai anti korupsi agar menjadi kebiasaan 
siswa dalam melakukan aktititas sehari hari. Bukan sekedar menyampaikan 
definisi korupsi, jenis korupsi, dan dampak korupsi, tapi lebih menekankan pada 
penyisipan 9 nilai anti korupsi (tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja 
keas, mandiri, adil, berani, dan perduli). Sejauh ini implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan dilakukan melalui 
pembentukan kebijakan sekolah yang secara tidak langsung menginsersikan nilai-
nilai anti korupsi, menginsersi nilai-nilai anti korupsi pada materi pembelajaran 
dikelas, dan poster-poster anti korupsi yang terpasang di dinding sekolah. 
 


































Poster Penguatan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Lamongan 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
Gambar diatas merupakan salah satu contoh poster yang berkaitan dengan 
pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Poster tersebut 
berisi tentang penguatan pendidikan karakter. Diantaranya adalah karakter 
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Dengan adanya poster 
ini diharapkan para siswa SMP Negeri 1 Lamongan dapat memiliki karakter 
religius dalam kehidupannya, nasionalis jiwanya, hidup mandiri, semangat gotong 
royong dan integritas dalam tujuannya.  
Gambar 4.6 
Poster Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan (1) 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 

































Poster tersebut bersisikan salah satu kampanye anti kourpsi di SMP Negeri 1 
Lamongan. Dalam poster tersebut menyatakan bahwa SMP Negeri 1 Lamongan 
merupakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wolayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM). Yang dapat diartikan bahwa SMP Negeri 1 Lamongan 
menolak adanya korupsi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini SMP Negeri 1 
Lamongan tidak menerima gratifikasi atau suap terkait apapun kegiatan 
pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Poster ini bertujuan menjadi 
pengingat bagi seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan 
para siswa agar selalu ingat bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang tidak 
terpuji. 
Gambar 4.7 
Poster Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan (2) 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 
Poster tersebut merupakan salah satu poster yang berkaitan tentang 
pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Poster ini 
menjelaskan bahwa prestasi merupakan hal yang penting, namun kejujuran adalah 
hal yang harus diutamakan. Hal ini dapat diartikan bahwa prestasi setinggi apapun 
tidaklah berarti jika didapatkan dengan cara yang curang. Contohnya ketika ujian, 
para siswa dianjurkan untuk mengutamakan kejujuran dari pada memperoleh nilai 
 

































yang baik tapi dengan cara mencontek. Dan dalam hal pemerintahan dapat 
diartikan jadilah seorang pemimpin yang menang dengan cara yang jujur, bukan 
mencurangi lawannya dan membohongi rakyatnya. 
Sebagai salah satu SMP terbaik di Kabupaten Lamongan, SMP Negeri 1 
Lamongan juga sering menerima kunjungan dari sekolah dan lebaga lain. Setelah 
menerapkan implementasi insersi pendidikan anti korupsi, SMP Negeri 1 
Lamongan semakin sering menerima kunjungan dari berbagai daerah untuk studi 
mengenai implementasi pendidikan anti korupsi. Berikut adalah beberapa foto 
kunjungan dari sekolah dan lembaga lain yang dilakukan di SMP Negeri 1 
Lamongan terkait implementasi insersi pendidikan anti korupsi. 
Gambar 4.8 
SMP Negeri 1 Lamongan Menerima Kunjungan Studi Banding Dari SMP Negeri 
1 Kabupaten Probolinggo Pada 17 Desember 2019 
 
Sumber: dokumentasi SMP Negeri 1 Lamongan 
Dalam foto tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan menerima 
kunjungan studi banding dari SMP Negeri 1 Kabupaten Probolinggo pada 17 
Desember 2019. Dalam kunjungan ini, SMP Negeri 1 Kabupaten bermaksud 
mempelajari metode pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Dan 
 

































juga untuk mempelajari tentang implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Lamongan, dengan harapan dapat 
mengimplementasikan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Kabupaten Probolinggo. 
Gambar 4.9 
SMP Negeri 1 Lamongan Menerima Kunjungan Studi Banding Dari Dinas 
Pendidikan dan DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan Pada 5 September 2019 
 
Sumber: dokumentasi SMP Negeri 1 Lamongan 
Dalam foto tersebut, SMP Negeri 1 Lamongan menerima kunjungan studi 
banding dari Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan pada 
5 September 2019. Kedatangan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi D 
Kabupaten Bangkalan ini secara khusus untuk studi mengenai implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi yang telah diterapkan di SMP Negeri 1 Lamongan. 
Tujuan dari studi banding ini adalah memperoleh pemaparan yang jelas dan rinci 
terkait pelaksanaan insersi pendidikan anti korupsi. Dan diharapkan dapat segera 
diimplementasikan di sekolah-sekolah Kabupaten Bangkalan. 
  
 

































d. Pedoman Pelaksanaan Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan 
Implementasi insersi pendidikan anti korupsi memiliki tahap penerapan. Setiap 
tingkatan kelas memili tiga materi yang diinsersikan pada tiap tahun. Kelas 1 
SMP akan diinsersikan nilai tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Pada kelas 2 
SMP akan diinsersikan nilai sederhana, kerja keras, dan mandiri. Kemudian untuk 
kelas 3 SMP diinsersikan nilai adil, berani dan peduli. Terdapat pedoman buku 
untuk tiap tingkat pendidikan dan satu buku berisi modul general untuk guru. 
Berikut adalah modul anti korupsi untuk insersi pendidikan anti korupsi di SMP. 
Gambar 4.10 
Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Kelas 1 SMP/MTS 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 
Gambar tersebut merupakan sampul buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang digunakan di SMP Negeri 1 Lamongan untuk kelas 
1. Dalam buku tersebut terdapat 3 point nilai-nilai anti korupsi yang akan 
diinsersikan ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Ketigapoint tersebut 
 

































adalah tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Dalam buku tersebut dimuat juga 
berbagai contoh cerita, komik, dan beberapa tugas yang digunakan untuk menguji 
sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu 
contoh cerita yang ada di buku tersebut adalah carita kehidupan Zang Da. Cerita 
ini didasarkan pada salah satu nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab dengan 
harapan siswa memiliki kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Gambar 4.11 
Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Kelas 2 SMP/MTS 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 
Gambar tersebut merupakan cover buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang digunakan di SMP Negeri 1 Lamongan untuk kelas 
2. Dalam buku tersebut terdapat 3 point nilai-nilai anti korupsi yang akan 
diinsersikan ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Ketiga point tersebut 
adalah sederhana, kerja keras, dan mandiri. Sama seperti buku panduan 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi untuk kelas 1, buku panduan 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi untuk kelas 2 ini juga berisi cerita, 
 

































komik dan penugasan atau mini test diakhir materi. Salah satu contoh materi yang 
ada di buku ini adalah “Cermin Tokoh”. Dalam “Cermin Tokoh” membahas 
mengenai belajar kesederhanaan dari sang Proklamator yaitu Ir. Soekarno. Dalam 
cerita tersebut nilai anti korupsi yang diinsersikan adalah mengenai 
kesederhanaan. Diharapkan para siswa memiliki sifat yang sederhana dan tidak 
serakah agar dapat terhindar dari perilaku korupsi. 
Gambar 4.12 
Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Kelas 3 SMP/MTS 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
Gambar tersebut merupakan sampul buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang digunakan di SMP Negeri 1 Lamongan untuk kelas 
3. Dalam buku tersebut terdapat 3 point nilai-nilai anti korupsi yang akan 
diinsersikan ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. 3 point tersebut adalah 
adil, berani, dan peduli. Pada buku panduan implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi untuk kelas 3 ini, sama seperti kedua buku sebelumnya yaitu bersisi 
cerita, komik dan mini test di akhir materi. Dalam materi pendidikan anti korupsi 
 

































untuk kelas 3 ini lebih banyak pembelajaran melalui diskusi dan permainan. Salah 
satu contoh permainannya adalah “Games Sahabatku Cermin Diriku”, yang 
mengajarkan mengenai nilai keperdulian kepada sesama manusia terutama 
terhadap orang terdekat.  
Gambar 4.13 
Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru SMP/MTS 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
Gambar tersebut merupakan sampul buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang digunakan di SMP Negeri 1 Lamongan untuk para 
guru. Dalam buku tersebut terdapat nilai-nilai anti korupsi yang akan diinsersikan 
ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 
Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi   
yang dimaksud ada 9, yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja 
keras, mandiri, adil, mandiri, dan peduli. Dalam buku penduan untuk guru 
tersebut, dijelaskan dengan rinci tema, kata kunci, indikator, materi, kegiatan, 
metode, serta alat dan bahan untuk melaksanakan insersi pendidikan anti korupsi 
di kelas. Penjabaran dari setiap materi yang ada di buku panduan implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi untuk guru sebagai berikut. 
 


































Modul Anti Korupsi Untuk Tingkat SMP 
Modul Anti Korupsi Untuk Tingkat SMP 










1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
tanggung jawab 




3. Siswa dapat 
menyebutkan 
keuntungan dan akibat 
dari tanggung jawab 













1. Kisah dari Cina (Zhang 
Da) 
2. Diskusi kisah 
Inti 
1. Arti dari tanggung jawab 
2. Bentuk-bentuk tanggung 
jawab 
Penutup 





















1. Cerita Sepeda 
2. Diskusi cerita 
Inti 






















































1. Pemimpin yang 
bertanggung jawab 
2. Ciri-ciri pemimpin yang 
bertanggung jawab 
3. Mengambil Ibrah dari kisah 
Umar sebagai pemimpin 
yang bertanggung jawab 
4. Keuntungan dan kerugian 
orang yang bertanggung 
jawab 
Penutup 
Penugasan: Strategi menjadi 














5. Pasti berhasil 
1. Siswa dapat 
menyebutkan arti 
disiplin 
2. Siswa dapat 
menyebutkan 
Sesi 1 
1. Arti disiplin 




1. Kisah Keberhasilan Nita 
2. Sharring cerita 
Inti 















































3. Siswa dapat 
menyebutkan 
tahapan disiplin 





2. Disiplin bukan beban 




















5. Akibat tidak 
disiplin 
Pembukaan 
1. Kisah nyata penyanyi di 
Eropa 
2. Sharring cerita 
Inti 
1. Tahapan-tahapan 
2. Macam-macam disiplin 
3. Ciri-ciri orang disiplin 
4. Akibat tidak disiplin 
5. Pujian dan hukuman 
Penutup 




















Jujur  1. Berkata dan 1. Siswa dapat Sesi 1 Pembukaan 1. Ceramah 1. Buku 
 














































2. Siswa dapat 
mengidentifikasikan 
tindakan yang harus 
dilakukan dan 
tidakan yang harus 
ditinggalkan 
3. Siswa dapat 
menunjukan 
perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-
hari 









4. Jujur dimulai 
dari hal kecil 




6. Jujur dimulai 
dari sekarang 
1. Kisah berih kejujuran 
2. Diskusi kisah 
Inti 
1. Arti jujur 
2. Jujurlah dalam berniat dan 
bertindak 
3. Jujur itu harus dimulai dari 
diri sendiri 
4. Jujur dimulai dari yang 
kecil 
5. Jujur dimulai dari 
lingkungan yang terdekat 
6. Jujur dimulai dari sekarang 
7. Angket 
8. Seberapa jujurkah saya 
Proyek 














1. Cerita pendek: 20.30 WIB 










































di Terminal Blok M 
Inti 




1. Membuat kata-kata bijak 
2. Bermain peran: kamera 
action 
3. Survey kejujuran 
4. Evaluasi 
(Cerdik) 






















4. Apa adanya 
1. Siswa dapat 
menunjuk perilaku 
sederhana 













1. Lagu Slank “Sederhana” 
Inti 
1. Arti sederhana 

































































1. Cermin tokoh Sang 
Proklamator 
Inti 
1. Kisah penjual cendol 
2. Pola hidup sederhana 
Penutup 
Penugasan: Berkunjung ke 
Panti Jompo atau Panti 
Asuhan 


















1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
arti kerja keras 
Sesi 1 
1. Arti kerja 
keras 
Pembukaan 
1. Bermain game 
Inti 











































2. Siswa dapat 
menunjuk perilaku 
kerja keras 
3. Siswa dapat 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru 
2. Cara 
menumbuhka
n kerja keras 
1. Arti kerja keras 















1. Kerja keras 
merupakan 
fitrah 
2. Puisi Khalil 
Gibran 
3. Kisah Bu 
iroh 
Pembukaan 
1. Kisah Pedagang Kue 
Inti 
1. Kerja keras merupakan 
fitrah 
2. Puisi Khalil Gibran 




penggambaran sifat diri 


























































1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
arti mandiri 
2. Siswa dapat 
mengidentifikasikan 
karakter mandiri 







1. Arti mandiri 
2. Apa aku 
mandiri 
Pembukaan 
1. Kisah Helen 
2. Sharring kisah 
Inti 
1. Arti mandiri 


















1. Puisi “Hasrat untuk 
Berubah” 
Inti 
1. Mandiri menentukan masa 
depan 
Penutup 
1. Games “Menentukan Masa 
Depan” 
























































5. Proposional  
1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
arti adil 




karakter adil dalam 
kehidupan sehari-
hari di sekolah 
Sesi 1 
1. Arti adil 
2. Bagaimanaka
h kamu bisa 
adil 
Pembukaan  
1. Kisah Raja Dasarata 
Inti 
1. Arti adil 
2. Bagaimanakah kamu bisa 
adil 
Penutup 
1. Kuis seberapa adilkah 
saya? 
2. Pantun pemimpin adil 














1. Adil ibarat 
bintang di 
langit 







1. Adil ibarat bintang di langit 
2. Ketika orang lain tidak adil 















































Penugasan: Survey keadilan 





6. Semangat  
1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
arti keberanian 
2. Siswa dapat 
menyebutkan 
manfaat dari sifat 
berani 
3. Siswa dapat 
membedakan antara 








1. Pantun keberanian 
Inti 
1. Arti keberanian 
2. Akibat tidak memiliki 
keberanian 
Penutup 
Penugasan: Mencari 2 poster 


















1. Kisah Pemuda Berkelahi 
dengan Setan 
2. Diskusi kisah 
Inti 
1. Macam-macam keberanian 
2. Perbedaan berani vs nekat 















































































































5. Menolong  
1. Siswa dapat 
mendefinisasikan 
arti peduli 
2. Siswa dapat 
mengidentifikasikan 
karakter peduli 












1. Puisi Khalil Gibran 
Inti 
1. Arti kepedulian 
2. Indahnya kepedulian 
Penutup 



























































1. Menulis di atas pasir 
2. Diskusi kisah 
Inti 
1. Bagaimana membangun 
kepedulian 
Penutup 













Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2008. Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP/MTS. Jakarta: Komisi Pemberantasan 
Korupsi 
 
Tabel tersebut berisikan rincian dan deskripsi mengenai tata cara penyisipan materi atau nilai-nilai pendidikan anti 
korupsi untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 SMP. Dalam tabel tersebut, ada banyak kegiatan yang di lakukan dalam 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi. Mulai dari cerita, lagu, puisi, diskusi terbuka, bahkan dengan permainan. 
Dengan penggunaan metode-metode yang seru, maka diharapkan para siswa akan mampu menangkap arti dari nilai-nilai 
anti korupsi dengan mudah dan tidak membosankan. 
 

































2. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Korupsi di 
Indonesia) 
Namun pada saat ini masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh 
seseorang bahkan kelompok. Mereka melakukan korupsi secara bersamaan dan 
bekerjasama dalam menutupi perbuatan yang mereka lakukan sehingga tidak 
dicurigai. Berikut adalah data angka korupsi di Indonesia berdasarkan “Tren 
Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019” yang ditulis oleh Indonesia Corruption 
Watch (ICW). 
Tabel 4.19 
Korupsi Berdasarkan Modus di Indonesia Tahun 2019 Menurut  















1.  Suap  51 - Rp 169,5 
miliar 




2.  Mark up 41 Rp 172,3 
miliar 






39 Rp 1,4 
miliar 
- - - Rp 1,4 
miliar 
4.  Penggelapan 35 Rp 71 
miliar 





30 Rp 6,3 
triliun 




22 Rp 257,9 
miliar 
- - - Rp 257,9 
miliar 
Laporan fiktif 22 Rp 113,6 - - - Rp 113,6 
 


































7.  Pungutan liar 11 - - Rp 1 
miliar 
- Rp 1 
miliar 
8.  Gratifikasi 7 - Rp 31,2 
miliar 












5 Rp 5,4 
miliar 
- - - Rp 5,4 
miliar 
10.  Mark down 1 Rp 680 
juta 





Sumber: Korupsi Berdasarkan Modus Menurut Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 
2019 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) (https://antikorupsi.org/id/article/tren-
penindakan-kasus-korupsi-2019). 
 
Kasus korupsi suap merupakan modus yang paling dominan dilakukan oleh 
para tersangka korupsi. Modus penyalahgunaan wewenang tidak terlalu dominan 
namun nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar bahkan cenderung 
destruktif. Contohnya kasus lingkungan hidup yang berdampak pada eksploitasi 
lahan yang dapat merusak lingkungan. Meskipun penyalahgunaan wewenang 
tidak hanya terjadi di isu lingkungan. Contoh kasus korupsi bermodus 
penyalahgunaan wewenang adalah kasus dugaan korupsi penerbitan IUP di 
Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan Supian Hadi selaku Bupati dan 
merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun, kasus dugaan korupsi penawaran 
penjualan atau pengambil alihan IUP seluas 400 hektare di Jambi yang melibatkan 
anak perusahaan PT Antam, PT Indonesia Coal Resources dengan menimbulkan 
kerugian negara sebesar Rp 91,5 miliar, Kasus dugaan korupsi pemberian IUP 
 

































pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan mantan Kepala 
Dinas ESDM dengan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 30 miliar.73 
Tabel 4.20 
Korupsi Berdasarkan Sektor (Dampak) di Indonesia Tahun 2019 Menurut 





















- Rp 2,6 
Miliar 
2.  Pertambangan 4 Rp 5,9 
miliar 
- - - Rp 5,9 
miliar 
3.  Pengadilan 
(hukum) 
3 - Rp 246 
juta 
- - Rp 246 
juta 
4.  Kejaksaan dan 
kepolisian 
(hukum) 




- Rp 1,1 
Miliar 
5.  Lapas  2 Rp 1 
miliar 





Sumber: Korupsi berdasarkan sektor (dampak) menurut Tren Penindakan Kasus Korupsi 
Tahun 2019 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 
(https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019).  
 
Kasus pada sektor bencana alam seperti kasus dugaan korupsi dana bencana 
gempa Lombok. Kasus pada sektor pertambangan yang menimbulkan kerugian 
negara sangat besar seperti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha  
 
73https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019 diakses pada 20 November 
2020 Pukul 18.30  
 

































Pertambangan oleh Bupati di Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Nilai kerugian 
negaranya mencapai Rp 5,8 triliun. Kasus pada sektor peradilan seperti kasus 
dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung yang 
melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi.74 
Kasus pada sektor penegakan antara lain: pemerasan saksi kasus dugaan 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari 
yang dilakukan oleh Jaksa, kasus dugaan pungutan liar untuk membebaskan 
tersangka kasus penadahan barang curian yang dilakukan oleh polisi, kasus pada 
sektor lapas seperti suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar lapas Klas I 
Sukamiskin yang  dilakukan oleh Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Huesin.75 
Tabel 4.21 
Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar) di Indonesia Tahun 2019 Menurut 















1.  Pemerintah 
kabupaten 










2.  Pemerintah 
desa 
48 Rp 32,7 
miliar 
- Rp 212 
juta 
- Rp 32,9 
Miliar 
3.  Pemerintah 
kota 






- Rp 42,3 
Miliar 




- - Rp 
318,1 
 
74https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019 diakses pada 20 November 
2020 Pukul 18.30 
75https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019 diakses pada 20 November 
2020 Pukul 18.30 
 












































6.  Pemerintah 
provinsi 






- Rp 294 
Juta 
7.  Badan/lembaga 
negara 




- - Rp 
117,6 
Miliar 




- - Rp 95,6 
Miliar 
9.  BUMD 8 Rp 199 
miliar 
- - - Rp 199 
miliar 














Sumber: Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar) Menurut Tren Penindakan Kasus 
Korupsi Tahun 2019 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 
(https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019).  
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus korupsi terbanyak adalah yang 
dilakukan oleh Pemerintaah Kabupaten. Hal ini akan menjadikan tingkat 
kepercayaan masyarakat akan turun terhadap kepemimpinan kepala daerah. 
Kemudian diperingkat kedua ada Pemerintah Desa dengan jumlah kasus sebanyak 
48. Hal ini membuktikan bahwa dipemerintahan paling mendasar yaitu desa 
terdapat banyak kasus korupsi yang merugikan. Dapat juga diartikan bahwa 
pelaku korupsi di tingkat desa tidak takut terjaring atau diproses hukum karena 
 

































merasa bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menyelidiki 
sampai ke desa-desa.76 
Tabel 4.22 
Korupsi Berdasarkan Wilayah di Indonesia Tahun 2019 Menurut Indonesia 















1.  Nasional & 
DKI Jakarta 


























- Rp 30,6 
Miliar 
4.  Nusa 
Tenggara 
Barat 






- Rp 8,9 
Miliar 






- Rp 17,6 
Miliar 
6.  Aceh 11 Rp 65,8 
miliar 




11 Rp 18,7 
miliar 
- Rp 110 
juta 
- Rp 18,8 
Miliar 
7.  Jambi 10 Rp 111,1 
miliar 
- - - Rp 111,1 
miliar 






- Rp 55,7 
Miliar 
Bengkulu 10 Rp 2,3 Rp 538 Rp 30 - Rp 2,8 
 
76 https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019 diakses pada 20 November 
2020 Pukul 18.30 
 

































miliar juta juta Miliar 
8.  Sulawesi 
Tengah 
8 Rp 102,7 
miliar 








- - Rp 8,8 
Miliar 
Bali 8 Rp 5,3 
miliar 




9.  Sumatera 
Utara 






- Rp 18,6 
Miliar 
Papua Barat 7 Rp 8,5 
miliar 
- - - Rp 8,5 
miliar 




- - Rp 109,9 
Miliar 






- Rp 5,8 
Miliar 
11.  Sulawesi 
Tenggara 








2 - Rp 1,8 
Miliar 









  Rp 29,1 
Miliar 
Gorontalo 2 Rp 85,7 
Miliar 




2 Rp 3,3 
Miliar 
- - - Rp 3,3 
Miliar 
12.  Kalimantan 
Tengah 
1 - Rp 240 
Juta 




1 - Rp 6 
Miliar 
- - Rp 6 
Miliar 
 



































1 - Rp 110 
Miliar 
- - Rp 110 
Miliar 
Maluku 1 Rp 2,4 
Miliar 
- - - Rp 2,4 
Miliar 
Maluku Utara 1 Rp 650 
Juta 
- - - Rp 650 
Juta 
Papua 1 Rp 8,5 
Miliar 




1 - Rp 161 
Juta 











1 Rp 2,9 
Miliar 




1 - Rp 22,2 
Miliar 




1 Rp 620 
Juta 




1 Rp 21,1 
Miliar 




1 Rp 11,1 
Miliar 
- - - - 
JUMLAH Rp 5,1Triliun 
Sumber: Korupsi Berdasarkan Wilayah (10 Besar) Menurut Tren Penindakan Kasus 
Korupsi Tahun 2019 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 
(https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019) & Lampiran 
Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 Bidang Eksekusi 
Tindak Pidana Korupsi (https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan).  
 
Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dapat dilihat bahwa Jawa Timur 
 

































menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi 
terbanyak. Yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 19 kasus dan jumlah kerugian 
sebesar 30,6 miliar. Sedangkan dalam skala internasional Indonesia menduduki 
peringkat 80 negara terkorup di dunia.77 Berikut adalah beberapa kasus korupsi 
yang melibatkan menteri yang baru saja terjadi akhir – akhir ini di Indonesia:78 
1. Imam Nahrawi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 18 September 2019 
mengumumkan Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) 
sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran 
pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI 
Tahun Anggaran (TA) 2018. Imam Nahrawi diduga menerima uang dengan total 
Rp26,5 miliar.  
2. Idrus Marham 
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait 
proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor 
Jakarta. Idrus dinyatakan terbukti menerima Rp 2,25 miliar dari Johannes 
Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) 
melalui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. 
3. Edhy Prabowo 
Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Rabu dini hari, 25 November 2020. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno 
 
77https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-
indonesia.html/amp diakses pada 2 Januari 2020 pukul 19.00 
78https://www.liputan6.com/news/read/4427838/deretan-menteri-era-jokowi-terjerat-kasus-korupsi 
diakses pada 17 Desember 2020 pukul 19.17 
 

































Hatta, Tangerang usai tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS). Penangkapan 
Edhy Prabowo dikarenakan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. 
Bersama Menteri Edhy Prabowo, total ada 17 orang yang diamankan lewat 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tepatnya pada pukul 01.23 WIB. KPK pun 
menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo alias EP 
sebagai tersangka dugaan korupsi. Edhy Prabowo disangka menerima hadiah atau 
janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas 
perairan sejenis lainnya tahun 2020. 
4. Juliari Batubara 
KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai 
tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Hal ini berdasarkan penyidikan 
yang dilakukan berdasakan operasi tangkap tangan kemarin di Bandung dan 
Jakarta. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Tiga 
orang diduga penerima yakni Mensos Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso 
sebagai pejabat pembuat komitmen di Kemensos dan Adi Wahyono. Dua orang 
lainnya sebagai pemberi yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke. Keduanya dari 
pihak swasta. Ketua KPK Firli Bahuri meminta Mensos segera menyerahkan diri. 
Selain Juliari, Adi Wahyono juga diminta menyerahkan diri ke KPK. 
Karena penelitian ini dilakukan di Lamongan, khususnya di lingkup Provinsi 
Jawa Timur. Maka peneliti memaparkan kasus – kasus korupsi yang terjadi di 
seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai berikut: 
  
 






































Pelaku (Jabatan) Kasus 
Kerugian 
Negara 
1.  Kabupaten 
Bangkalan 




Korupsi dan pencucian 




2.  Kabupaten 
Banyuwangi 




anggaran dan belanja 
daerah dalam 
pembelian kapal Sri 
Tanjung I dan Sri 




3.  Kabupaten 
Blitar 
Eko Budoyo (Sekretaris 
KPU Kabupaten Blitar) 
Kasus korupsi terkait 
dugaan penggunaan 



















bupati-bangkalan diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 21.20 
80https://koran.tempo.co/read/nusa/31720/bupati-banyuwangi-tersangka-korupsi-rp-5-miliar 
diakses pada 17 Desember 2020 pukul 15.10 
81https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/07/2020/buronan-kasus-korupsi-
anggaran-pemilu-kpud-blitar-menyerahkan-diri/ diakses p[ada 17 Desember 2020 pukul 16.30 
 



































5.  Kabupaten 
Bondowoso 
Hari Prasetyawan 
(Mantan Kepala Desa 
Sumberejo) dan Hartono 
bin Juli (Kepala Desa 
Sempol). 
Korupsi anggaran Dana 
Desa untuk alokasi 
progran Getar Desa 
(Gerakan Pendidikan 
Kesetaraan Berbasis 
Desa) tahun 2018.83 
Rp 100 
Juta 
6.  Kabupaten 
Gresik 
M. Muchtar (Sekretaris 
& Plt Kepala Badan 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Kabupaten Gresik). 
Operasi tangkap tangan 
terkait kasus potongan 
dana intensis dari jasa 
pungut di Badan 
Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 




7.  Kabupaten 
Jember 







Jember tahun 2020.85 
Rp 7,8 
Miliar 




Suap terkait perizinan 









20Campaign diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.08 
84 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4386203/plt-kepala-bkppad-gresik-resmi-tersangka-
korupsi?_ga=2.207928466.185444774.1608127810-713226577.1608127808 diakses pada 16 
Desember 2020 Pukul 23.21 
85https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4869338/jadi-tersangka-korupsi-revitalisasi-pasar-
kadis-pariwisata-jember-ditahan diakses pada 16 Desember Pukul 23.27 
 

































Jombang) Pemerintah Kabupaten 
Jombang tahun 2018.86 
9.  Kabupaten 
Kediri 
Didi Eko Tjahjono 





Taman Hijau Simpang 





10.  Kabupaten 
Lamongan 
IR (Bendahara KPU 
Lamongan). 
Penyelewengan dana 
hibah Pilkada 2015.88 
Rp 1 
Miliar 
11.  Kabupaten 
Lumajang 
Edi Sujarwo (Mantan 















Kabupaten Madiun), dan 
Priono Susilo Hadi 
(Kabid Persampahan dan 










terkait-kasus-dugaan-suap diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.30 
87 https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-perdana-kasus-korupsi-proyek-taman-hijau-kediri-
rp-700-juta-segera-digelar.html diakses pada 17 Desember 2020 pukul 23.40 
88https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4750008/kejari-tahan-bendahara-kpu-lamongan-
tersangka-korupsi-dana-hibah-pilkada?_ga=2.201281838.185444774.1608127810-
713226577.1608127808 diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.41 
89 http://lumajangsatu.com/baca/mantan-kades-purorejo-resmi-ditahan-kejaksaan-negeri-lumajang 
diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.43 
90 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4123608/dua-pejabat-dinas-lh-kabupaten-madiun-
dijadikan-tersangka?_ga=2.38777123.185444774.1608127810-713226577.1608127808 diakses 
pada 17 Desember 2020 Pukul 08.29 
 

































13.  Kabupaten 
Magetan 








Korupsi dana hibah 
Pemilihan Gubernur 
Jawa Timur dan Bupati 
Magetan tahun 2014.91 
Rp 300 
Juta 
14.  Kabupaten 
Malang 
Rendra Kresna (Mantan 
Bupati Malang Periode 
2010-2015 dan 2016-
2021) 
Korupsi suap terkait 
penyediaan sarana 
penunjang peningkatan 
mutu pendidikan pada 
Dinas Pendidikan 
Pemerintah Kabupatrn 




15.  Kabupaten 
Mojokerto 


















proyek pengadaan kain 
batik seragam khas hari 





ketua-bawaslu-magetan-ditahan diakses pada 17 Desember 2020 Pukul 08.36 
92https://news.detik.com/berita/d-4419661/bupati-malang-nonaktif-tersangka-suap-segera-
disidang?_ga=2.201134510.185444774.1608127810-713226577.1608127808 diakses pada 17 
Desember 2020 Pukul 08.43 
93https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/18033621/kpk-tetapkan-bupati-mojokerto-
tersangka-pencucian-uang diakses pada 17 Desember 2020 Pukul 10.03 
 

































APBN Perubahan tahun 
2015.94 




Kepala Desa Ngrambe 
Kabupaten Ngawi) 
Korupsi pengelolaan 
Dana Desa Ngarambe 
Kecamatan Ngrambe 
tahun Anggaran 2018.95 
Rp 400 
Juta 
18.  Kabupaten 
Pacitan 
N, BY, dan FC. SN 
merupakan Pejabat 
Pembuat Komitmen 
(PPK) di lingkup Dinas 





Pantai Klayar 2020.96 
Rp 190 
Juta 
19.  Kabupaten 
Pamekasan 
Achmad Syafii (Bupati 





Umum dan Kepegawaian 
Inspektorat Kabupaten 
Pamekasan Noer), 
Sucipto Utomo (Kepala 
Inspektorat Kabupaten 
Suap penanganan 
dugaan korupsi dana 






tersangka-termasuk-sekda/ diakses pada 17 Desember 2020 Pukul 10.08 
95https://kejari-ngawi.go.id/penyerahan-tersangka-beserta-barang-bukti-tahap-ii-kepada-tim-jaksa-
penuntut-kejaksaan-negeri-ngawi-terkait-dugaan-tindak-pidana-korupsi-dana-desa-ngrambe-ta-
2018/ diakses pada 17 Desember 2020 pukul 10.11 
96https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4931919/kejari-pacitan-tetapkan-3-tersangka-
korupsi-proyek-parkiran-pantai-klayar diakses pada 17 Desember 2020 pukul 10.19 
97 https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/11503251/kpk-periksa-semua-tersangka-kasus-
suap-pamekasan diakses pada 17 Desember 2020 pukul 10.29 
 

































Pamekasan), dan Agus 
Mulyadi (Kepala Desa 
Dassok Kabupaten 
Pemakasan). 
20.  Kabupaten 
Pasuruan 
LW (Mantan Kepala 
Bidang Olahraga Dinas 





Porsadin dan beberapa 
kegiatan lain di bidang 




21.  Kabupaten 
Ponorogo 
Parmi (Mantan Kepala 
Desa Kambeng, 
Kecamatan Slahung, 
Kabupaten  Ponorogo) 
Korupsi dana APBDes 
yang dilakukan saat 




22.  Kabupaten 
Probolinggo 
Ahsan (Anggota DPRD 
Kabupaten Probolinggo 
Fraksi PKB) 
Korupsi dana bantuan 
mesin penggilingan 
padi dan jagung, 
program Lembaga 
Mandiri Mengakar di 
Masyarakat (LM3) 
Kementerian Pertanian 




23.  Kabupaten 
Sampang 
Jupri Riyadi (Pejabat 
Pembuat Komitmen 
(PPK)) dan Rojiun 
Korupsi pembangunan 
Ruang Kelas Baru 
(RKB) di SMPN 2 




713226577.1608127808 diakses pada 17 Desember 2020 pukul 10.35 
99https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709415/mantan-kades-di-ponorogo-korupsi-rp-523-
juta-dari-apbdes diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.31 
100https://radarbromo.jawapos.com/hukrim/11/03/2020/anggota-dprd-kab-probolinggo-jadi-
tersangka-korupsi-bantuan-pertanian/ diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.40 
 






































24.  Kabupaten 
Sidoarjo 





Tangan (OTT) terkait 
kasus suap dari pihak 
swasta terkait proyek 
infrastruktur di 
Kabupaten Sidoarjo 102 
Rp 550 
Juta 
25.  Kabupaten 
Situbondo 
IW (Bendahara DPRD 
Kabupaten Situbondo), 








26.  Kabupaten 
Sumenep 
SAM (Mantan Direktur 
Utama BUMD 
Kabupaten Sumenep) 
Korupsi dana bagi hasil 
pengelolaan minyak 




27.  Kabupaten 
Trenggalek 
Chrisna Nur Setyawan 
(Sekretaris PN 
Trenggalek) dan Riawan 
(Kasubag Umum dan 
Keuangan) 
Korupsi pemeliharaan 
gedung dan bangunan 
serta pemalsuan tanda 
tangan data perjanjian 






sampang-jadi-tersangka-proyek-sekolah diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.35 
102 https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08062191/bupati-sidoarjo-yang-jadi-tersangka-
di-kpk-punya-harta-rp-604-miliar diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.44 
103 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4301659/korupsi-dana-persediaan-bendahara-dan-
staf-dprd-situbondo-ditahan?_ga=2.240039043.185444774.1608127810-713226577.1608127808 
diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.51 
104https://regional.kompas.com/read/2017/10/13/20214631/mantan-dirut-bumd-sumenep-jadi-
tersangka-kasus-korupsi diakses pada 17 Desember 2020 pukul 13.00 
 



































Hukum (LBH) Rakyat 
Trenggalek tentang 
pemberian penyediaan 
laporan pos bantuan 
hukum tahun 2019.105 
28.  Kabupaten 
Tuban 




korupsi dana kas desa 
tahun anggaran 2016.106 
Rp 150 
Juta 
29.  Kabupaten 
Tulungagung 
Supriyono (Mantan 
Ketua DPRD Kabupaten 
Tulungagung) 
Suap terkait pengadaan 






30.  Kota Batu Eddy Rumpoko (Wali 
Kota Batu Periode 2007-
2012 dan 2012-2017) 
Suap pengadaan barang 
dan jasa di Pemerintah 
Kota Batu, yakni pada 
proyek belanja modal 
dan mesin pengadaan 
meubelair di Pemkot 
Batu tahun 2017.108 
Rp 500 
Juta 
31.  Kota Blitar Samanhudin Anwar 
(Mantan Wali Kota Blitar 






tersangka-korupsi-anggaran diakses pada 17 Desember 2020 pukul 13.09 
106https://jatim.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-kepala-desa-glondonggede-kabupaten-tuban-
ditangkap-polisi diakses pada 17 Desember 2020 pukul 13.18 
107 https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/11360241/kasus-suap-ketua-dprd-tulungagung-
kpk-panggil-plt-bupati-tulungagung diakses pada 17 Desember 2020 pukul 13.21 
108https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-
suap-wali-kota-batu?page=all diakses pada 17 Desember 2020 pukul 13.32  
 

































Periode 2020-2015 dan 
2016-2019) 
baru SMP Negeri 3 K 
ota Blitar tahun 2018.109 
32.  Kota Kediri SA (Mantan Wali Kota 
Kediri), AW (Mantan 
Sekretaris Daerah 
Kediri), dan  AY 








33.  Kota Madiun Bambang Irianto 
(Mantan Wali Kota 
Madiun Periode 2009-
2016). 
Korupsi dan gratifikasi 
kasuspembangunan 












35.  Kota 
Mojokerto 
Mas'ud Yunus (Wali 
Kota Mojokerto Periode 
2013-2018) 
Kasus suap terkait 
dengan Pengalihan 
Anggaran pada Dinas 




36.  Kota 
Pasuruan 
Setiyono(Mantan Wali 
Kota Pasuruan Periode 
2016-2018). 
Suap terkait proyek 
pada Dinas Koperasi 





lp-sidoarjo-ke-lp-blitar-ini-penyebabnya?page=all diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 21.53 
110https://faktualnews.co/2020/03/12/polisi-sudah-serahkan-kembali-berkas-korupsi-mantan-
walikota-kediri-ke-jaksa/199765/ diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.37 
111 https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/05283531/dalam-2-tahun-11-kepala-daerah-di-
jatim-jadi-tersangka-kasus-korupsi?page=all diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.41 
112 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4200617/apbd-p-tahun-2015-ini-berujung-korupsi-
massal-dprd-kota-malang diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.49 
113 https://jatim.suara.com/read/2020/01/23/125930/skandal-korupsi-bupati-wali-kota-mojokerto-
diperiksa-kpk diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.53 
 

































Pemkot Pasuruan, yaitu 
proyek belanja modal 




Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (PLUT-
KUMKM).114 
37.  Kota 
Probolinggo 





Islamic Center (GIC) 




38.  Kota 
Surabaya 
Sugito (Mantan anggota 
DPRD Surabaya periode 
2014-2019) 
Korupsi jaring Aspirasi 
Masyarakat (Jasmas) 
DPRD Kota Surabaya 
terkait dana hibah 




Jumlah Rp 543 
Miliar 
Kasus korupsi di Jawa Timur di dominasi dilakukan oleh kepala daerah 
(Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota), para anggota DPRD, dan 
para perangkat desa. Hal ini dapat diartikan bahwa dari pejabat tingkat atas yang 
 
114https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4547436/wali-kota-pasuruan-non-aktif-setiyono-
divonis-6-tahun-penjara diaskses pada 17 Desember 2020 pukul 14.56 
115https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4589535/mantan-wawali-probolinggo-dituntut-6-
tahun-6-bulan-penjara diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.58 
116https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602836/anggota-dprd-kota-surabaya-jadi-
tersangka-kasus-jasmas-rp-49-m diakses pada 17 Desember 2020 pukul 15.03 
 

































menduduki suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai para Kepala Desa dan 
perangkat desa yang ada di struktur pemerintahan paling bawah, terbukti tergiur 
melakukan korupsi. Banyak pula yang melakukan suap dan gratifikasi. Hal ini 
dapat diartikan pelaku suap dan gratifikasi lebih mengutamakan keuntungan 
pribadinya daripada menegakkan peraturan yang berlaku. Aliran dana yang sangat 
banyak untuk pembangunan juga dengan tega diambil demi kepentintan pribadi 
para koruptor ini. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi perlu untuk 
membangun karakter generasi penerus. Karena penelitian ini berfokus pada 
pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan, maka berikut adalah kasus – 
kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lamongan: 
Tabel 4.24 
Studi Kasus Korupsi di Kabupaten Lamongan 
No. Pelaku Kasus 
Nilai 
Kerugian 
1  B (PJ Kepala Desa) dan J 
(Sekretaris Desa) Desa 
Sumberejo, Kecamatan 
Pucuk. 
Korupsi dana desa tahun 2019 




2  Erfan Salim (Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Lamongan) 
Korupsi dana cashback 
langganan layanan internet di 
PT. Telkom tahun 2019.118 
Rp 150 
Juta 
3  Irwan Setyadi (Mantan 
bendahara KPU Kabupaten 






dua-perangkat-desa-di-lamongan-jadi-tersangka diakses pada 23 Januari 2021 pukul 11.06 
118 https://momentum.com/54581-kejadi-lamongan-tahan-kepala-dinas-kominfo-dugaan-kasus-
korupsi?view-original-redirect=1&PageSpeed=noscript&amp=1 diakses pada 23 Januari 2021 
pukul 11.23  
 


































4  Sutardjo Safei, Fatkhur 
Rohim, Jimmy, Sulaiman. 
(Anggota DPRD Kabupaten 
Lamongan)  
Korupsi perjalanan dinas 




5  AT (Mantri BRI Cabang 
Mantup Kabupaten 
Lamongan) 







Berbagai kasus korupsi diatas disebabkan karena kurangnya pemahaman dan 
kurang memegang prinsip good governance bagi para pemegang kekuasaan. Oleh 
karena itu dibutuhkan program pendidikan anti korupsi untuk menerapkan nilai-
nilai pendidikan anti korupsi sedari dini. Dan untuk mewujudkan birokrasi dan 
jalannya pemerintahan yang lebih menerapkan prinsip good governance. 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai 
proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public 
goods and services.121 Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi 
functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah 
berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
digariskan atau sebaliknya.122 
 
119 https://m.surabayapagi.com/read/uang-korupsi-dana-hibah-kpud-lamongan-dikembalikan-ke-
pemda diakses pada 23 Januari 2021 pukul 11.28 
120 
https://www.google.com/amp/s/amp.kpmpas.com/regional/read/2019/07/22/16030761/pegawai-
sebuah-bank-gelapkan-uang-rp-1,5-miliar-untuk-transaksi-bitcoin diakses pada 23 Januari 2021 
pukul 11.40 
121Ibid. Hlm 23  
122 Ibid. Hlm 24 
 

































Bank Dunia memberi batasan good governance sebagai pelayanan publik 
yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang 
bertanggung jawab pada publiknya.123 Gerald Meier memberikan pengertian good 
governance, yaitu ”prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan 
publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya 
bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan 
pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi 
sumberdaya”.124 
Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam 
pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utama 
penyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayom dan pelayan masyarakat 
sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas Umum Pemerintahan Negara yang 
Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan 
Nepotisme (UU No. 28/1999). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 28/1999 dijelaskan 
bahwa “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang 
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk 
mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme”.Asas Umum Pemerintahan yang baik ini lebih mengikat secara 
moral karena asas-asas tersebut belum pernah dituangkan secara resmi dalam 
peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan, sehingga 
 
123Ari dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di desa. Yogyakarta: IRE Press. Hlm 18.   
124Abdullah, Kasman. 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. 
Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  Makassar. Hlm 69 
 

































kekuatan hukumnya secara yuridis formal belum ada. Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik ini diuraikan oleh Koentjoro Purbopranoto ke dalam tiga 
belas asas yaitu: 125 
1. Azas kepastian hukum (Principle of Legal Security).  
2. Azas keseimbangan (Principle of Proportionality).  
3. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan (Principle of Equality).  
4. Azas bertindak cermat (Principle of Carefulness).  
5. Azas motivasi untuk setiap keputusan (Principle of Motivation).  
6. Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan (Principle of Non Misuse 
of Competence).  
7. Azas permainan yang layak (Principle of Fair Play).  
8. Azas keadilan atau kewajaran (Principle of Reasonable or Prohibition of 
Arbitrariness).  
9. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (Principle of Meeting Raised 
Expectation).  
10. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (Principle of 
Undoing The Consequences of An Annulled Decision).  
11. Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (Principle of 
Protecting The Personal Way of Life).  
12. Azas kebijaksanaan (Sapientia).  
13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (Principle of Public Service).  
 
125Tatiek Sri Djatmiati. 2007. Perizinan sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik. 
Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Administrasi Pada Fakultas Hukum 
Universitas Airlanggadi Surabaya pada tanggal 24 November 2007. Hlm  9   
 

































Good governance jika dikupas lebih lanjut, maka menurut UNDP arti good 
dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi 
keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan 
yang efektif dan efisien.126 
Menurut UNDP, tentang definisi good governance adalah sebagai hubungan 
yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, 
dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, 
membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi 
stratejik. Good governance dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan 
penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, 
ekonomi dan adminstratif di semua tingkatan. Ada tiga pilar good governance 
yang penting, yaitu :127 
1. Economic governance atau kesejahteraan rakyat 
2. Political governance atau proses pengambilan keputusan 
3. Administrative governance atau tata laksana pelaksanaan kebijakan 
Selain itu good governance memiliki 3 domain dalam proses memaknai peran 
kunci stakeholders (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut :  
1. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang 
kondusif  
2. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan 
serta penggerak di bidang ekonomi  
 
126 Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm 18 
127Ibid. Hlm 18 
 

































3. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan 
mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi  
Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka good governance adalah 
suatu suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, 
dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita 
terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. 
Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-
prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau 
tolak ukur kinerja pemerintah. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut 
UNDP mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang 
dikembangkan dalam pelaksanaan good governance meliputi : 128 
1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.  
2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangan 
bulu.  
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 
langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.  
 
128 Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm 18 
 

































4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 
melayani stakeholder.  
5. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang 
lebih luas.  
6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.  
7. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 
secara bedaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  
8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas 
yang dilakukan.  
9. Strategic vision. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki 
visi jauh ke depan.  
Menurut Mardiasmo dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar 
yang saling berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat 
mewujudkan good governance yaitu value for money (ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas).129 
1. Transparansi  
Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik 
dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami 
dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem 
informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang 
 
129 Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm 18 
 

































menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan 
perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) 
adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi 
sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) 
berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif. Ada 
beberapa indikator dari transparansi yaitu sebagai berikut:  
a) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya 
dan tanggung jawab.  
b) Kemudahan akses informasi.  
c) Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau 
permintaan uang suap.  
d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 
lembaga non pemerintah.  
2. Partisipasi (Participation)  
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 
aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Ada beberapa indikator dari 
partisipasi yaitu sebagai berikut:  
a) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang 
representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka. 
b) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan 
keputusan.  
 

































3. Akuntabilitas  
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada beberapa indikator 
dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:  
a) Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang 
membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 
b) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi 
organisasi serta standar yang berlaku.  
4. Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas (Value for money)  
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 
yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. 
Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga 
yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 
dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum 
dengan input tertentu untuk pengguaan input yang terendah untuk mencapai 
output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan 
dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana 
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.  Ada beberapa 
indikator dari value for money yaitu sebagai berikut:  
 

































a) Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya 
finansial secara maksimal).  
b) Rasio antara output dan input  
c) Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan 
dengan benar).  
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari good governance adalah : 
1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya 
bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah 
timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang 
mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat 
dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan 
tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya). 
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap 
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak 
diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia Negara. 
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta 
dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima 
kepada publik. 
 

































5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas 
setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, 
sehubungan dengan pengelolaan dan pengendaliaan sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. 
C. Analisa dan Pembahasan 
1. Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti 
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya 
untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya menurut Black Low 
Dictionary, korupsi adalah sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau 
kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan 
memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.130 
Menurut transparency International TI, korupsi adalah perilaku pejabat 
publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal 
memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, 
dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada 
mereka. Sedangkan menurut Hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan 
melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik 
perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan 
 
130 http://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/indografis/apa-itu-korupsi diakses 
pada 27 November 2020 pukul 08:50 
 

































negara/perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang 
dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, 
penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan 
barang dan jasa, serta gratifikasi.131  
Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah 
jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi 
(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan 
pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.132 Melalui pengetian diatas dapat 
disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan 
kepadanya dengan melakukan penggelapan uang untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok yang merugikan kepentingan umum. Perilaku korupsi yang sudah jelas 
dapat merugikan negara mempunyai banyak sekali dampak negatif.  
Implementasi kebijakan secara luas dipandang sebagai tahapan dari proses 
kebijakan segala setelah penetapan undang – undang. Yakni melaksanakan 
undang – undang yang mana seluruh aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
bekerja bersama – sama untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan dalam 
upaya untuk mencapai tujuan – tujuan program atau kebijakan. implemetasi suatu 
kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau 
badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya 
terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara 
 
131 http://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/indografis/apa-itu-korupsi diakses 
pada 27 November 2020 pukul 08:50 
132 Robert Klitgaard. 2001. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 31. 
 

































cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung 
atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat 
dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan 
ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut. 
Insersi pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan formal sangat 
mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 
Pasal 3 yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur 
pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk 
mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 
Kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi merupakan suatu 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lamongan dengan 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi di sekolah Kabupaten Lamongan. Implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi 
yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
 

































Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata 
pelajaran baru. 
Hal ini disampaikan oleh Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang menyatakan bahwa: 
 
“Kalau sekolah negeri saya jamin sudah seluruhnya. Kalo sekolah swasta 
mungkin juga sudah sebagian besar. Dan sifatnya kurikulum insersi. Insersi 
itu penyisipan. Bukan ada pelajaran baru. Misalnya PKN, sesuai pokok 
bahasan di RPP. Kira-kira nilai apa yang bisa dimasukan. PAI misalnya 
akhlak. Misal akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah nah itu bisa 
dimasukan jujur, disiplin yang tercela ya curang seperti itu. Yang baik 
diterapkan yang buruk dijauhi.”133 
 
Dari ungkapan yang disampaikan tersebut maka bisa diketahui bahwa 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi tidak menambah mata pelajaran 
baru, melainkan disisipkan di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 
Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Dan penerapannya sendiri sudah 
mencangkup seluruh SMP Negeri Se-Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk 
SMP Swasta sudah sebagian besar.  
 
133 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara: 10 Juli 2020 
pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Pada pengimplementasi kebijakan tersebut, Bupati Kabupaten Lamongan 
menetapkan pedoman implementasi insersi pendidikan anti korupsi dengan 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 pada bulan Mei 2019. 
Lebih tepatnya Peraturan Bupati ini dikeluarkan pada tanggal 2 Mei yang 
bertepatan dengan hari pendidikan nasional. Dengan hararapan dapat langsung 
diimplementasikan pada tahun ajaran baru pada bulan Juli 2019.  
Berikut adalah pernyataan dari Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan mengenai bentuk implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan: 
 
“Bentuk penerapannya disisipkan. Semakin keatas semakin menyentuh 
intelektual semakin kebawah semakin membiasakan. Kalo anak paud kan 
dibiasakan. Disisipkan pada lagu-lagu nyanyiannya, permainannya, waktu 
senam atau olahraga. Kalo sudah SMP sudah mulai diajak berpikir ya. 
Semakin kebawah penanamannya lewat pembiasaan. Di indonesia kan 
kurang mengapresiasi orang sukses. Misal temannya dapat bintang lima, 
temannya yang lain memberi selamat. Yang ada kan iri. Ada yang jadi DPR 
ya, padahal dulu sekolahnya  kurang pintar. Nah itu kan iri.”134 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan melaui penyisipan nilai-nilai anti 
 
134 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara: 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































korupsi pada proses pembelajaran. Dimulai dari tingkat PAUD/TK, SD sampai 
pada tingkat pendidikan SMP. Dalam setiap tingkat pendidikan memiliki konsep 
yang berbeda, pada tingkat PAUD/TK disisipkan melalui lagu dan permainan. 
Sedangkan pada tingkat SMP, siswa mulai diajak aktif berpikir dan berdiskusi 
dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi. 
Selanjutnya pernyataan dari Bapak Drs. H. Khoirul Anam, M.Pd selaku 
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan mengenai bentuk implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan sebagai berikut: 
 
“Bentuk penerapan pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal – hal 
sederhana, seperti kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukan oleh 
keberanian siswa dalam menegur temannya berbuat salah. Contoh, ada 
teman yang membuang sampah sembarang tempat, bersikap tidak sopan 
terhadap guru atau bersama teman maka harus berani menegur. Hal ini 
menunjukan keberanian siswa untuk mengingatkan ketika ada teman yang 
berperilaku salah. Guru memilih metode mengajar yang variatif, 
menyenangkan, serta mengaktifkan siswa, sehingga para siswa merasa 
nyaman dengan penambahan materi pendidikan anti korupsi yang 
diintegrasikan di dalam mata pelajaran.”135 
 
 
135 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 

































Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa selain ada penyisipan nilai-
nilai anti korupsi dalam mata pelajaran, ada juga penerapan melalui penerapan 
perilaku di lingkungan sekolah. Contohnya adalah bersikap sopan terhadap guru 
atau kepada orang yang lebih tua, dan berani menegur teman yang salah. 
Mengingat bahawa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan nilai-nilai 
tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan 
peduli menjadi kebiasaan sehari-hari siswa. 
Hal ini juga didukung oleh pernyataan Alisa Shafa Salsabila siswa SMP 
Negeri 1 Lamongan sebagai berikut: 
 
“Kalau dikelas ya kita lewat pelajaran. Ada juga seperti sikap disiplin, 
berangkat sekolah tepat waktu, menepati tata tertip sekolah. Jujur kalau 
ulangan. Adil memperlakukan teman, semua sama tidak memilih teman 
berdasarkan ras, agama, suku. Kalau di luar kelas mungkin dari ekstra, 
kalau saya kan ikut ekstra paskibra. Jadi diajarkan lebih banyak ke disiplin 
waktu, tanggung jawab juga.”136 
 
Dalam pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perubahan 
pandangan dan perubahan sikap yang dialami oleh siswa SMP Negeri 1 
Lamongan. Yaitu lebih disiplin dalam hal ketepatan waktu, jujur pada saat 
 
136 Alisa Shafa Salsabila. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 Pukul 
12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 

































mengerjakan tugas atau ujian, dan adil dalam memperlakukan teman. Perubahan 
cara pandang dan perilaku ini dapat menjadi awal yang baik untuk perubahan 
karakter siswa kedepannya. 
Untuk mengetahui tingkat efektifitas implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi apakah sudah ada perubahan pada perilaku siswa, maka peneliti 
mewawancarai orang tua siswa. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu 
Intan (orang tua dari siswa SMP Negeri 1 Lamongan, yaitu Muhammad Kemal 
Hafidh) dan Ibu Ika (orang tua dari siswa SMP Negeri 1 Lamongan, yaitu Zaky 
Muhammad Rizwar). Dalam pernyataannya, Ibu Intan dan Ibu Ika tidak 
mengetahui adanya implementasi insersi pendidikan anti korupsi di sekolah anak 
mereka. Hal ini dikarenakan tidak ada komunikasi antar siswa dan orang tua. Dan 
kemungkinan orang tua siswa kurang aktif atau tidak update mengenai kegiatan 
dan program apa saja yang ada di sekolah. 
Sebelum adanyan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan, dalam lingkungan keluarga sudah menyampaikan bahwa 
korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. 
Penanaman nilai-nilai anti korupsi seperti tanggung jawab, disiplin, jujur, 
sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli sudah diajarkan oleh 
orang tua kepada anaknya sejak dini melalui nasehat dan dicontohkan melalui 
perilaku orang tua.  
 


































“Ya saya sebagai orang tua memberikan pendidikan anti korupsi ini juga ya 
waktu nonton tv bersama. Saya nasehati untuk jangan mengambil barang 
yang bukan hak kita. Jangan serakah, daripada hidup mewah tapi hasil 
korupsi mending hidup sederhana saja”.137 
 
Dari pernyataan Ibu Ika tersebut menyatakan bahwa orang tua turut 
mendampingi anak dan menjelaskan ketika melihat pemberitaan yang ada di 
televisi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada 
anak agar tidak salah mengartikan tentang tindak korupsi. Agar anak tidak salah 
dalam memahami korupsi yang sering dilakukan oleh para pejabat. Selanjutnya 
peneliti menanyakan menganai ada atau tidak perubahan sikap yang dialami oleh 
siswa ketika sebelum dan sesudah adanya implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan, berikit jawaban dari Ibu Intan. 
 
137Ibu Ika.Orang Tua Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 13 Februari 2021 Pukul 09.00 
WIB. Perumahan Made Lamongan 
 


































“Tidak ada perbedaan. Ya masih suka telat bangun, masih malas malasan, 
tapi anak saya alhamdulillah selalu jujur. Tidak pernah bohong uang spp 
dipakai untuk jajan gitu tidak pernah.”138 
 
Dalam pernyataan tersebut, Ibu Intan menjelaskan bahwa tidak ada 
perbedaan perilaku anaknya sebelum dan sesudah implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Ibu Intan menjelaskan 
bahwa terkadang anaknya masih suka telat bangun, dan terkadang juga malas. 
Namun anaknya memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Contohnya tidak pernah 
mengambil uang SPP untuk kepentingan pribadi anak. 
Selanjutnya pernyataan dari Ibu Ika mengenai apakah ada perubahan sikap 
yang dialami anaknya sebelum dan sesudah implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.  
 
138 Ibu Intan.Orang Tua Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 13 Februari 2021 Pukul 
09.00 WIB. Perumahan Made Lamongan 
 


































“Tidak terlalu ada perbedaan sikap sebenarnya. Ya mungkin anak jadi 
memiliki pandangan baru ketika dia lihat berita korupsi.”139 
 
Dalam pernyataan Ibu Ika tersebut, dapat diartikan bahwa tidak ada 
perubahan sikap yang dialami anaknya sebelum dan sesudah implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Namun Ibu Ika menyatakan 
bahwa adanya perubahan cara pandang tentang korupsi yang dialami oleh 
anaknya. Yang sebelumnya hanya memahami bahwa tidak boleh mengambil uang 
rakyat, sekarang lebih bisa memahami bahwa dalam kehidupan tidak perlu 
berlebihan, sederhana sudah cukup. Seperti salah satu nilai anti korupsi yang di 
insersikan yaitu nilai sederhana.Dalam perkembangan teknologi yang semakin 
hari semakin canggih ini pendidikan anti korupsi perlu diberikan kepada para 
generasi muda agar mereka tidak salah melangkah. Jangan sampai setelah besar 
nanti  mereka terjebak dalam kasus korupsi dikarenakan ketidaktahuan hal apa 
saja yang menjadi indikator seseorang melakukan korupsi. Untuk menghindari 
terjadinya hal tersebut maka insersi pendidikan anti korupsi dirasa sangat cocok. 
Pemberantasan korupsi di Indonesia apabila dimulai dari pencegahan berupa 
 
139 Ibu Ika.Orang Tua Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 13 Februari 2021 Pukul 09.00 
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pendidikan anti korupsi pada generasi penerus merupakan langkah yang baik dari 
pada hanya fokus pada pemberantasan korupsi yang telah terjadi di pemerintahan. 
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari 
suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi 
kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh 
pemerintah dalam menciptakan suatu perubahan pada lingkungan, individu, 
maupun kelompok. Dalam  implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 
menyatakan bahwa implementasi pada program – program publik kebanyakan 
akan berhasil ketika perubahan yang dihendaki relatif sedikit. Sementara 
komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program 
di lapangan, relatif tinggi. Ada beberapa variabel dalam teori implementasi 
kebijakan ini diantaranya; standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; 
karakteristik badan atau instansi pelaksana; komunikasi antar organisasi 
pelaksana; sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 
a. Standar dan Sasaran Kebijakan 
Standar dan sasaran kebijakan pada teori implementasi kebijakan Van Meter 
dan Van Horn berkaitan dengan  apa yang hendak dicapai oleh program atau 
kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau 
panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik 
sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari 
kebijakan atau program yang dijalankan.  
Kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi tertuang dalam Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi insersi pendidikan 
 

































anti korupsi bertujuan untuk menanamkan pada diri anak bahwa korupsi 
merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak orang dan negara. 
Nilai-nilai pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, 
kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta 
keadilan. Pendidikan anti korupsi sebagai wadah untuk membentuk mental atau 
karakter anti korupsi, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk 
warga negara yang berkarakter. Kesinambungan tujuan ini dapat dipadukan dalam 
proses pembelajaran di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
moral. 
Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 
 
“Pentingnya kita bikin kader-kader anak bangsa yang tidak korup. Karena 
pendidikan kita yang kita tamankan  sekarang, sekian tahun yang akan 
datang anak kita jadi politisi, pengusaha juga. Harapan kita mereka jadi 
gerenasi yg tidak korup tapi generasi yg jujur. Dimulai dari pendidikan. 
Karena pendidikan kan agen perubahan. Jadi kita terapkan dari mindset 
kemudian jadi perilaku kebiasaan.”140 
 
 
140 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Lebih lanjut pendapat dari Bapak Drs. H. Khoirul Anam, M.Pd selaku Kepala 
Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
“Untuk tujuannya sendiri ada 3: pembentukan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai bentuk korupsi dan aspek- aspeknya, pengubahan persepsi dan 
sikap terhadap korupsi, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang 
ditujukan untuk melawan korupsi.”141 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa insersi pendidikan anti korupsi 
ini diharapkan mampu membuat para generasi muda khususnya siswa SMP 
Negeri 1 Lamongan bukan hanya paham mengenai bahaya korupsi tapi 
diharapkan mampu menolak dan melawan tindakan korupsi. Dan diharapkan 
dapat menjadi daily habit (kebiasaan sehari-hari) oleh siswa SMP Negeri 1 
Lamongan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru 
Agama Islam di SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
141 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 
2020 Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 


































“Implementasi pendidikan anti korupsi yang telah diterapkan di sekolah 
dapat menjadi faktor pendukung untuk pendidikan budi pekerti di sekolah. 
Pentingnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi cara 
untuk pembelajaran sejak dini kepada peserta didik untuk menanamkan sikap 
– sikap yang dapat menjauhkan dari pidana korupsi, seperti jujur, amanah, 
gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dsb. Maka pelaksanaan pendidikan 
anti korupsi disifatkan secara pembiasaan (daily habit) dalam kehidupan 
disekolah.”142 
Dapat diketahui bahwa kebijakan implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia, sehingga 
Bupati Kabupaten Lamongan berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Bupati 
No 18 Tahun 2019 tentang implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang 
mempunyai tujuan utama untuk merubah perilaku peserta didik di Kabupaten 
Lamongan menjadi lebih jujur, perduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja 
keras, sederhana, keberanian, serta adil. 
b. Sumber Daya 
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang 
 
142 Ibu Yan Irma Sofi. Guru Agama Islam. Wawancara: 15 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP 
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terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap 
tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan 
secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu 
menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan. 
 
“Mengenai guru tidak ada kendala karena sudah di workshop tadi. Bagi 
mereka yg SDMnya bagus kita ajak untuk menyusun. Dan kemudian mereka 
kita ajak bicara untuk melakukan workshop berjenjang. Jadi SDM gak ada 
masalah.”143 
 
Dari yang disampaikan oleh beliau, kita dapat mengetahui bahwa sumber 
daya manusia (SDM) dari guru sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak 
ada hambatan. Para guru yang mempunyai tingkat SDM yang tinggi diajak untuk 
merancang pedoman insersi pendidikan anti korupsi. Kemudian diadakan 
sosialisasi atau workshop berjenjang. Dimulai dari kepala sekolah, kemudian 
dilanjutkan kepada guru. 
 
143 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Selanjutnya mengenai sumber daya dalam aspek sarana dan prasarana SMP 
Negeri 1 Lamongan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Khoirul 
Anam, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
“Untuk sarana sudah dapat dimanfaatkan secara optimal dan untuk 
menunjang pelaksanaan dan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan.”144 
 
Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru 
Pendidikan Agama Islam. 
 
 
144 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 

































“Sarana prasarana SMP Negeri 1 Lamongan sudah cukup menunjang insersi 
pendidikan anti korupsi.”145 
 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di 
SMP Negeri 1 Lamongan sudah cukup menjunjang implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Fasilitas sekolah yang baik 
dapat menjadikan para warga sekolah menjadi nyaman untuk melakukan aktivitas 
belajar mengajar. Ruangan kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas 
penunjang pembelajaran seperti proyektor juga sangat membantu proses 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi. 
Selanjutnya mengenai media pembelajaran insersi pendidikan anti korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan ada beberapa macam. Seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Drs. H. Khoirul Anam, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Lamongan. 
 
“Media yang digunakan untuk insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 
1 Lamongan diantaranya: mengundang narasumber dari kepolisian yang 
dapat memberikan wawasan dan memotivasi siswa untuk bersikap anti 
 
145 Ibu Yan Irma Sofi. Guru Agama Islam. Wawancara: 15 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP 
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korupsi di segala bidang kehidupan, menayangkan film – film anti korupasi, 
buku referensi, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk 
menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pemahaman.”146 
 
Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru 
Pendidikan Agama Islam. 
 
“Untuk media kami pakai video, dan text pembelajaran, dan juga drama. 
Untuk metodenya kami pakai game role playing.”147 
 
Dan yang disampaikan oleh Ibu Agustin Rachmidiyah P, S.Psi selaku guru 
Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
 
146 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
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“Gambar dan berita yang berkaitan dengan materi”148 
 
Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa ada beberapa media yang digunakan dalam implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Diantaranya 
mendatangkan narasumber yang berkompeten sebagai pembicara, menggunakan 
media video atau film, menggunakan media gambar, berbagai buku referensi, 
serta pembiasaan berupa penerapan di lingkungan sekolah. 
Hal ini juga didukung oleh beberapa pernyataan dari siswa SMP 1 Lamongan 
yaitu Zaky Muhammad Rizwar sebagai berikut: 
 
“Iya pakai media. Karena sudah online semua. Biasanya juga dikerjakan 
pakai google form, pakai ptoyektor juga, pakai gambar juga.”149 
 
Lebih lanjut pernyataan dari Alisa Shafa Salsabila siswa SMP Negeri 1 
Lamongan: 
 
148 Ibu Agustin Rachmadiyah. Guru Bimbingan dan Konseling. Wawancara: 15 Oktober 2020 
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“Ya seperti power point yang di sampaikan guru, terus media tugas juga, 
peraturan sekolah, dan poster-poster di sekolah.”150 
 
c. Karakteristik Badan / Instansi Pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 
informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting 
karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang 
tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan 
konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut 
pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen 
pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah 
menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. 
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 
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“Semua stake holder berperan. Tentu pemkab, dians pendidikan, sekolah, ada 
Dewan Pendidikan Lamongan, PGRI, ada lembaga yg terkait dengan 
pendidikan. Jadi semua kerja sama saling memberi maskukan. Kalau di urus 
orang banyak kan enak.”151 
Dari pernyataan tersrbut dapat diketahui bahwa lembaga atau instansi yang 
berperan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan 
adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lamongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan dan PGRI. Dalam Peraturan 
Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 BAB V Pasal 8 menyatakan 
tentang pelaksana implementasi pendidikan anti korupsi yaitu guru mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling. 
Lebih lanjut pernyataan dari Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 
 
151 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 


































“Dulu sebagai desainer dan pelaksanaannya kita itu.  Dan pengawasan juga. 
Jadi, kita ajak para guru dan kepala sekolah untuk merumuskan nilai apa yg 
mau diinsersikan, kapan diinsersikan, contohnya seperti apa. Kalo sudah 
disepakati kita workshop. Pertama workshop pengawas, terus kepala 
sekolah, terus guru. Nah dilaksanakan dalam pengawasn pengawas sekolah 
dalam managemen dari kepala sekolah.”152 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui tugas dari masing-masing lembaga 
atau instansi pelaksana implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten 
Lamongan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan sebagai desainer dan juga 
pelaksana impelentasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan. 
Dinas Pendidikan bersama dengan para guru dan kepala sekolah berkolaborasi 
dalam menyusun model pembelajaran seperti apa yang akan dipakai, kapan model 
pembelajaran tersebut akan diterapkan, dan contoh model pembelajarannya. Dinas 
Pendidikan juga ikut dalam pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi sebagai fasilitator bagi sekolah-sekolah yang ada di Lamongan dan 
bertindak juga dalam proses evaluasi implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
di sekolah Se-Kabupaten Lamongan. 
 
152 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Pemerintah Daerah atau Bupati berperan sebagai penyusun kebijakan 
mengenai implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan. 
Dalam hal ini merancang dan membahas bentuk kebijakan seperti apa yang sesuai 
dengan kondisi di sekolah-sekolah Kabupaten Lamongan. Kemudian Pemerintah 
Daerah atau Bupati juga berperan dalam evaluasi implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi di Kabupaten Lamongan. 
Dalam hal evaluasi program, selain ada Dinas Pendidikan dan Pemerintah 
Daerah atau Bupati yang menjalankan, ada Pengawas sekolah yang bertugas 
mengevaluasi sejauhmana implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
dilaksanakan di tiap sekolah. Selanjutnya pengawas sekolah akan melaporkan 
hasil evalusai kepada Dinas Pendidikan untuk dijadikan evaluasi program secara 
keseluruhan. 
Pelaksana implementasi insersi pendidikan anti korupsi selanjutnya adalah 
Kepala Sekolah dan Guru. Kepala Sekolah sebagai pemegang kekuasaan dan 
pengendali proses belajar mengajar disekolah bertanggungjawab dalam 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi di sekolah masing-masing. Mampu 
bekerjasama dengan para guru untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan anti 
korupsi kepada para siswa. Selanjutnya guru sebagai pelaksana implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi menjadi hal penting apakah program ini dapat 
berjalan lancar atau tidak. Dalam hal ini guru memiliki peran dalam menyusun 
pembelajaran pendidikan anti korupsi apa yang sesuai dan melakukan model 
pembelajaran tersebut. 
 

































d. Komunikasi Anatar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan 
Pelaksana 
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn 
dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para 
individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan 
tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada 
para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para 
pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan 
seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.153 
Lebih lanjut penyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan Bapak Drs. 
H. Khoirul Anam, M.Pd sebagai berikut: 
 
“Hubungan antar lembaga sangat baik, mulai dari pemkab, dinas pendidikan, 
pengawas sekolah, dari SMP Negeri 1 Lamongan, juga dari wali murid 
bekerja bertahap dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi ini.”154 
 
153 Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung bekerja sama 
dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Hlm 91 
154 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 

































Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antar lembaga atau 
instansi yang bekerjasama dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
sangat baik, khususnya di SMP Negeri 1 Lamongan. Sebagaimana yang telah 
disebutkan di point sebelumnya bahwa ada tugas dari masing-masing lembaga 
yang saling berkesinambungan mensukseskan program ini. Dalam lingkungan 
SMP Negeri 1 Lamongan, kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid juga 
memiliki komunikasi yang baik sehingga program ini dapat disampaikan kepada 
siswa secara maksimal. 
e. Sikap Para Pelaksana 
Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn, penerimaan atau penolakan dari 
agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan 
yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 
permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik 
biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak 
mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 
permasalahan yang harus diselesaikan.155 
Selanjutnya untuk partisipasi siswa di kelas dalam proses pembelajaran yang 
didalamnya diinsersikan pendidikan anti korupsi, berikut pernyataan Ibu Irnelia 
Purnamasari, S.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP 
Negeri 1 Lamongan: 
 
155 Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung bekerja sama 
dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Hlm 94 
 


































“Beberapa siswa ikut berpartisipasi aktif dan ada beberapa siswa yang 
tidak.”156 
 
Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru 
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Lamongan: 
 
“Partisipasi siswa sangat baik dan ada feed back positif.”157 
 
Dan yang disampaikan oleh Ibu Agustin Rachmidiyah P, S.Psi selaku guru 
Bimbingan Konseling di SMP Negeri 1 Lamongan: 
 
156 Ibu Irnelia Purnamasari. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wawancara: 15 
Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
157 Ibu Yan Irma Sofi. Guru Agama Islam. Wawancara: 15 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP 
Negeri 1 Lamongan 
 


































“Partisipasinya tinggi, siswa senang mendapat materi tentang pendidikan 
anti korupsi.”158 
 
Dari ketiga pernyataan yang telah disampaikan oleh guru Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, dan Bimbingan 
Konseling tersebut dapat diketahui lebih banyak siswa yang antusias dengan 
adanya insersi pendidikan anti korupsi ini. Bahkan memberikan feedback bukan 
hanya pasif mendengarkan saja. Namun ada beberapa siswa yang tidak 
berpartisipasi aktif. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak hal, salah satunya 
adalah kurang menarik metode yang disampaikan dan faktor lingkungan luar yang 
membuat karakter siswa kurang antusias kepada mata pelajaran. 
Selanjutnya pernyataan dari siswa SMP 1 Lamongan mengenai partisipasi 
siswa selama kegiatan pembelajaran yang diinsersi pendidikan anti korupsi. 
Berikut adalah pernyataan dari Zaky Muhammad Rizwar: 
 
158 Ibu Agustin Rachmadiyah. Guru Bimbingan dan Konseling. Wawancara: 15 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 


































“Pendidikannya kan disisipkan jadi sikap saya biasa. Karena 
penyampaiannnya biasa seperti pelajaran biasa.”159 
 
Lebih lanjut disampaikan oleh Helena Kemal Syakila Lukmana Siswa SMP 
Negeri 1 Lamongan: 
 
“Seperti biasa. Karena materinya terselipkan kan.”160 
Dari keempat narasumber siswa yang telah peneliti wawancara, semua 
menjawab demikian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam 
proses implementasi insersi pendidikan anti korupsi dikelas berjalan lancar. Para 
siswa merasa tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Hanya saja guru 
 
159 Zaky Muhammad Rizwar. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 Pukul 
12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
160 Helena Kemal Syakila Lukmana. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 
Pukul 12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 

































menyisipkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran sesuai dengan 
materi yang disampaikan hari itu.  
Selanjutnya mengenai sikap dari orang tua siswa, berikut adalah pernyataan 
dari Ibu Intan selaku orang tua siswa SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
“Ya kalau untuk kebaikan anak dan menjadikan anak lebih baik kedepannya 
ya saya setuju dan mendukung, asal tidak memberatkan anak saja”161 
 




161 Ibu Intan. Orang Tua Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 13 Februari 2021 Pukul 
09.00 WIB. Perumahan Made Lamongan 
 

































“Kalau saya ya menyambut baik saja ya. Karena anak saya juga sepertinya 
tidak ada masalah mengenai program baru ini. Dan katanya juga disisipkan 
waktu pelajaran jadi ya mendukung saja.”162 
 
Dari kedua pernyataan orang tua siswa SMP Negeri 1 Lamongan tersebut 
menyatakan bahwa setuju dan mendukung adanya implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Karena 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi ini sifatnya disisipkan pada mata 
pelajaran, maka tidak memberatkan para siswa dan juga diharapkan dapat 
membantu perubahan karakter siswa untuk siap menghadapi permasalahan ketika 
dewasa nanti. 
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif 
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. 
Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 
eksternal yang kondusif. 
Seperti yang disampaikan Helena Kemal Syakila Lukmana siswa SMP Negeri 
1 Lamongan sebagai berikut: 
 
162 Ibu Ika.Orang Tua Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 13 Februari 2021 Pukul 09.00 
WIB. Perumahan Made Lamongan 
 


































“Dari lingkungan, dari orang tua, keluarga, guru, teman-teman juga 
mendukung. Kepala sekolahnya juga sering memberi nasehat waktu upacara, 
ya soal disiplin waktu, sholat juga, jujur. Dari anak-anaknya ada juga yang 
masih bandel.”163 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada hambatan atau 
lingkungan yang tidak mendukung implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
di SMP Negeri 1 Lamongan. Dimulai dari lingkungan keluarga yang juga 
membantu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai korupsi dan sikap 
anti korupsi. Kemudian dilingkungan sekolah yang didukung oleh guru sebagai 
pengajar dalam proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Dan 
kepala sekolah yang menjamin proses berjalannya implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Namun semua tetap kembali 
lagi kepada pribadi masing-masing siswa. Karena berbagai macam karakter dan 
latar belakang maka belum tentu semua siswa dapat menerapkan nilai-nilai anti 
korupsi dalam kehidupan sehari-hari. 
Sedangkan menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan,  Bapak Drs. H. 
Khoirul Anam, M.Pd  sebagai berikut: 
 
163 Helena Kemal Syakila Lukmana. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 
Pukul 12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 


































“Semua kondisi lingkungan sekitar sekolah mendukung kegiatan insersi 
pendidikan anti korupsi di sekolah yang dapat ditunjukan oleh beberapa 
aspek seperti: Dukungan dalam kebijakan sekolah yang mendukung, teladan 
yang baik dari guru, pengelolaan kelas yang efektif, sarana dan prasarana 
sekolah yang memadai, berbagai kegiatan disekolah yang telah menjadi 
pembiasaan seperti contoh (upacara, salam ta’dzim, hafalan juz 30, setiap 
hari jumat siswa mentadarus pagi dan menyisihkan uang saku untuk kegiatan 
dansos yang menunjukan sikap kepedulian peserta didik).”164 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kondisi lingkungan 
yang tidak mendukung implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan. Mulai dari kebijakan dari sekolah yang mendukung, para 
guru yang mampu menjadi teladan yang baik bagi siswanya, pengelolaan kelas 
yang efektif, sarana dan prasarana yang menunjang implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi dan beberapa program sekolah yang berhubungan dengan 
penanaman sikap anti korupsi. 
Sesuai dengan penjabaran hasil penelitian diatas, maka output implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan ini adalah 
memberikan pembenahan informasi untuk pembentukan pengetahuan dan 
 
164 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 

































pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aseknya, pengubahan 
persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan 
kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Sedangkan outcome 
yang diharapkan adalah mencetak generasi penerus yang tidak korup dan 
memiliki karakter tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, 
adil, berani, dan peduli. Karena ketika generasi penerus ini memiliki sikap anti 
korupsi, maka diharapkan kondisi pemerintahan dan ekonomi Indonesia akan 
semakin membaik karena tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan dan 
penggelapan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
 
2. Faktor Pendukung dan Pengjambat Impelementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan 
a. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung dalam impelentasi insersi pendidikan anti korupsi adalah 
faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan 
dalam kegiatan implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang ada di SMP 
Negeri 1 Lamongan. Adanya faktor pendukung dapat diketahui melalui 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Drs. H. Khoirul Anam, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Lamongan sebagai berikut: 
 


































“Faktor pendukung dalam proses implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di sekolah adalah keadaan fisik sekolah yang layak dan memadai, 
sekolah memiliki upaya untuk membangun dan memelihara hubungan yang 
peduli, saling menghormati, mendukung, dan kolaboratif antara anggota staff 
sekolah, siswa, dan keluarga, siswa berpartisipasi aktif, aturan sekolah yang 
jelas, adil dan tidak terlalu keras, guru sebagai model dalam memelihara 
sikap, orang tua dan anggota masyarakat sebagai sumber daya yang 
berharga, dan mereka didorong untuk terlibat aktif disekolah.”165 
 
Lebih lanjut pernyataa dari Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru Pendidikan 
Agama Islam di SMP Negeri 1 Lamongan sebagai berikut: 
 
 
165 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 

































“Faktor pendukungnya sarana prasarana memadai, media dan metode yang 
menarik, serta dukungan kepala sekolah.”166 
 
Pernyataan kepala sekolah dan guru diatas dapat ketahui bahwa banyaknya 
faktor pendukung dari lingkungan sekolah. Seperti sarana dan prasarana sekolah 
yang memadai, sekolah memiliki upaya untuk mengiplementasikan insersi 
pendidikan anti korupsi, adanya hubungan yang baik antar staff sekolah dengan 
saling menghormati, mendukung dan kolaboratif untuk kemajuan sekolah dan 
siswa, adanya partisipasi aktif dari siswa dan orang tua, guru mampu memberikan 
contoh sikap yang baik, dan penggunaan media dan metode pembelajaran yang 
menarik. 
Selanjutnya dilihat dari sudut pandang siswa. Berikut yang disampaikan oleh 
Zaky Muhammad Rizwar siswa SMP Negeri 1 Lamongan: 
 
“Kalau secara penyampaian tidak ada kendala. Yang disampaikan semua 
guru sama. Kalau faktor pendukungnya semua guru sudah 
mengimplementasikan ke semua siswa. Tapi kalau siswa tidak dapat 
menerapkan ya sama saja. Ya saling melengkapi.”167 
 
166 Ibu Yan Irma Sofi. Guru Agama Islam. Wawancara: 15 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP 
Negeri 1 Lamongan 
167 Zaky Muhammad Rizwar. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 Pukul 
12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 

































Lebih lanjut pernyataan dari Muhammad Kemal Hafidh siswa SMP Negeri 1 
Lamongan sebagai berikut: 
 
“Gurunya sudah paham anak-anak juga sudah paham. Tinggal anak-anaknya 
mau menerapkan apa belum.”168 
Dari pernyataan yang disampaikan oleh siswa diatas, maka dapat diketehui 
bahwa semua guru sudah menyampaikan materi dengan seragam. Artinya semua 
guru sudah memahami materi yang sama, tidak ada perbedaan materi yang 
disampaikan oleh guru satu dengan guru lainnya. Dan adanya respon yang baik 
dari siswa, karena materinya adalah berupa insersi atau penyisipan jadi para siswa 
tidak terlalu mengalami perbedaan dalam proses belajar di kelas. 
Dan yang terakhir adalah pernyataan dari Bapak Sodikin, M.Pd selaku 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengenai faktor pendukung 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi sebagai berikut: 
 
168 Muhammad Kemal Hafidh. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 
Pukul 12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 


































“Mengenai guru tidak ada kendala karena sudah di workshop tadi. Bagi 
mereka yg SDMnya bagus kita ajak untuk menyusun. Dan kemudian mereka 
kita ajak bicara untuk melakukan workshop berjenjang. Jadi SDM gak ada 
masalah.”169 
Dari pernyataan tersebut juga dapat dikatahui bahwa Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang utama yaitu guru tidak ada kendala. Dapat diartikan semua guru 
menerima PERBUP Nomor 18 Tahun 2019 ini tentang implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi dan mendukung dengan memberikan pelayanan 
pendidikan yang baik kepada siswanya. Hal ini juga dikarenakan adanya 
workshop berjenjang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. 
Tabel 4.25 
Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. 
No. Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan. 
1.  
Sarana dan prasarana sekolah yang memadai. 
2.  Komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat. 
 
169 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































3.  Partisipasi aktif siswa. 
4.  Regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi yang jelas. 
5.  Media dan metode pembelajaran yang menarik. 
6.  Adanya workshop berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk 
memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah. 
7.  Penerapan sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan 
materi yang disampaikan antar satu guru dengan guru yang lain. 
 
b. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu 
kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Dalam implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan tentu saja tidak 100% 
berjalan lancar. Apalagi PERBUP ini baru dikeluarkan tahun 2019. Masih banyak 
yang perlu dipelajari untuk menyempurnakan insersi pendidikan anti korupsi di 
Kabupaten Lamongan. 
Berikut adalah beberapa faktor penghambat implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi yang disampaikan oleh Bapak Khoirul Drs. H. Khoirul Anam, M.Pd 
selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Lamongan: 
 


































“Faktor hambatannya yaitu, minimnya kesadaran siswa, latar belakang atau 
kondisi keluarga yang kurang mendukung, lingkungan sosial atau pergaulan 
yang kurang baik”170 
 
Lebih lanjut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Irnelia Purnamasari, S.Pd 
selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut: 
 
“Penghambatnya terkadang minat siswa mengenai materi ini kurang ada.”171 
 
Dan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yan Irma Sofi, S.Pd.I selaku guru 
Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 
 
170 Bapak Khoirul Anam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 14 Oktober 2020 
Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
171 Ibu Irnelia Purnamasari. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wawancara: 15 
Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP Negeri 1 Lamongan 
 


































“Penghambatnya waktu untuk internalisasi lebih lama karena berkaitan 
dengan habit/karakter.”172 
 
Sedangkan narasumber guru yang ketiga yaitu Ibu Agustin Rachmidiyah P, 
S.Psi menyatakan bahwa tidak ada hambatan mengenai implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dari ketiga pernyataan 
narasumber diatas diketahui bahwa adanya beberapa kendala dalam penerapan 
insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Diantaranya adalah 
kurangnya minat siswa. Ada banyak kemungkinan yang menjadi dasar kurangnya 
minat siswa. Misalnya karena siswa bosan dengan materi yang disampaikan, atau 
karena memang adanya perubahan psikis remaja yang mengalami pubertas 
sehingga terkadang terkesan bandel. 
Faktor penghambat lainnya adalah latar belakang dan kondisi keluarga yang 
kurang mendukung, serta lingkungan sosial atau pergaulan yang kurang baik. 
Kedua faktor tersebut dapat dikatakan menjadi faktor eksternal penghambat 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. 
 
172 Ibu Yan Irma Sofi. Guru Agama Islam. Wawancara: 15 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. SMP 
Negeri 1 Lamongan 
 

































Apabila di sekolah sudah disisipkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi namun 
dilingkungan keluarga tidak ditanamkan juga maka akan menjadi kurang 
maksimal atau kurang bersambung. Lingkungan pergaulan juga mempengaruhi 
sifat atau karakter siswa. Apabila disekolah dan dikaluarga sudah diajarkan nilai-
nilai anti korupsi tapi siswa salah memilih pergaulan maka kemungkinan besar 
menjadi faktor penghalang berhasilnya tertanamkan nilai-nilai anti korupsi di diri 
siswa. Dan yang terakhir adalah ketika diterapkannya insersi pendidikan anti 
korupsi maka dibutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk mempelajari, menyiapkan 
dan mengajarkan materi nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. 
Selanjutnya faktor penghambat implementasi insersi pendidikan anti korupsi 
menurut siswa SMP Negeri 1 Lamongan Alisa Shafa Salsabila sebagai berikut: 
 
“Kalau kendala mungkin beberapa warga sekolah ada yang belum 
melaksanakan dengan baik. Tapi kan ya butuh dukungan bukan dari siswa 
dan guru saja. Dari siswa dari guru dari ekstra juga bisa. Tergantung 
siswanya bisa menerima pelajaran dengan baik dan menerapkan.”173 
Dari pernyataan siswi SMP Negeri 1 Lamongan tersebut dapat diketahui 
bahwa adanya faktor kendala yaitu minat atau sikap para warga sekolah 
 
173 Alisa Shafa Salsabila. Siswa SMP Negeri 1 Lamongan. Wawancara: 1 Oktober 2020 Pukul 
12.00 WIB. BeliKopi Kabupaten Lamongan 
 

































khususnya siswa yang masih belum menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam 
kehidupan sehari-hari. Karena perubahan pada diri sendiri tidak akan bisa 
dilakukan kalau tidak ada kemauan pribadi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, 
Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan para guru mengimplementasikan nilai-
nilai anti korupsi di aktivitas belajar mengajar di sekolah supaya tertanamkan di 
mindset para siswa. 
Selanjutnya adalah pernyataan dari Bapak Sodikin, M.Pd selaku Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengenai faktor penghambat 
implementasi insersi pendidikan antikorupsi di Kabupaten Lamongan sebagai 
berikut: 
 
“Penghambatnya gini sekarang kadang kadang media nggak sejalan dengan 
kita. Kita lagi berantas korupsi dan melakukan pendidkkan anti korupsi. Tapi 
berita yang muncul di media itu tiap hari orang korupsi saja. Itu kan tidak 
sejalan. Memang diberitakan supaya jadi efek jera. Tapi kan ditonton anak-
anak dan itu sangat tidak bagus takutnya anak anak menganggp itu hal 
biasa. Makanya perlu diadakan pendidikan anti korupsi. Bukan saya 
menyalahkan media. Ada kadang kadang apa yg kita berikan dan apa yg 
mereka lihat itu kontradiktif. Nah itu kan hambatan.”174 
 
174 Bapak Sodikin. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Wawancara 10 Juli 2020 
Pukul 10.00 WIB. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 
 

































Menurut beliau hambatan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di 
Kabupaten Lamongan adalah adanya pemberitaan di media mengenai kasus 
korupsi yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan disekolah. Yang ditakutkan 
adalah apabila siswa menjadi salah paham tentang maraknya kasus korupsi di 
Indonesia. Ada kemungkinan siswa menganggap melakukan korupsi adalah hal 
biasa dan akan menguntungkan, apalagi hukumannya hanya dipenjara. Oleh karen 
itu perlu dilakukan insersi pendidikan anti korupsi. 
Dari beberapa pernyataan dari narasumber diatas dapat dirangkum menjadi 
beberapa faktor penghambat implementasi insersi pendidikan anti korupsi sebagai 
berikut: 
Tabel 4.26 
Hasil Wawancara tentang Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. 
No. Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan. 
1.  Minimnya kesadaran siswa. 
2.  Latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang mendukung. 
3.  Lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang baik. 
4.  Membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan 
mengsinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang 
diampu. 






































3. Temuan Hasil Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka diperlukan adanya 
simpulan terhadap pengambilan intisari dari sajian data yang merupakan hasil 
temuan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan masih belum sempurna. 
Tujuan dan manfaat dari implementasi insersi pendidikan anti korupsi ini memang 
sudah membantu dalam hal perbaikan karakter siswa, namun disisi lain masih ada 
kekurangan, khususnya dari pihak pemerintah daerah. Berdasarkan hasil 
penyajian data dan analisis data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti akan 
memaparkan hasil penelitian yang diuraikan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.27 
Temuan Hasil Penelitian 




pendidikan anti korupsi 
di SMP Negeri 1 
Lamongan, mengacu 
pada Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 
Tahun 2019. 
Dalam pelaksanaan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan mengacu pada Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 yang 
menyatakan bahwa insersi yang dimaksudkan 
adalah bukan menambah mata pelajaran baru, tapi 
menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada mata 
pelajaran tertentu. Yaitu mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan 
Konseling. 
b.  Implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi 
di Kabupaten Lamongan 
Program implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di Kabupaten Lamongan hanya berfokus 
pada TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs. 
 

































belum merata ke seluruh 
sekolah. 
Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA dan 
perguruan tinggi tidak diatur dalam Peraturan 
Bupati tersebut. Dan penerapannya sudah di 
lakukan di sekolah negeri seluruh Kabupaten 
Lamongan, namun belum untuk sekolah swasta. 
c.  Tidak ada bantuan dana 
dari Pemerintah Daerah. 
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah 
hanya berupa buku panduan untuk sekolah dan 
guru. Tidak ada bantuan lain yang diharapkan 
dapat membantu implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi lebih efektif.  
d.  Buku panduan 
implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi 
bukan menjadi acuan 
wajib. 
Di dalam buku panduan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi telah disampaikan secara 
lengkap metode dan materi pembelajaran, namun 
guru dapat berkreasi sendiri dalam menyampaikan 
materi untuk peserta didiknya. Namun tetap 
berpedoman pada 9 nilai-nilai anti korupsi yang 
akan di insersikan di mata pelajarannya. 
e.  Pelaksanaan 
implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi 
di SMP Negeri 1 
Lamongan bertujuan 
untuk menjadi kebiasaan 
siswa sehari-hari. 
Proses insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan bukan mengajarkan tentang 
materi korupsi seperti definisi, jenis, dan dampak 
korupsi. Tapi lebih pada penanaman nilai-nilai 
anti korupsi kan diharapkan dapat menjadi 
kebiasaan siswa dalam melakukan kebiasaan 
sehari-hari. 
f.  Kurangnya pengawasan 




pendidikan anti korupsi. 
Sejauh ini pengawasan hanya dilakukan oleh 
pengawas sekolah. Tidak ada pengawas dari 
Bupati Lamongan atau jajaran terkait. Karena di 
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan 
 

































bukan hanya dilakukan oleh sekolah, pengawas 
sekolah, dan dinas pendidikan.  
 
Berdasarkan tabel diatas, hasil temuan dapat dijabarkan kembali melalui 
penjelasan sebagai berikut: 
a. Dalam Pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di 
SMP Negeri 1 Lamongan Mengacu Pada Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 18 Tahun 2019. 
Dalam pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah 
Kabupaten Lamongan. SMP Negeri 1 Lamongan menerapkan pendidikan anti 
korupsi dengan cara di insersikan. Dalam hal ini insersi diartikan sebagai 
penyisipan nilai-nilai anti korupsi terhadap beberapa mata pelajaran, bukan 
menambah mata pelajaran baru seperti yang di sampaikan dalam Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 pasal 1. Mata pelajaran yang dimaksud adalah 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan 
Bimbingan Konseling. Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjadikan generasi 
penerus yang bersih dari korupsi dan memiliki teladan yang baik. Sebagai salah 
satu daerah pelopor pendidikan anti korupsi, Kabupaten Lamongan sering 
menerima kunjungan dari daerah lain guna studi mengenai pendidikan anti 
korupsi. SMP Negeri 1 Lamongan yang merupakan salah satu sekolah menengah 
pertama terbaik di Kabupaten Lamongan menjadi percontohan implementasi 
 

































insersi pendidikan anti korupsi untuk sekolah lain se-Kabupaten Lamongan dan 
sekolah di daerah lain. 
b. Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di Kabupaten Lamongan 
Belum Merata Ke Seluruh Sekolah Se-Kabupaten. 
Pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten 
Lamongan belum merata ke seluruh sekolah dan ke seluruh jenjang pendidikan. 
Dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 pasal 6 menyebutkan 
bahwa hanya SD/MI dan SMP/MTs yang menjadi target utama implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi. Dan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan, TK/PAUD juga sudah menerapkan insersi 
pendidikan anti korupsi melalui media lagu dan permainan sesuai dengan usia 
peserta didik. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi 
tidak disebutkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019. Dan 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi tingkat SMP/MTs sudah berjalan 
untuk sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta belum. Hal ini perlu di 
tingkatkan karena penanaman nilai-nilai anti korupsi sebaiknya dilakukan merata 
kepada seluruh siswa dan mahasiswa se-Kabupaten Lamongan baik dari lembaga 
pendidikan negeri maupun swasta agar tujuan implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi ini terlaksana dengan sempurna. 
c. Tidak Ada Bantuan Dana Dari Pemerintah Daerah. 
Dalam pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan, tidak ada bantuan dana. Bantuan yang diberikan hanya 
berupa buku panduan implementasi insersi pendidikan anti korupsi dan bantuan 
 

































non-materi berupa support dari Bupati Lamongan. Mengingat ini adalah program 
baru, sudah semestinya ada bantuan berupa alat peraga atau bantuan dana yang 
bisa membantu sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang dapat 
menunjang proses implementasi insersi pendidikan anti korupsi. Sejauh ini alat 
penunjang yang digunakan hanya proyektor yang ada di masing-masing kelas dan 
beberapa poster yang terpasang di dinding sekolah.  
d. Buku Panduan Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Bukan 
Menjadi Buku Pedoman Wajib. 
Pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan tentu berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 
dan buku pedoman implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang telah 
diberikan. Dalam buku pedoman tersebut sudah diatur lengkap tentang bagaimana 
menyampaikan materi mengenai nilai-nilai anti korupsi yang akan di insersikan di 
mata pelajaran. Namun dengan terbatasnya waktu pembelajaran, guru juga harus 
mengutamakan materi pelajaran yang beliau ampu. Maka dari itu pelaksanaan 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan 
menyesuaikan dari materi guru. Nilai-nilai anti korupsi disisipkan pada saat guru 
menyampaikan materi. Menurut para siswa hal ini dirasa cukup efektif karena 
mereka merasa tidak ada perbedaan antara sebelum diinsersikan pendidikan anti 
korupsi dan sesudah. Hal ini dapat lansung ditangkap oleh siswa tanpa rasa bosan. 
  
 

































e. Pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di SMP 
Negeri 1 Lamongan Bertujuan untuk Menjadi Kebiasaan Siswa. 
Tujuan dari implementasi insersi pendidikan anti korupsi adalah menjadikan 
generasi penerus yang tidak korup dan memiliki karakter yang baik. SMP Negeri 
1 Lamongan menekankan pembelajaran secara tidak langsung seperti melatih 
kedisiplinan siswa pada saat upacara dan ujian, dan setiap hari jumat siswa 
mentadarus pagi dan menyisihkan uang saku untuk kegiatan dansos yang 
menunjukan sikap kepedulian peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh 
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan, bahwa implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan bukan hanya 
menyampaikan definisi korupsi, jenis korupsi dan dampak korupsi, tapi lebih pada 
menekankan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa agar menjadi 
kebiasaan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 
f. Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 
dalam Mengevaluasi Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi. 
Dalam hal pengawasan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan, hanya sebatas diawasi dan dievaluasi oleh pengawas sekolah 
dan dilaporkan kepada dinas pendidikan. Kepala sekolah SMP Negeri 1 
Lamongan menyatakan bahwa belum ada evalusi langsung yang dilakukan oleh 
bupati. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 
Tahun 2019 pasal 10 yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi dilakukan oleh bupati 
dan pihak eksternal. 
 



































BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diatas maka penulis 
menyimpulkan terkait Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 serta 
faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi insersi pendidikan anti 
korupsi di sekolah se-Kabupaten Lamongan, khususnya di SMP Negeri 1 
Lamongan. 
1. Implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan 
Kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi merupakan suatu 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lamongan dengan 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi di sekolah Kabupaten Lamongan. Implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi 
yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata 
pelajaran baru. 
Pada pengimplementasi kebijakan tersebut, Bupati Kabupaten Lamongan 
menetapkan pedoman implementasi insersi pendidikan anti korupsi dengan 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 pada bulan Mei 2019. 
 

































Lebih tepatnya Peraturan Bupati ini dikeluarkan pada tanggal 2 Mei yang 
bertepatan dengan hari pendidikan nasional. Dengan hararapan dapat langsung 
diimplementasikan pada tahun ajaran baru pada bulan Juli 2019.  
Bentuk penerapan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan adalah melalui penyisipan nilai-nilai pendidikan anti korupsi 
dalam mata pelajaran. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi tersebut adalah 
tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan 
peduli. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari 
suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam teori 
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa 
implementasi pada program – program publik kebanyakan akan berhasil ketika 
perubahan yang dihendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, 
terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.  
Berikut adalah variabel yang digunakan dalam menganalisis implementasi 
kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pertama, standar dan sasaran 
kebijakan adalah kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi tertuang 
dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang implementasi 
insersi pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan pada diri anak 
bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak 
orang dan negara. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, 
kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, 
kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Pendidikan anti korupsi sebagai wadah 
untuk membentuk mental atau karakter anti korupsi, sejalan dengan tujuan 
 

































pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berkarakter. 
Kesinambungan tujuan ini dapat dipadukan dalam proses pembelajaran di sekolah 
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral. 
Kedua, sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 
(SDM), metode dan media yang digunakan serta sarana dan prasarana sekolah. 
Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu guru, tidak ada kendala karena 
semua guru mendukung program insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 
Lamongan dan adanya workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Lamongan sehingga guru sudah memahami program ini. Metode dan 
media yang digunakan juga menarik seperti gambar, film dan permainan. 
Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan juga sudah 
sangat baik dan menunjang implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP 
Negeri 1 Lamongan. 
Ketiga, karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam insersi 
pendidikan anti korupsi ini adalah Bupati (Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lamongan) sebagai penyusun kebijakan dan juga ikut mengevaluasi, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai desainer, pelaksana dan juga 
mengevaluasi sekolah-sekolah, kemudian ada pengawas seolah yang membantu 
proses evaluasi, dan pelaksana utama adalah kepala sekolah dan guru mata 
pelajaran yang diinsersikan pendidikan anti korupsi. 
Keempat, komunikasi antar organisasi pelaksana sangat baik dalam proses 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi. Badan atau instansi pelaksana 
seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten 
 

































Lamongan, Kepala Sekolah, dan Guru memiliki komunikasi dan kerjasama yang 
baik sesuai dengan job desknya  masing-masing. Kelima, sikap para pelaksana 
dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi 100% mendukung. Namun 
dalam implementasi di kelas terkadang masih ada kurangnya perhatian dari 
beberapa siswa. Kurangnya minat siswa disampaikan oleh narasumber guru, 
karena meraka yang berhadapan langsung dengan siswa. Keenam, lingkungan 
ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan cukup mendukung. Kepala sekolah dan guru aktif 
dalam kegiatan implementasi insersi pendidikan anti korupsi dan para siswa 
memberikan respon yang baik. Namun apabila siswa memiliki pergaulan atau 
lingkungan luar yang kurang baik, maka nilai-nilai anti korupsi akan sulit 
tertanam dalam diri siswa. 
2. Faktor Pendukung dan Pengjambat Impelementasi Insersi Pendidikan 
Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan 
Faktor pendukung dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, 
komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat, partisipasi 
aktif siswa, regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan 
anti korupsi yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik, adanya 
workshop berjenjang yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk memberikan 
pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, penerapan sudah dilakukan oleh semua 
guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antar satu guru dengan 
guru yang lain. 
 

































Faktor penghambat dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di 
SMP Negeri 1 Lamongan adalah minimnya kesadaran siswa, latar belakang atau 
kondisi keluarga yang kurang mendukung, lingkungan sosial dan pergaulan yang 
kurang baik, membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan 
mengsinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang diampu, 
adanya pemberitaan di madia yang kontadiktif dengan yang disampaikan oleh 
guru. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran yang 
diharapkan dapat dipertimbangkan untuk perkembangan implementasi insersi 
pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan khususnya SMP Negeri 1 
Lamongan. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 
perlu adanya indikator penilaian yang jelas terhadap implementsi insersi 
pendidikan anti korupsi yang jelas agar mempermudah proses pengawasan dan 
evaluasi. Dan juga perlu diadakan evalusai lanjutan oleh Pemerintah Daerah 
mengenai implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan. 
Bagi SMP Negeri 1 Lamongan, perlu diadakan kegiatan yang melatih kesadaran 
para siswa tentang nilai-nilai anti korupsi terutama dalam hal melawan dan 
mencegah tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir bagi orang tua atau wali 
murid, sebaiknya dampingi anak dilingkungan keluarga dengan baik agar proses 
implementasi insersi pendidikan anti korupsi tidak berhenti di sekolah saja, 
namun bisa dilanjutkan di lingkungan keluarga. 
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